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ABSTRAK 

Nama : Deddy 

Program Studi : Pasca Sarjana 

Judul : Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Dalam Upaya Penegakan Hulrum Tindak Pidana Korupsi 

Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana. 

Tesis ini membahas tentang wewenang panyelidikan, penyidikan dan penantutan 

yang dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi 

Pemberantasrut Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan

kewenangan tersebut telab diatur dalam Kitab Undang-undang Hulrum Acara 

Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi, lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di 

dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan betdasarkan pnda 

peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut 

meni.mbulkan suatu keadaan hulrum yang berbeda dalarn praktek pelaksanaan dari 

kewenangan-kewenangan tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah dimana 

letak perbedaan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lerubaga Kejaksaan 

dan Kotnisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasamya secara kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi juga berada di Sistem Peradilan Pidana yang 

menitikberatkan pada pelaksanaan wewenang penegak hukem untuk saiing 

berkoordinasi dan beketjasama dengan penegak hulrum lainnya sehingga teljadi 

mekenisme check and balances. Make dengan deruikian, wewenang pada lembaga 

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkera korupsi 

tidak boleh dilakukan sepenuhnya secara individoal narnun barus tetap dalam jalur 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang mengutamakan koordinasi dan ketjasama 

antar instansi penegak hukem. 

Kata kunci : wewenang, tindak pidana korupsi, sistem paradilan pidana. 
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Study Program 

Title 

DEDDY 

Magister 

ABSTRACT 

The authority of General Attorney of Republik Indonesia and 

Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia 

in The Criminal Law Enforcement Follow-Corruption which 

reviewed from Criminal Justice System. 

'This thesis discusses the authority of investigate, investigation and prosecution by 

the Attorney General of the Republic of Indonesia and Commission of Eradicate 

Corruption of Republik Indonesia in dealiog with criminal corruption. The 

authority has been set in the Act and the Criminal Law Event and other 

regulations. In the settlement of criminal corruption case. General Attorney of 

Republik Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik 

Indonesia which in the investigate, investigation and prosecution based on the 

laws and regulations that differ with each other. This siruation raises a different 

legal practices in the implementation of authorities. The main problem is where 

are the difference between the authority of General Attorney of Republik 

Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia. 

Basically, according to the authorities of Commision of Eradicate Corruptions Of 

Republik Indonesia, this institution has already in Criminal Justice System that 

focuses on the impleroentation of the law enforcement authorities for mutual 

coordination and cooperation with other law enforcement mechanisms so that 

there checks and balances. So thus, the authorit:y on General Attorney of Republik 

Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia in 

handling cases of corruption may not be eutirely individual but must remain in the 

system path of the Indonesian Criminal Justice System, which consider as most 

important is coordination and cooperation between law enforcement agencies. 

Key words: authority, criminal act of corruption, Criminal Justice System. 
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BABI 

PENDAliULUAN 

A. LATABBELAKANGMASALAH 

Persoalan mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia 

memang seakan tiada pemah babisnya Korupsi di Indonesia kini sudah 

ktonis dan mengakar dalam setiap sendi kehidapan. Perkembangannya deti 

tahun ketahun semalcin meningkat baik secara k:ualitas dimana korupsi 

dilaknken secam sisternatis dengan metode-metode yang semakin canggih 

maupun knantitas dangan jumlah kerugian negarn yang sangat luar biasa. 

Penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat 

diidentifikasikan sebagai beriknt1 
: 

I. Kurangnya gaji atau pendapatau pegawai negeri dibandingkari dengan 

kebutuhan. Kurangnya gaji pegawai negeri ini akan semakin parab 

apabila dikaitkan dengan perkembangan tebnologi yang langsung maupun 

tidak langsung mengubab pola hidup pegawai negeri. Kebutuhan akan 

alat-alat yang bertekbnologi seperti televisi, bandphone, kendaraan 

bermotor menambab pengeluaran mereka. Hal ini akan membuat pegawai 

negeri semakin mudab tergoda melakukan korupsi. Belum lagi gaya 

bexbelanja dengan sistem mencicil dan penggnnaan kartu kredit yang 

semakin memberatkan kehidupan pegawai negeri. 

Guy J. Pauter juga memberikan komeotarnya babwa gaji bisa menjadi 

penyebeb adanya tindak pi dana korupsi. 

" Although corruption is widespread in indonesia as a means as 

supplementing exc•ssive[y low governmental salaries, the resources as 

the nt1tion are not being used primairly for the accumulation as vast 

private fortunes, but for economic development and to some extent, for 

weifare.';J. 

1 Andi Hammh, Pemberantason Korupsi melalui Hukum Pidana Nasfonal dan Internasional 
Qakarta : Raja Grafindo Pcrnada, 2005), him. 13-22. 

2 Guy I. Pauter. Indonesia 1979: The Record of Three Decades" (Asia Survey Vol. XX No.2 
1980), him. 1230. 

1 Unlv..-.ltu lndoneola Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH UI, 2009
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2. Latar belakang kultut budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini mungkin 

berawal justru dari sifat kekerabatan masyarakat Indonesia yang gam pang 

memberi bingkisanlhadiab yang dimasa selanjutnya pemberian ini dfuingi 

niat dan maksud tujuan tertentu. Penyalabgunaan kewenangun para 

pejabat juga telab terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat 

bumiputera cenderung melalruksn penyimpangun karena dapet 

menjalankan tugas jabatannya dimana saja dan kapan saja, ini kemudian 

bertemu dengun budaya badiab di ata.s yang pada masa selanjutnya seiring 

berubalmya masyarakat menjadi masyarakat yang bedonis konsumtif yang 

in gin segala urusan jadi eepat melabirl<an suap dan gratifik»<i. 

3. Manajemen yang kurang baik dan konirol yang kurang efektif dan efisien. 

4. Mudemisasi. Menurnt Samnel P. Huntington sebagabnana dikutip oleh 

Andi Hamzah modemisasi menjadi penyebab korupsi karena: 

a. Mudemisasi membawa psrubehan-perubaban pada nilai dasar 

masyarakat 

b. Modernisasi membnka sumber kekayaan dan kekuasaan barn. 

Hnbungan snmber-sllltlber ini dengan kehldupan pelitik tidak diatur 

oleh norma !Iadisional masyarnkat, sedangkan nonna barn belum 

dapat diterima oleh golongun berpengaruh di masyarakat. 

c. Modernisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik 

yaang pada gilirannya mempeibesar kekuasaan pemerintah dan 

melipatgandaksn kegiatan yang diatur oleh pemerintah. 

Berdasarkso survey yang dilaknkan oleh Transparancy International 

Indonesia labun 2007 menunjnkksn hahwa Indonesia berada di pesisi 143 

dari 180 negara dengan angka (2,3). Angka ini janh dari indeks persepsi dari 

negara letangganya yaitu Malaysia yakni (5,1) dan Singapura (9,3) yang 

nyaris mendekati angka persepsi peringkat pertama Denmark, Finlandia dan 

New Zealand dengun nilai (9,4). Ini mennnjnkksn bahwa Iadonesia masih 

Universitas lndonesla 
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merupakan bagian dar! negara terkorup dibandingkan dengan beberapa 

negara lainnya di dtmia3
• 

Indonesia belwn beranjak dari posisi sepuluh besar negara terkorup di 

dtmia disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam upaya pencegabau dan 

pambenmtasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut diidentifi.kasikan oleh 

Mob. Yamin, SH. yaitu pertama mengenai peraturan peruudang-undangan 

yang menyaagkut upaya pamberantasan. korupsi baik yang diatur dalam 

undaug-undang maupun peraturan di bawehnya mempunyai kelemehan baik 

dari aspek substansi maupun dari aspek tekuis pelaksanaan sehlngga 

memungkinkan teJjadi kemaeetan dalam pembemntasan korupsi maupun 

bahkan bukan tidak mungkin seringkali dimanipulasi serta dimanfaatkao oleh 

koruptor untuk membebaskan diri dari hulrwnan. Selain itu tidak adanya 

undang-undang perlindungao seksi dan pelapor serta terlalu riugaunya 

hukuman bagi koruptor menyebehkan lemahnya penangaoan kompsi. Kedua, 

selaie karena lemahnya sumbet daya penegak hulrum yang ada, penyebab 

laienya adalah karena aparat penegak hulrum itu sendiri merupakan aktor 

yang ilrut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah membudayanya praktek 

korupsi. Dalam prakteknya koropsi suduh dipaudaug sebagai suatu perilaku 

yang lazirn dilekukan oleh masyarakat Sikap skeptis terhadap pemberantasan 

korupsi dan budaya sungkan ewuh pakewuh tum! serta menyeberkan korupsi 

ke tengab masyarakat. Keempat, tidak adanya political will dari para eli! 
------- -- - --------- - ---------- . - - ----- -

politik menjadi faktor penghambat dalam pemberaniasan korups~ behkan 

seriug teljadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian 

koosplrasi tindak pidana korupsi. Kelima, karena rendahnya akuntabilitas 

puhlik penyelenggara negara dan tidak adanya tumsparansi. • 

Dari uraian di alas dapaJ diketahui behwa korupsi temyala tidak lepas 

dari pengaruh dan atau pamn masyarakat Masyarakat Ielah menjadi salah 

sam penyebab timbulnya tindak pidana korupsi sekaligus salah satu 

psngharnbat pemberantasannya behkan korupsi itu seud;ri timbul dati 
' 

3 Kejaksaan Agung Rl. Tinda!c Pidana Koropsi Dalam Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah 
(Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2007), him. I. 

4 Mob. Yamin,. SH., "Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Koropsf' (Makaiab. Untuk 
Memenuhi Persyaratao SeJeksi Calon Pirupinan Komist Ptnnberanl.asan Tindak Pidana 
Korupsi, Jakarta, 3 Nopember 2003), him. 3. 

Universitas Indonesia 
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masyarakat Oleh karena itu dalam usaha peneegahan dan pemberantasan 

korupsi tidak dapet lepas dari peran serta masyarakat 

Korupei juga Ielah. menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak 

banya kerugian atas keuangan negara namun lebih luas lagi Ielah merugikan 

masyarakat Dalam kasus-kasus korupsi periode 2004-2006 secara kuantitatif 

kasus korupsi tidak ber!runbah secara signifikan sebalikoya secara kualitatif 

kasus kompsiftingkat kerugian negara meningkat dalam jumlah yang eukup 

signifikan Dalam periode tahun 2004 kerugian negara sebesar Rp. 4,3 

trilyun, periode tahun 2005 kerugian negara mencapai Rp. 5,3 trilyun dan 

tahun periode tahun 2006 kerugian negara meningkai menjadi Rp. 14,4 

trllyun.' 

Penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2001 menjelaskan korupsi di 

Indonesia te!ah terjadi sistematik dan luas sehingga tidak saja menimbulkan 

kerugian keuangan negara, tempi juga Ielah melanggar hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat secara luas. 6 

Dalam keuangan negam ada juga yang bersumber dalam dari 

masyarakat dan akan dikembalikan kepeda masyarakat, jadi apebila uang 

tersebut dikorupei maka ada hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak 

dapet dioikmati masyarakat Artinya dengan teijadi kompei maka telah terjadi 

pala pelanggaran terhadap hak asasi manusia.7 

Menyikapi fenomena ini, pemerintahan yang sillh berganti selalu 

menjadikan kalimat pemberantasan korupei sebagai agenda utama 

kegiatannya. Berbagai perangkat uadang-undang beserta segala peraturan 

pelaksanaannya yang berkaitan dengau kompei telah dibWit sebagai bukti 

keseriusan dari para penguasa dalarn memberantas tindak pidana korupsi di 

Indonesia. 

Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi 

yang strategis dalam pencapeian tujuan dari sistem tersebut Posisi penting 

s International CorTUption Watcb (ICW). Cat(lfan akhir tahun ICW, (Jakarta : 30 Maret 2007), 
him. 10. 

6 Indonesia, Un~Undang Pemberon/(,1$an Tindak Pidona Karupsi. UU Nomor 20 tahun 
2001, LN No. 134 tllhun 2001, Tl.N No. 4150. 

7 Kmnri A.. Korupsi, Pidana Mati dan HAM sekilas Tinjauan Si:stem Peradflan Pidtma, dalam 
Hak Asasi Mamt.Sia Hakekal, Konsep dan Jmplikasirrya Dalam Perspcklif Hukum dan 
Mosyarakat, Muladi {Ed) (Bondung: Rellka Aditama, 2005), hlm. 154-156. 

Universitas Indonesia 
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yang dimiliki oleb institusi kejaksaan adalah berkeitan dengan lingkup 

pekerjaan yang diembannya yang melinglrupi tahap pra ajndikasi, ajudikasi 

dan puma ajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi 

kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses perndilan itu berakhir 

inilah yang menyebabkan kejaksaan dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya akan selalu he!singguugan dengan tugas dan kewerumgan 

institusi lainnya yaitu polisi dan hakim. 

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Harnzah, SH., MA. kewenangan kejaksaan 

di Indonesia mengacu pada Kongres Perseriketan Bangsa-Bangan Ke-8 

Mengenai Pencegaban Kejahatan dan Pembinrum Para Pelalru Tindak Pidana 

di Havana, Kuba pada tabun 1990 yang mengha.silkan resolusi mengenai 

"Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa", yang isinya antara lain mengatakan 

kejakAAan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidlkan pidana 

korupsi, penyalahgunaan keknasaan., pelanggaran heist mas hak-hak asasi 

manusia dan kejahatan lain yang dialrui oleb hukum lntemasional serta dalam 

hal diberi wewerumg oleh undang-undang atau sesuai dengan praktek 

setempat.8 

Kewenangan kejaksaan di fudonesia kurang lebih mempunyai 

persamaan dengan instituai kejaksaan di herbagai belaban dunia Jabanye 

seperti di Amerikas Serikat dan negara-negara di Bropa yang menganut pola 

Anglo Saxon seperti Jeoman, Austria, !tali, Portugal, Spanyol, Swiss, Swedia, 

Denmark, Belanda, Belgia, dan Perancis. Bahkan perarum jaksa di Amerika 

Serikat sangat besar sekali terbadap tindakan pejabat peradilan pidana 

manapnn., babkan jaksa di AS dapat menetapkan untuk menuntut atau tidak 

menuntut berdaaarkan plea bargaining yaitu pengakuan si tersangke demi 

mempemleh dakwaan yang lebih ringan. 

Berdasarkan Pasal 30 ayat (I} Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2004, 

di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Melaknkan panuntutan, 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telab 

mempunyai kekustan bukum tetap, 

IJ Surachman, RM. dan Andi Hamntb, Jalrsa Di Berbagai Negan:z Peranan Dan KeduduJ;;mmya 
(Jakorta' SinM Grafika, 1996), blnL 27. 
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c. Melalrukan pengawasan terhadap pelaksanaan pulllSan pidana bersyarat, 

pulllSan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyara~ 

d. Melalrukan penyidikan terl>adap tindak pidana tertenlu berdasarkan 

undang-undang, 

e. Melengknpi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melalrukan 

pemeriksaan tambaban sebelum dilimpabkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksannannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

Lebih lanjut dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberanlasan Tindal< Pidana Korupsi diatur mengenai penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan torbadap tindak pidana 

korupsi yang dilalrukan berdasarkan hukum acara yang berlako, kecuali 

ditentukan dalam undang-undang ini. Dari unrian pasal tersebut terlihat 

bahwa kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan ataupuo 

penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 

Namun, meskipun demikian masyarakat tetap menllll1dang penegakan 

hukum masih jaub dari rasa keadilan. Ada pandangan dalarn masyarakat yang 

menilai bahwa negam belum dapat menjamin kepestian bukum. Pralctek 

penegakan bukum yang teJjarli juga dinilai sema.!Un janb dari penegakan 

hukum yang seharusnya rlilakukan. A!lis dasar dikarenakan ketidakpereayaan 

masyarakat terhadap instansi yang telah ada dalarn pemberantasan korupsi, 

maka masyaralw melalui aksekntif dan legislatif membentuk Komisi 

Pemberantasan Korupsi atan disingkat menjadi KPK. 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK 

merupakan suatu komisi kbusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 

43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan seeara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan T'mdak Pidana Korupsi. 

KPK adalah Jembnga negam yang dalam melaksanakan tugas dan 

weweoangaya bersifat independen dan bebas dari pengarub kelruasaan 

manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meuiugkatkan daya 

guna dan basil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakakan tindak 

pidana koropsi. Seeara tegas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

menyatakan, KPK dalam melakakan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan tunduk kepada hukmn acara yang berlaku. 

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (ad hoc) yang 

berwenang untuk melakakan penanganan kasus-kasus korupai tertentu seperti 

yang diisyaratkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, 

yaitu: 

I. Melibalkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang 

laio yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukmn atau Penyelenggara Negam; 

2. Mendapat perha!ian yang meresabkan masyarakal; danlatau 

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah). 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

dinyatakan hahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakakan koordinasi 

dan supervisi, termasuk melakakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sesnai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas 

KPK diatur seeara rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002, yaitu : 

a. Koordinasi deogan instansi yang berwemmg melakakan pemberantasan 

tindak pidaoa kornpsi; 

b. Supervisi terbadap lnstansi yang berwenang melakakan pemberantasan 

tindak pi dana korupsi; 

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 

pidana korupsi; 

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 

e. Melakakan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintuhan Negara. 

Dalam kelentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20GZ, .. KPK 
' 

diberikan wewenang : 

a. Dahun melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakakan 

pengawasan. penelitian, atau penelaahan terbadap inatansi yang 
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menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 

melaksanakan pelayanan publik. 

b. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga 

mengambil alih penyidikan atau penuntutan terbadap pelaku tindak 

pidana korupsi yaog sedang dilakukan oleh kepolisian lllml kejaksaan. 

e. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan alan penuntutan, kepolisian 

atau kejaksaan wajib menyemhkan tersangka dan seluxuh berkas perkara 

beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling 

lama 14 ( empat bel as) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya 

permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

d. Penyeraban sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) dilakakan dengan 

membnat dan menandatangani berita acara penyeraban sehingga segala 

tugas dan kewenaogao kepolisian atau kejaksaan pada saat penyeraban 

tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsl. 

Dalam pasal tersebut terlibat betapa besar peran, tugas dan wewenang 

dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi mengamanatken pembentuken Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) dan Pengadilan Kbusu.s Korupsi. 

Pernbentuken dna institasi ini merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana 

knrupai. Namun, dalam pelaksaoaannya ternyata tidak semudah yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam praktek, baik yang sudah 

teJjadi atau bern diprediksikan akan terjadi, temyata pelaksanaan kerja KPK 

dan terbentukeya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak kendala. 

Kendala tersebut antana lain. Kitah Undang-Undang Hakmn Acara 

Pidana (KUHAP) mengatur bahwa pmses penyidikan dan penuntutan 

merupakan tugas kejaksaau. Pasal 8 ayat (2) 1.:;-;o'!"Jl·Undang Nomor 30 

Tahun 2002 mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih 

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

sedang dilakakan oleh kepolisian atau kejaksaan. Disisi lain kejaksaau juga 
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mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terbadap penanganan perkara 

tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat d8ri hal tersebut maka 

KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik 

dalam peaanganan perkara korupsi maupan dalam hal ekselrusi rerbadap 

perkara yang ditangani oleh KPK, retapi dengan adanya tumpang tindih 

kewenangan tetsebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung 

dapat menjadi kerang barmonis. 

Untuk memalwni arti tindak pidnna korupsi, dapat diketahui derl arti 

korupsi. Kala korupsi bera.sal derl babasa latin corruptio alau corruptus. Kala 

c<H7Upflo berasal bernsal pula dari kala corrumpere, snatu kala latin yang 

lebih tua Dari behasa latin masuk dalam babasa-babasa Eropa seperti lnggris, 

corruption, corrupt; l'!lln¢is, corruption; dan Belanda, corruptie. Bahasa 

Indonesia menyerap behas Belanda ini menjadi korupsi. 

Menurut Andi Hamzah arti barfiab derl korupsi adalab kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidalgujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan derl kesucian, kata-kala yang mengbina atau memfitnab! 

Menurut Transparency lntematinnal, pengertian korupsi adalab 

mencakup perilake dari pejabat-pajabat sektor pnblik, apaknb polltikus alau 

pegawai negeri dimana mereka seeara tidak benar dan secara melanggar 

hukum memperkaya diri sendiri atau pibak lain yang dekat dengan mereka 

dengan cara menyalabgunakao kewenaogan publik yang dipercaya kepada 

mereka.lo 

Seeara yuridis pengertian korupsi dan jenisnya tetah dirumuskan dalam 

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindal< Pidana Korupei dan undaog-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 

tahun 1971. Dalam pengertiao yuridis, pengertian korupsi tidak hanya 

terhatas kepeda perbuatan yang memennhi rumusan dellk dapat merugikao 

keuangan Negara atan perekonomian negara tetapi meliputi perbuatan

perou~tao yang terkait dengan perilalru menyimpeng derl penyelenggara 

9 Andi H8III2'a.b, KrJ1"iqJsi di indonesia Masalah dan Pem~a (Jakarta : Gramcdia Pustaka 
Utnma, 1999). him. 7. 

111 Jeremy P(}pe, SJrategi Memberantas Knrupsl, Elemen Sistem lntegritos Nasianal (Confronting 
Corruption : The Element of National Integrity System), diterjemahkan oleh Masri Marls 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003). hlm. 7. 
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negara yang memgikan masyarakat atau orang per orang. Kelompok delik 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

I. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 

pereknnomian negara (sebagaimana diatur dalam pasal2 ayat (I) dan pesal 

3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahon 2001 tentang Pemberanmsan 

Tindak Pidana Korupsi). 

2. Kelompok delik penyuapan, baik yang bersifat aktif (yang menyuap) 

maupun yang bersifat pesif (yang disuap) serta gratifikas~ sebagaimana 

diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat 91) dan ayat (2), 

dan pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c dan d serta pasal12 B ayat (1) dan (2) 

UU No. 31 tahuo 1999 jo UU No. 20 tahun 200 I tentang Pemberaomsan 

Tindak Pidana Korupsi). 

3. Kelompok delik peoggelapan (sebagaimana diams dalam pasal 8, pasall 0 

huruf a 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahuo 2001 tentang 

Pemberaotasan Tindak Pidana Korupsi). 

4. Kelompok delik pemernsan dalam jahatan (knevelarij, extortion) 

sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e dan fUU No. 31 tahWl 1999 jo 

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi). 

5. Kelompok de1ik pemalsuan (sebagaimana diatur dalam pasal9 UU No. 31 

tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 200 I ten tang Pemberaotasan Tindak 

Pidana Korupsi). 

6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan 

rekanan (sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (I) dan (2), pasal12 huruf 

g dan i UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang 

Pemberaotasan Tindak Pidana Korupsi). 

Proses penegakan hukum di1aknkan o1eh polisi, jaksa dan hakim 

bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal 

justice S)\ftem). Mennrut Ma.rdjono Reksodiputro Criminal Justice System 

adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggnlangi masalah kejahatan. 

Menanggnlangi kejahatan adalah nsaha untuk mengendalikan kejahatan agar 

berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Herbasil atau tidakoya suatu 

sistem peradilan pidana dapat dinilai dari jumiah kejahatan yang sampai pada 
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penegak hukum yang dapal diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan 

dipums bersalah serta mendapat hukuman.11 

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upayn penciptaan 

lrulonesia yang damai dan sejahlera Ketiadaan penegakan hukum akan 

mengbambat pencapaian masyarakal yang berusaha dan bakerja dengan balk 

nntak memenuhi kebuluhan hidupnya. Hal tersehut menunjukkan adanya 

keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbail<an 

pada aspek keadilan akan memudabkan pencapaian kejahteraan dan 

kedamaian. 

Dalam ptuktek, penyldikan perkara korupsi yang dilakukan oleh piliak 

kejaksaan di sepanjang tahun 2007-2008 terutama kasus-kasus besar selalu 

berakhir dengan Su:rat Per:inlah Penghentian Penyidikan (SP3). Kasus-kasus 

itu antara lain kasus korupsi dalam impor benas ilegal dengan tersangka 

Gordianus Setio Lelono, korupsi Kredit Likuiditas Baak Indonesia (KLBI) 

oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dengan tersangka 

Hutomo Mandala Putra, kasus korupsi penjualan kapal tuaker raksasa (very 

large crude carrierNLCC) Pertamina. 12 

Sedangkan kasus-kasus korupsi yang dalam penyidikan KPK menurut 

data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkon tidak pemsb adanya 

Sural Perintab Penghention Penyldikon (SP3) tersebut13
• 

Memang dalam pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK telah 

diatur bahwa Kontisi Pemberantasan Korupsi tidak berweoang mengeluarkon 

sural perinlah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak 

pidana korupsi, mesk:ipun demilian tetap terdapat adanya perbedaao yang 

mencolok antara lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

dalatn mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Dalam raogka membangun kembali kepercaynan publik terbndap peran 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum ataupun dalam rangka menjaga 

u Mardjooo Reksodiputro. Bunga Rampai Perm(l$o/Qhan Dalam Sistem Peradilan Pidana. 
kumpuilm ~ buku kelima (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengab<fian Hulrum 
(dlh Lerubaga K.rintinologi Universitas Indonesia, 1997), hlrn, 6. 

tz Sumher Harlan Kompas. Senin, 24 Nopember 2008. 
13 International Corruption watch (ICW). Catalan akhir talnm (Jakarta : Jumat. 30 Maret 2007) 

blnl.S. 
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kewibawaan KPK, maka kajian tesis ini akan mengetengahkan perbedaan 

kewenangan antara kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dalarn pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai beban perbandingan 

untuk menjawab beberapa permasalaban pokok yang akan diuraikan lebih 

lanjut. 

B. RUMUSAN PERMASALAIIAN 

Berdasarkan unrlan tersebut, penulis menilai penting untuk melakukan 

penelitian dengan ponnasalahan utama sejaub mana relah tetjadi pemisaban 

tingkat pemeriksaan antara Kejaksaan dan Komisi Pernberantasan Knrupsi 

(KPK) dalam tindak pidana korupsi. Pembahasan masalah huk:um ini 

diharapkan akan menjelaakan perbedaan kewenangan dan hubungan ko1ia 

antara Kejaksaan dengan Knmisi Pemberantaan Korupsi (KPK) dalam hal 

penegakan hnkom terhadap tindak pidana korupsi, yang ditinjau dmi Sistem 

Peradilan Pidana yang berlako di Indonesia. 

Agar pembebanan dalarn penelitian ini dapat lebih terarah kepada sasaran 

yang diharapkan, maka permasalahan utama tersebut diperinci dalam 

beberepa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai beriknt : 

I. D'.manakah letuk perbedaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

yang dilakokan oleh pihak kejaksaan dan Komisi Pembemntasan Korupsi 

(KPK) dalam tindak pi dana korupsi ? 

2. Apakoh pertimbangan dari KPK (Komisi Pembemntasan Tindak Pidana 

Korupsi) untuk mengarnbil alih pemeriksaan suatu perkara koropsi dari 

pihak lain (kejaksaan atau kepolisian)? 

3. Apakah lembaga KPK dapat tennasuk sebegai salah salu sub sistem 

dalarn sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia? 

C. TUJUANPENELITIAN 

Berdasar Jatar be!aksng dan romusan ponnasalahan yang al..o.." ,diuraikan 

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai beriknt : 
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a Untuk menganalisa dan mengungkapkan batas kewenangan penegakan 

hukum dalam Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dengan Komisi 

Pembernntasan Korupsi {KPK). 

b. Untuk mengungkapkan dan menganalisa hubungan antara Kejaksaa dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana 

korupsi ditinjau dari Sisrem PeradilanPidanadi Indonesia 

D. KEGUNAAN Pli:NELITIAN 

Hasil penelitian ini dil!aropkan dapat memberikan manfaal/kegunaan 

antaralain: 

l. Secara teoritis basil penelitian ini dil!aropkan dapat memberikan 

kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dalam 

ilmuhukum. 

2. Secara pruktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi apsnat 

penegak hukum kbususnya hagi Kejaksaan dan Komisi Pembenmtasan 

Koropsi {KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kernngka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

aotara konsep kbusus yang rnerupakan kompulan dari arti-arti yang berkaiteo 

dengan istiJah..istilah yang ingin atau akan diteliti dan dikaji. Sesuai dengan 

judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang dapat diberikan definlsi 

konseptualnya, yaitu : 

a. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) dengan Kejaksaan 

adalah hubungan fungsional dan koordinatif yang merupakan hagian dari 

Sistem Perndilan Pidaoa. 

b. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukaonya upaya untuk 

tegaloaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedornan pe;:'J~ dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalarn kehidupan bermasya.raloat, penegakan hukum itu juga kurang lebih 

merupakan upaya yaog dilaloakao untuk menjadikao hukum, balk dalarn 

artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai 
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pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleb para subyek 

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparauir penegakan hukum yang 

resmi diberi tugas dan kewenangan oleb undang-undang untuk 

menjamin berfungsinya norma-nonna huk.um yang berlaku dalam 

kebidupan bermasyarakat dan bernegara. 

c. Tmdak Pidana Korupsi adalah tindakan seseonmg yang dengan atau 

karena melakukan sesuatu kejaha!an alau pelanggaran memperl<aya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secam langsung atau tidak 

langsung merugikan keuangan Negara alau deerah atau badan huk.um lain 

yang memperganakan modal dan kelonggarnn-kelouggaran dari negam 

atau masyamkat14 

F. KERANGKA TEOm 

Lawrence M. Friedman mengemukekan bahwa dalam sebnah sistem 

hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi. Ketiga 

kompenen tersebut adalah : struktur (structure), substansi (substance) dan 

budaya hukum (legal culture/'- Tentang struktur hukum Friedman 

menjelaskan struktur dari sistem hukum terdiri deri unsur-unsur jumlah dan 

ukunm pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang diperikas dan 

bagaimana serta mengapo), serta cara banding deri satu pengadilan ke 

pengadilan lainnya. Substansi adalah aturan, norma dan pela perilaku nyata 

manusia yang berade dalam sistem itu atau substansi juga bernrti produk yang 

dibasilkan oleh orang yang berada di dalam si.stem bukum itu, keputusan 

yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Sedangkan budaya 

hukum berarti sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, 

kerpercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya Dengan kata lain budaya 

hukum adalah aikap manusia terhadap bukum dan sistem hukum, 

kerpercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah 

14 Eddy Rifai, Pemberantasan Tind(Jk Pidano kt;rupsi (Buku Ajar). {Bandar Lampung : Program 
Pasca Smjana Program Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), hlm. 2:8. 

1
' I..awr.en« M. Friedman. American Law An Introduction, 2nd Edition (Hufrum Amerika : 

Sebuah Per:gontar: Wishnu Basuki) (Jakarta : Tatanusa). hlm. 6-8. 
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suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana 

hukum diguuakun, dihindari atan disalahguuakan. 

Menurut Friedman earn lain untuk menggamoarkau ketiga unsur hukum 

itu adalah dengn mengibaratkan slruktur hukum sebagai mesin, dengan 

substansi adalah apa yang dikerjakan atau basil dari kerja mesin tersebut, 

sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa yang memutusken untuk 

menghidupkau dan mematikan mesin itu serta memutuakan bagaimana mesin 

tersebut digunakan. Berpijak pada konsep sistem hukum yang dikemnkakan 

oleh Friedman tersebut make Sistem Pomdilan Pidana (Criminal Justice 

System) adalah sua!ll sistem yang pada dasamya merupakan suatu sistem 

yang di dalam geraknya mencapai tujuan haik tujuan jangka pendek, 

menengah maupun jangka paajang sangat dipengaruhl oleh lingkungan 

masyarakat dan bidang-hadang kehidupaa manusia, maka Sistem Peradilan 

Pidana dalam gerakuya akan selalu mengalami intetuksi, interkoneksi dan 

interpendensi (interface) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, 

masyamkst, ekonorni, politik, pendidikan, dan teknologi serta suhsistem

subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystems of criminal 

justice system), saleh satu indikstur keterpaduan sistem pomdilan pidana 

adalah "sink:ronisasi,. pelaksanaan penegakan hukum16• selanjutnya sistem 

peradilan pidana harus dilihat sebagai sistem terbuka (open system) sehab 

pengareh lingkungan seringkali harpengaruh terhadap keberhasilan sistem 

tersebut mencapai ~uannya. 

Sehagai suatu sistem, penadilan pidana mempunyai perangkat struktur 

atau subsistem yang seharusnya bekerja seoara koharen, koordinatif dan 

integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efeldivit!S yang maksimat 

Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab 

belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya 

mengbasilkan erektivit!S. Efektivitas sistern peradilan pidana, secara umum 

antara lain dapat diokur melalui indiketor-indikator tingkat pengungkapaa 

perkara oleh polisi (clearance rate), tingkat keharhasilan jaksa dalam 

membuktikan dekwaan (conviction rate), keoepatan penanganan perkara 

11!! Muladi, Kapil a Sele/aa Siaiem Peradiltm Pidfi11(1 {Semarang : Undip,l995)~ hlm. 7. 
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(speedy trial), tingkat peoggunaan altematif pidana kemerdekaan (rate of 

alternative sanction), menonjol atau tidaknya <lisparitas (disparily of 

sentencing perfurmance), dan tingkat residivisme {rate of recall to prison}''. 

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu 

pihak berfungsi sebagsi sarana masyarakat untuk menahan dan 

mengeadalikan kejabatan pada tingkatan tertentu, di Jain pihak sistem 

peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan. Efektivitas sistem 

peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrnstruktur 

pendakung sanma dan prnsarananya, kemampuan profesional aparat penegak 

hukumnya serta budaya hukum masyacakatnya1•. Tanpa kesadaran baik dari 

apacat penegak hukum, pemhuat hukum dan masyacakat dimana hukum akan 

diternpkan, maka penegakan hukum akan menjadi proses untuk 

mengahsahkan kekuatan yang absolut dengan pembenaran!justiftksasi hukum 

yang bersifat korup, otoritert represif~ yang sckaligus mencerminkan 

kepentingan dari para oligarld penguasa. 

Dalarn konteks bekerjanya hokum di masyarakat, khususnya dalarn 

penanganan perkara tindak pidana korupsi olen kejaksaan dan KPK sebagai 

organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, 

tujuan huknm dan tujuan sosial. 

Meogenai hal ini Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer menyatakan 

bahwa kini dalam masyacakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu 

lembaga yang menonjo!, sebagai lembaga Negara yang melambaogkan era 

modem, dan kita tidak mungktu rnemahami kehidupan sosial masa kini kalau 

kita tidak mengerti tentang bentuk Jembaga ini.19 

Di Indonesia Sistem peradilan Pidana setelah berlekunya Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aeara Pidana mempunyai 4 

(empat) subsistem, yaitu : subsistem Kepolisian yang seeara administratif di 

bawah presiden, Kejaksa•n di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah 

Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen 

11 fujd, balaman 120. 
ur Ibid, hal.aman 25. 
19 M Blau ,Peter dan M. Meyer, Marshall. Birokrosi do/am Masyarakat Modem (Jakarta : UI 

Press, 1987), him. !4. 
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Kebakiman. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan 

dan Iembaga pemasyarakatan, iknt bertanggnng jawab untuk melaksanakan 

tugas menanggulangi kejaha1an atau mengendalikan terjarlinya kejabatan. 

Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas 

pencegaban kejabatan """""' spesifik lebih terkait dengan sub sistem 

kepolisian. Sementara tugas Iainnya lebih terkait dengan subsistem lembaga 

pemasyarakatan. Adapun tugas menyelesaikan kejabatan yang terjadi sangat 

terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tabap 

prnjudisial) dan pengadilan (pada tahsp judisial). Hubungan polisi dan jaksa 

scndiri terotama berkaitan dengan tugas penyidiknn suatu tindak pidana. 

Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalabgnnaan kewenangan, 

tumpang tindilmya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas 

menyelesaikan kejabatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu bukum 

yang di dalamuya antara lain memuat sispa aparat penegak hukum yang oleh 

negam diberikan tugas penegakan imkum pidana, bagsimana tatacara 

penegakannya, spa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sankai hila temyata 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan cam atau tugas dan kewenang-.mnya. 

Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana fomllll atau hukum acara 

pidana, Wi:tjono Prodjudikoro (1970) merumusl<an hukum aeara pidana ini 

sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cam bagsimana 

badan-badan pemerin!ab yang berkuaas, yaitu kepnlisian, kejaksaan, dan 

pengadilan baros berrindak gnna mencapai tujuan negara dengan mengndakan 

hukum pidana. Oleh karena ltu, keempat subsistern ini memiliki hubungan 

yang era! satu dengnn yang lainnya dimana tlliuannya adalah satu, tetspi 

tugasnya berbeda. 

Dari uraian diataa tampak jelas bahwa sistem pemasyarakatan dalam 

kenmgka sistem peradilan pidana baik sendiri-sendiri maupun secara 

keseluruhan dspat dilihat tidak banya sebagai sistem fisik (phisycal system) 

tetapijuga sebagai sistem abstri:!c/abstract system) 
' 

Universitas Indonesia 
Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH UI, 2009



18 

G. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Di dalam penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif, dengan maksud 

untuk menggambaik.an keadaan yang ada dengan mempergnnakan metode 

penelitian ilmlah. Fakta yang ada kemudian digambaik.an dengan suatu 

interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fllkta tidak 

mempenyai arti tanpa interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan 

melalui serangkaian kegiatan membaca, mengntip, mencatat bnkn-bnku, 

menelaah pernndang-undangan yang berkaitan dengan pennasalahan. 

Sementara itu mengenai jenis data dalam penelitian ini, yaitu : 

I) Data Sekunder yaitu data utama yang diperoleb dengan cam 

mengnmpulkan dan mempelajari sumber-sumber data tertulis terutama 

yang berkaitan dengan permasalahnn penelitian. 

Adapun yang tergnlong dalam dam sekunder ini berupe bahan-bahan 

hukum primer antara lain : 

a). Undang-Undang Dasar 1945 

b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenmng Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tenmng Penyelengaraan 

negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

d). Undang-undang Nomor 31 tabun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tenmng PemberanWan Tindak pidana Korupsi. 

e }. Undang-Undang nomor 16 tabun 2004 tenmng Kejaksaan Republik 

Indonesia 

f). Undang-Undaog Nomor 30 Tahun 2002 tenmng Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

Bahan h"'mm sekunder antara lain yaitu buku-bnkn hukum, kamus 
' 

hukum, artikel-artikel hukum dan pendapat para ahli bukum. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Pengumpulan Data 

I) Dalam pengumpulan data sekunder, penulis akan melakukan 

serangkaian dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku

buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen

dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas 

b. Pengolahan Data 

Pengolahan terhadap data yang terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data di proses melalui pengolahan dan penyajian data 

dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa, dan 

diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, 

sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahao, kemudian dilakukan 

evaluating dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang 

diperole~ baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran 

atas jawaban dengan masalah yang ada. 

Disamping itu digunak:an pula study !apangan melalui serangkaian 

wawancara terhadap para aparatur penegak hukum dalam sistem 

peradilan pidana di Daerah Khusus lbukota Jakarta, sepet1i Kejaksaan 

Agung Rl dan Komisi Pembcrantasan Korupsi. 

Wawancara dilakukan setelah menginventarisasi permasalahan secara 

kongkrit, yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana 

korupsi yang diimplementasikan dalam format wawancara serta daftar 

pertanyaan sebagai alat wawancara. 

Pada tahap ini kegiatan penelitian ditujukan guna mendapatkan data 

sebanyak mungkin mengenai sumber dan bahan informasi yang 

mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam peneliti.an ini, 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan pendapat melalui, 

wawancara terhadap para praktisi hukum, khususnya mengenai 

penanganan tindak: pidana korupsi. 
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4. Analisis data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif 

dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya 

menggambarkan data secara an sich, tetapi juga mengangkapkan realitas 

hubungan sistem peradilan pi dana dalarn penegakan hulrum pi dana 

Analisis yang bersifat deskriptif dan preskriptif merupekan suatu kegiatan 

analis yang bertumpu dari analis juridis normatif yang selanjutnya secara 

sistematis dikorelasikan dengan data empiris. Untnk lebih memperdalarn 

pengangkapan terhadap pemaJJalahan pokok, maka dilengkapi pula dengan 

analisis bistoris dan kompeta!if. 

Pengganaan nalaris juridis normatif ditujukan dalarn konteks pengkajian 

peraturan perundang-unangsn di dalarn bidang pemberantassn tinak pidana 

korupei sebingga diharapkan dapat diketabui kelayakan hulrum pidana yang 

difurmulasikan dalarn nodang-undang pemberantassn tindak pidana l«>rupsi. 

Selanju!nya melalui analis juridis empiris dihampkan dapat mengungkap 

realitas fungsionalisasi sistem perndilan pidana terhadap pemberantasan tindak 

pidana kotupsi di Indonesia. 

Sementara itu analis historis digunakan guna mengtahul Jatar belakang, 

alasan-alasan dan tujuan fungsionalisasi sistem peradihm pidana. Upaya ke 

amh itu akan menjadi jelas melalui analis komperatif ya.itu dengan 

mengadakan peninjauan dan peRhandingan perundang-undangan. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalarn lima bab, 

yang masing-masing akan diuraikan sebaga.i beriknt : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bah Pendehuluan yaag berisi Jatar belakang, permasalaban dan 

ruang lingkup, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, metude penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN 

KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

Bab ini mengkolahorasi mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, tugas 

dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan konsep ponegakan 

hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. 

BAB ffi HASIL PENEL!TIAN 

Bab ini menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Karupsi (KPK) 

dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, batas kewenangan ponegakan 

hukum dalam Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dan Kemisi 

Pemberantasan korupsi (KPK), dan Hubungan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan R.I dalam upaya ponegakon hukum tindak 

pidana korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab terakbir ini akan memberikan simpulan dari basil penelidan serta 

saran-saran yang diharapkan akan membantu memecahkan pennasalahan 

berkaillm dengan Komisi Pemberantasan Komisi dalam koillmnya dengan 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 
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TINJAUAN UMUM TENT ANG KEJAKSAAN DAN KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI {KPK) DALAM SISTEM PERADILAN 

PIDANA 

1. Tinjauan Umom TeDtang Kejaksaan Repoblik lodonesia 

K'!iaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang 

berwell3!lg dalam penegakan hulrum dan keadilan. Kejaksaan mpimpin oleh 

Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. 

1.1. Kejaksaan pada masa sebelum kemerdekaan 

1.1.!. Masa Kerajaan Hindu Budha 

Pada jaman kerajaan Majapabit sebagai kerajaan Hindu-Jawa 

di Jawa Timur, sudah terdapat beberapa jabatan yang msebut 

Dhyaksa, Adhyaksa dan Dbarmadhyaksa, Jabatan-jabatan 

rersebut berasal dati bahasa Jawa Kuno, yaitu kata yang sama 

dalam behasa Sansekerta. Dhyaksa adalah pejabet negara di 

jamaan Majapahit di saat Prabu Hayam Wurak tengah 

berkuasa {1350-1389). Dbyaksa diberi tugas untuk 

menangani masalab-masalah peradilan dengan kapasitas 

kedudakannya seperti untuk Mahapatib Gajah Mada. Dalam 

kedudakaannya itu Gajah Mada sebagai Adhyaksa, jam yang 

dimaksud dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan, 

sedangkan Adhyaksa adalah Hakim Tertinggi yang 

memimpin dan mengawasi Dhyaksa tam. Para Dhyaksa dan 

Adhyaksa dituntut kemahi:raan dan keabiiannya tentang 

Hulrum Hindu Kuno yaitu hnkum yang sudah diakui oleh 

hulrum adat dan sesuai dengan perasaan atan pendapat para 

rohaniawan, serta para eendekiawan yang mendampingi para 

Dhyaksa tam. Dalam hubungan ini, Dhyaksa diartik:an 

sebagai seorang yang mahir atau ahli, sadangkan Adhyaksa 

dikatakaan sebagai seorang saksi, pengawas dan kaill, karena 
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Dhyaksa sebagai pengemhan tugas urusan agama Syiwa dan 

Budha. 

Sekalipun w:usan ditangani oleh para Dhyaksa dengan 

didampingi para cendekiawan dan para rohaniawan dibawah 

pimpinan dan pengawasan tertinggi Gajah Mada selaku 

Adhyaksa, namun sudah barang tentu semuanya ada di bewah 

perintah Sang Prabu Hayam Wuruk. Sejalan dengan 

berpulmnya roda sejamh, tenninologi Dhyaksa berubah 

menjadi Jaksa. 

Tugas dan wewenang Jaksa secara revolusinner berubeh 

sesuai dengan struktur ketatanegaraan dan sistem 

pemerintahan dari waktu ke waktn sampai dengan sekarang 

tru. 

1.1.2. Masa penjajahan Belanda 

Pada masa awal penj1jjaben tahun 1602, Verenigde Oost 

Indische Compagnie {VOC) alan Kompeni membentuk 

berbagai peraturan hukum, mengajak para pejabat yang akan 

menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan 

peradilannya sendiri (scmpenenbank) yang petngas

petugasnya diberi keknasaan sebegai penuntut nmum.. yaitu 

officer van juslitie. Oleh karena tekanan situasi saat itu, 

politik hukum diubah dengan menerapkan hukum adat 

kepada penduduk prlbumi sepanjang hal-hal tertentu tidak 

dintur oleh Peraturan Perandang-undangan Knmpeni seodirl. 

Ketika daerah Priangan masih dalam keknasaan Mataram, 

para terdakwa dengan perkara yang dapat diancam dengan 

pidana siksaan dan pidana mati harus dikirlm ke Mataram 

untuk diperlksa dan diputuakan perkaranya, tetapi di 

pengadilan pidana, perkara-perkara yang tiak diancam 

dengan pidana mati atau siksaan diputuskan oleh Jaksa di 

Pengadilan setempat. Setelah Priangan diambil aHh oleh 

Kompeni dari keknasaan Metaram, perkara yang berkaitan 
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dengan orang-orang Bumiputera yang tadinya dilakukan di 

Peogadilan Matarnm selanjutnya dilakukan oleh Pengadilan 

yang dibentuk oleh Kompeni, tetapi terhadap perlwa yang 

ringan maka Jaksa yang melakukan proses peradilanoya 

uotuk dan atas nama Bupati setempat. Ball< di Matarnm 

maupuo di Citebon sebutan Jaksa telah banyak diartikan 

sebagai Hakim dmipada Penuntut Umum, demikian pula 

lm1a Kejaksaan diartikan dengan Pengadilan seperti yang 

kita kenai sekarang ini. 

1. 1.3. Masa Pemerinl.ahan Daendels 

Pada masa pemerinl.ahan Daende!s (1808-!811) berdasarkan 

keputusan Kekuasaan 8chepenenbanlr; (Pengadilan &hepen) 

yang dibentuk oleb Kompeni dan semula mempuoyai 

yurisdiksi di seluruh wilayah Jaksrta dan daerah Jawa Barat 

serta melakukan sistem peradilan dengan menerapkan hukum 

Belanda, diperkecil wilayah hukumnya meliputi kota Jaksrta 

dao sekitamya. Di luar daerah ini, peogadilau perk:ara· 

perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh Drossard 

(lremudiau namaoya diganti Landdrost). 

Pengadilan Landdrost, disehut Landgericht yang terdiri dari 

landdrost sebagai ketuanya, para Bupati atau 7 (tujuh) 

penduduk terkemuka sebagai anggotanya serta penghulu 

sebagai penasibatnya. Penuntut yang disehut fiscaal 

dilakukan oleb seorang Jakss Besar (Groat Jaksa). Seorang 

bawahau lawidrost yang diberi ge!ar Schouten dibebani tugas 

melakukan penyidikan. Landgericht memeriksa dan memutus 

perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak tennasuk ke 

dalam kekuasaan Landrand. 

Pada taaggal 21 Januari 1812 Raffles m.engeluarkan suatu 

makiumat (proclamation) yeng memuat landaean-landasan 

bagi bndan perndilan yang akan disusun untuk melakssnakan 

baJ.baJ yaag termuat dalam maklumat tersebut, kemudiau 
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dikeluarkan sejumlah petunjuk (instructions) dalam Code of 
PrQllisiono/ Regulations for the Judicial aod Police at 

Batavia, Semarang and Surabaya. Berdasarkan insiruksi 

tersebut dibentuk badan-badan pengadilan untuk golnngan 

penduduk Bumiputera dalam 2 ( dua) susunan badan-badan 

peradilan, yaitu kota dan daerah-<laerah di sekitamya serta 

uutuk daerah-daerah pedesaan (platten/ande). 

Pengadilan uutuk bangsa-bangsa Eropa yang ada di Batavia, 

Senuuaog dan Surabaya serta daerah-<laerah sekitamya diberi 

juga wewerumg untuk mengadili penduduk Bumiputem yang 

berdomi.sili di tempat. Dari ketiga kota -.ebut ma.sing

masing ada satu Court of Justice untuk perkara-perkara 

perdata dan pidana bagi semua golongan penduduk, 

sedangkan Court of Justice yang ada di Batavia berfungsi 

pula sebagai pengadilan Banding bagi Court of Justice yang 

ada di Semarang dan Surabaya. Selain itu di Batavia 

didlrikan Supreme Court sebagai badan peradilan yang 

memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir yang termasuk 

dalam sebagian kekuasaan untuk mengadili (judiciee/e 

jurisdictie). 

U.4. Masa Pemerintahan Hindia Belanda 

Pasa masa penjajahan Belanda. politik hukum pemerintahan 

Belanda kepada daerah-daerah j!\iahannya di Indonesia 

berdasarkan asas kcnkordansi yaitu adanya persamaan antara 

peraturan hukum yang berlaku di negeri Belanda dengan 

Hindia Belanda. Asas ini diterapkan terutama di bidarg 

hukwn pidana terhadap daerah-daerah yang langsung 

diperintah (direct bestuurde gebieden) oleh pemerintah 

kolonial Belanda. Pada tahun 1845, keic"(uan hukum acara 

pidana mulai berlaku berdasarkan Inlandsch Reglement (IR) 

dan terakhir pada tahun 1941 diubah menjadi Het Herziene 

Inlands reglement (FliR). Selanjutnya pada tanggal 30 April 
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!847 diumumkan peraturan perundang-undangan tentang 

organisasi peradilan dan kebijaksanaan justitie (RO) dengan 

Staatblad 1847-23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 

1848 (Staatblad 1848-57) yang semula hanya berlaku untuk 

pulau Jawa dan Madura sedangkan untuk daerab-daerab di 

luar pulau Jawa dan Madura berlaku ketentuan-ketentuan 

hukum acara pidana yang dimuat dalam Rechtsreg/ement 

Buitengewesten (Staatblad 1927-227) disingkat RBG. 

Ketentuan pasal 2 RBG menyatakan bahwa ketentuan

ketentuan dar! Bab I, V, V1 dan VII berlaku pula untuk 

daerab-daerah di luar pulau Jawa dan Madura, demikian pada 

=• itu rerdapat 7 (tujuh) badan peradilan umum di 

l:ndonesia sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1 RO, yaitu : 

a. Districtsgerechten ( Pengadilan - pengadilau Distrlk atau 

Kawedanan). 

b. Regentschapsgerechten (Pengadilan-pengadilan 

Kabupaten). 

c. Landraden (Pengadilan-pengadilan Negeri). 

d. Landgerechten (Pengadilan-pengadilan Kepnlisian). 

e. Residentiegerechten (Pengadilan-pengadilan 

Karesidena). 

f. Rade1111anjustltie (Pengadilan-pengadilan Juslitie). 

g. Hooggerechtshof (Mahkamab Agung). 

Dati ke-7 (tujuh) badan-badan peradilan reraebut yang 

panting bagi peran Kejaks<:an adalah "/andraad" (Pengadilan 

Negeri). 

1.1.5. MasaPernerintaban Jepang 

Pada masa pendudukan Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942 

smnpal dengan 16 Agustus 1945 ditetapkan 6 (enam) jenis 

badan peradilau umum di Jawa dan Madura, yaitu 

a. Saiknn Hooin (Pengadilan Agung atau Mabkarnab 

Agung) 
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b. Kootoo Hooln (Pengadilan Tinggi). 

c. Tihoo Hooin (Pengadlla!i Negeri). 

d. Keizai Hooln (Pengadilan Kepolisian). 

e. Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten). 

f. Gun Hooln (Pengadilan Kawedanan). 

Pada Sailroo Hooin, K.ootoo Hooin dan Tihoo Hoin ada 

Kantor Kejaksaan (Kmsatsu Kyoku), masing-masing Sailro 

K.ensa/su Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Agung), Kootoo 

Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Tinggi) dan Tihoo Kensatsu 

(Kejak.saan Pengadilan Negeri). Pada masa pemerintahan 

penjajaban Jepang telah digariskan bahwa Kejaksaan dibed 

kekuasaan (ditugaskan) untuk : 

a. Menyidik kejabalan dan pelanggaran. 

b. Menuntut perkara. 

c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara pidana. 

d. Mengurus peke!jaan-pekerjaan lain yang w'\iib dileknkan 

menurut bnkum. 

Deugan demildan penyidikan menjadi salab satu tugas umUI!l 

Kejaksaan sejek dad Tihoo Kensatsu Kyoku hingga K.ooloo 

Kensalsu dan Salko Kensatsu Kyoku. Pada awalnya 

Kejak.saan ada di bawah perintah dan koordinasi Sihoobucoo 

(Direktur Departemen Kebekiman) dan kemadian Cianbucoo 

(Direktur Keamanan) yang di tingkat pusat ada Gunseikanbu 

dan tingkat daerah tidek di bawah pedntah langsung 

Residen!Asisten Residen tetapi melalui para Kepala 

Kejaksaan Pengadilan setempat yang bertanggung jawab 

kepada Cianbucoo. 

1.2. Kejak.saan pada masa setelah kemerdekaan. 

1.2.1. Masa Poklamasi Kemerdekaan 

Pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia,. tepatnya 

tanggal 19 Agustus 1945, rapat Pardtia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai 
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lredudukan Kejaksaan dalam struktur Nega;a Republik 

Inuduesia dalam lingkungan Departemen Kehak:ima!L Seeara 

yuridis foi1llJII Kejaksaan RI sudah ada sejak kemerdekaan 

Indonesia dlproklamirkan. Istilah Kejaksaan dpergunakan 

seeara resmi oleh Undang-undang Balatentara Pendudukan 

Jepang No. 1 tahun 1942 yang kemudian dlganti oleh Osamu 

Rei No.3 tahun 1944 dan No. 49 tahun 1944. 

Peratunm tersebut leap dipergunakan dalam Nega;aRepublik 

Indonesiapasal II AtUian Peraliban UUD 1945 yang 

diperlruuat aleh Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945. 

Berdasarkan pasal II Aturan Peraliban UUD 1945 jo PP No.2 

tahun 1945, ketentuan yang digariskan oleh Osamu Rei No. 3 

tahun 1942 monegaskan hahwa Jaksa yang menjadi satu

satunya pejehat Penuntut Umum yang tetap berlaku di 

Negara Republik Indonesia. 

Oleh karena UUD hanya mengatur yang pokok-pokoknya 

"'\ia mengenai penyelenggraan nega;a dan perihal kekuasaan 

aksekntif (pemerintah) dan yudikatif (kehakiman) pokok

pokoknya sudah dimuat dalam UUD, maks ihkwal Kejaksaan 

tidak perlu hluus seeara khusus dimasukkan ke dalam suatu 

beb aluu pasal tersendiri dalam UUD 1945. 

1.2.2. Masa Koustitusi Republik Indonesia Serikal 

Repnblik Indonesia Serikat (RIS) berlangsung mulai tanggal 

27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Atunm 

mengenai Kejaksaan RI terdapat dalam Undang-undang No.I 

Tahon 1950 tentang Susunao dan Kekuasaan sena asalnya 

pe!lldilan Mahkamah Agung Rl yaitu Undang-undang 

Mahkameh Agung Kejaksaan Agung RlS mernpakan 

kelanjutan dari Hoofdparket (Parke! Pusat) yang dipimpin 

oleh Procureur General (PG) pada Hooggerechtshof ( dengan 

beberapa perubahan) yang didirikan oleh Belanda setelah 

mereka berhasil menaneapkan kembali keknasaan 
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kolonialnya di bumi Indonesia dengan merobek dan 

merenggut sebagian wilayah kedaulatan Negara RI. Menurut 

Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KRIS, Presiden tidak lagi 

dapat diganggu gugat mengenai urusan pemerintahan. Yang 

bermnggung jawah atas pemerintahan adalah Kabinet dan 

atau menteri yang bersangkutan. 

Adanya katautuan ini membawa akibat di :rnman RIS 

Kejaksaan yang ditempatkan dalam lingkungan Departemen 

Kehakiman dan bemda di bawah tanggung jawah Menteri 

Kehakiman secara organik maupnn fungsional sedangkan 

dalam pelaksanaan segala tugas dan wewenang Jaksa Agung 

bertanggung jawah kepada Presiden selakn Kopala Negara. 

Masa setelab Dekrit (5 Juli 1959-II Maret 1966). 

Pada masa setelab Dekrit Presiden 5 Juli 1959 • 11 Maret 

1966 terjadi perubahan status Kejaksaan dari Lembaga Non 

Departemen di bawab Departemen Kehak.iman menjadi 

lembaga yang berdiri sendiri berdasarkan putusan Kabinet 

Kerja I tanggal 22 Juli 1960, diperkuat dengan Keputusan 

Presiden Nomor: 204 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 

yang berlakn surutterhitung mulai tanggal22 Juli 1960. 

Peristiwa ini didabului dengun berubabnya kedudukan Jaksa 

Agung dari Pegawai Tinggi Departemen Kehakiman menjadi 

Menteri Ex Officio dalam Jl"..abinet Kerja I dan kemudian 

Menteri dalam Kabinet Kerja II, Ill dan IV. Kahinet 

Dwikora. Pada Kabinet Dwikora yang disempurnakan 

merupakan pertama kali Jaksa Agung RI menyandang status 

Menteri (Menteri Ex Officio). 

Pimpimm Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR 

GR) dengun sumt nomor : 5263/DPRGR/1961 tang,;ol 30 

Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPRGR/1961 tanggal 30 

Juni 1961 peribal Pengesahan Rancangan Undang-undang 

tentang Ketentuan-Katautuan Pokok Kejaksaan Republik 
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Indonesia, selanjolnya disampaikan kepada Presiden untuk 

disahkan. Akhimya pemerlnil!h cq Presiden pade olnggal 30 

Jum 1961 mengesahkan Undeng-undeng Nomor 15 Tabun 

1961 tentang Keolntuan-ketentuan Pokok ~aksaan 

Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 (satu) ditegnskan 

Kejaksaan adalah alar negara penegak: hukum yang bertugas 

sebagai Penunlnl Umum den pasal5 (lima) mengator bahwa 

penyelengaraan tngas Depam>men K~aksaan dilakokan oleh 

Menteri/Jaksa Agung sedangkan susunan OI!lanisasi 

departemen kejaksaan dialnt dengan Kepntusan Presiden. 

1.2.4. Masa Orde Barn (1966-1998). 

Pada permulaan Masa Orde Baru (1966), Lembaga 

Kejaksaan dibawah koordinasi Wakil Pe<dana Menteri 

Bideng Pertahanan den Kenmanan yang merangkap Menteri 

Angkatan Darat. Pokok-pokok orgaoisasi Kementerian 

Kejaksaan adalah : 

a. Menteri I Jaksa Agung memimpin laegsung Kementerian 

~aksaan dengan dibantn oleh 3 (tiga) Deputi Menteril 

Jaksa Agung, masing-masing dalam bideng-bideng 

intelijen/opeeasi khusus den pembinaan serta seorang 

Pengawas Umum ( lnepektnr Jenderal ). 

b. Ketiga Deputi den Pengawas Umlllll dalam melaksanakan 

tugasnya dipimpin den dikoordinasikan oleh Menteril 

Jaksa Agung. 

c. Di bawah para Depoli tetdiri dari beberapa Direktorat, 

Biro, Begian den Seksi, sedangkan di bawah Pengawasan 

Umum banya ade beberape lnepektorat den lnspektorat 

Pembaoln 

Pade 1.::-~gal 25 Juli 1966 Kabinet Dwikora yaog 

disempumakao kembali dibubarkan oleh Soebertu dan 

dibentnldah Kahinet Ampera, Jaksa Agung tidak 

dieantumkao sebagai Menteri. Dalarn rangka pemumian 

Universitas Indonesia Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH UI, 2009



31 

pelaksanaan UUD 1945, status Kejaksaan sebagai 

Departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan 

sebagai Lembaga Negara Non Deparremen dan Jaksa Agung 

tidak diberi lredudukan sebagai Menteri. Hal ini ditegaskan 

dalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 

26/U!Kep/911966 tanggal 6 September 1966 teatang 

Penegasan Status Kejaksaan Agung. 

Pada m.asa Kabinet Pembangunan N, Kedudukan Jaksa 

Agung setingkat Menteri Negara yang tercantum dalam 

Keputusan presiden No. 48 Tahun 1983 tanggal 16 Maret 

1983, Kejaksaan tidak berubah menjadi Deparremen. Pada 

Tap MPR.S No.II/MPR.S/1960 Lempinm A. ill No. 47 

ditetapkan dengao tegas bahwa Jaksa Agung sebagai 

Pembaotn Presiden. 

Selaio itu Susunan Organjsasi dan Tata Ketja lnstitusi 

Kejaksaan RI mengalami perubeinm mendasar dengan 

keluamya Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI tanggal 20 

November 1991, sebagai pengatur dan pelaksanaan lebih 

lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan RI. 

Adapun susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia 

adalah: 

a. Jaksa Agung RI. 

b. Wakil Jaksa Agung RI 

c. JaksaAgung Muda Pembinaan. 

d. Jaksa Agung Mnda lntelijen. 

e. Jaksa Agung Mnda T!ndak Pidana Umum. 

f. Jaksa Agung Muda Tmdak Pidena Kbusus. 

g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaba Negara 

b.. Jaksa Agung Muda Pengawasan. 

i. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan 
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dan Latihan, Pusat Penyuluban/Penerangan Huk:um. 

j. Kejaksaan Daerah ( Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 

Negeri ). 

1.2.5. Mana Orde Reformasi. 

Perkembangan IllllS}'lll'lkat saat ini berjalan """""'cepat sejak 

era reformasi ditandai dengan jatuhnya era rezim Orde Baru. 

Kejaksaan memiliki peran penting delam proses penegakan 

huk:um. 

Palla masa orde reformas~ selain te!jadi 6 (enam) kali 

penggantian Jaksa Agung delam satu periode arla 

penambahan fungsi yang berkahan dengan tugas dan 

wewenang Kejaksaan Agung. Jaksa Agung diberi wewenang 

melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran 

HAM dengan keluarnya Undang-undang No. 26 Tahun 1999 

tentang Peradilan Hek Asasi Manusia. 

Periode reformasi ini Kejaksaan serius merumgani perkara 

tindak pidana korupsi, Kejaksaan meqjadi ujung tombak 

delam usaha menjalankan fungsinya sebagai penegak huk:um 

yang profesional, proporsional dan penuh dengan kearifan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan RI menetapkan Kejaksaan melaksanakan 

kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan Undang-undang. 

Kejaksaan arlalah sa!u dan tidak terpisahkan ( een en 

ondeelbaar) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung 

jawah tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan 

!ugas dan wewenang Kejaksaan (Pasal 18 ayat (1) Undang

undang No. 16 Tahun 2004). 20 

2° Kejaksaan Agung Rl. Timlok Pidana Korupsi Dalam Pengudoan Banmg!Jaso Pemerinlah 
(Jakarta o Kejaksaan Agung RI, 2007), him. 3. 
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1.3. Kejabaan sebagai instansi pemerintah penegak hukum memilili peran 

penting dalam kegiatan pemherantasan korupsi di Indonesia. Korupsi 

dimaksud terruasuk ke dalam 1inclak pidana khusus yang penanganannya 

lebih khusus dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

(JAMPIDSUS). Tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang

undang kepsda Kejabaan Republik Indonesia dalam konteks 

pemberantasan korupsi cnkop banyak dlantaranya sebagai barikut : 

1.3.1 Menurut UU Nomor 16 tahun 2004tentang Kejabaan. 

Peran kejabaan dalam pembarantasan korupsi secara umum 

dapat dill hat dalam ketentuan pasal 2 ayat (I) dan secara khusus 

dillhatdalampasa130 ayat (I). Pasal2 ayat (l)menyebutkan: 

' Kejabaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang
Unclnng ini disebnt kejabaan adalah lembaga pemerintahan 
yang melaksanakan keko.asaan negara di bidang penuntutan 
serta kewenangan lain berda.s!akan undang-undang" . 

Sedangkan Pasal 30 ayat (!) UU Kejaksaan mengatur sebagai 

berikot: 

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan penuntutan; 

b. melaksanakan penetapen haldm dan putusan pengadilan yang 

Ielah memperoleh kekoatm hukum tetap; 

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan 1epas 

bersyarat; 

d. melakokan penyidiksn terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang; 

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan aebe1um dilimpahkan ke 

pengadilan yang dahun peJaksanaannya dlknordinasikan 

dengan penyidik. . 

'" Kemudian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan menyebutkan : 
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Hurufa 

Dalam melakukan penuntulan., jaksa dapat melakukan 

prapeuuntutan. l'rapenuntutan adalah lindakan jaksa untuk 

memantau perlrembangan penyidikan setelah menerima 

pemberilahuan <funulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari 

atau meueliti kelengkapan berkas perkara basil penyidikan yang 

diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna 

dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas 

perlwa teraebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap 

penuntutan. 

Hurufb 

Dalam melaksanakan putusm pengadilan dan penetapen hakim 

kejaksaan memperbetikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa 

mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. 

Melaksanakan putusan pengadilan tennasuk juga melaksanakan 

tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mali 

dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telab dan 

akan disita untuk selanjutnya dijuallelang. 

Hurufc 

Yang dimaksud dengan "keputusm lepas bersyarat" adalab 

keputusan yang dikeluarkan oleh mentari yang tugas dan 

tanggangjawabnya di bidang pemasyarakatan. 

Hurutd 

Kewenangan dalam ketentuan ini adalab kewenangan 

sebagal:mana diatur rnisainya dalam Undang-Undang Nomnr 26 

Tabun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang

Undang Nomor 31 Tabun 1999 ternang Pemberantasan !mdak 

Pidana ~rupai sehagabnana telab diubab dengan Undang

Undang Nomor 20 Tabun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 

Tabun 2002 tentang Kornisi Pernberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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Hurufe 

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan 

dilalrukan dengan memperbatikan hal-hal sebegai berikut : 

1) tidak dilalrukan terhadap tersangka; 

2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, 

dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat 

membahayakan keselamatan negara; 

3) barns daPa! diselesaikan dalam wak:tu 14 (empat belas) heri 

setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) 

undang-undang nomor g tabun 1981 tentang hukara ru:ru:a 

pi dana; 

4) prinsip koordinasi dan keljasama dengan penyidik 

Terk:ait dengan pemberantasan korupsi lcita melihat bahwa 

redaksional "kewenangan lain berdasarkan UU' sebagaimana 

delam Pasal 2 ayat (I) dan "melaku/wn penyidi/wn /erhadap 

tindak pidtma terlentu herdasar/wn uu: redaksional tindak 

pidana tertentu di sini sebagaimana disebutkan delam Pasal 30 

ayat (I) huruf d beserta Penjelasannya mencalmp penyidikan 

terbadap tindak pidana korupsi oleh sebab itu UU Kejaksaan 

telah memberikan legitimasi bahwa Jaksa sebagai aparet 

penegak hukara mempunyai kompetensi dalarn menyidik dan 

menuntut perkara-perkara korupsi 

1.3.2. Menurut UU No. 31 tabun 1999 jo UUNo. 20 tabun2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Ketentuan yaog menjelaskan adanya kewenangan Kejaksaan 

delam melalmkan penyidikan perl<ara korupsi menurut UU 

Nomor31 Tahun 1999 Jo UUNo. 20 Tahun2001 tertuang dalam 

Pasal 26 yang menyebutkan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang peugadilan terhadap tindak pidana korupsi, 

dilakukan berdasarkan hukara acara pidana yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini". Hukara acara yang 
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berlaku sebagaimana dimaksud oleh Undang-uudang Nomor 31 

tahun 1999 Jo UU No. 20 tahll!l 2001 tersebut adalah hulrum 

acarn pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1981 

tentang KUHAP. 

Pasal 1 angka I KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidik adalah 

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tenentu yang diberi wewenang khusns oleh undang

Wldang untuk melalcukan peayidikan". Yang dimakand dengan 

penyidik pejabat pogawai negeri sipil tenentu yang diberi 

wewenang khusus olah Undang-Wldang itu temll!llUk penyidik 

Kejaksaan. Dasar Jaksa sebagai pejabat peayidik tertuang da1am 

kerentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan. Dengan demikian untuk memahami ketentuan 

mengenai kewenangan Kejaksaan yang dimaksud dalam Undang

undang ini maka dilakukan penafsiran seeara sistematis terhadap 

ketentuan undang-undang lainnya seperti KUHAP dan U1J 

Kejaksaan. 

Pengaknan terhadap kapasitas dan kapebilitas tustitusi kejaksaan 

dalam menangani perkara korupsi juga dapat dilihat pada pasal27 

UU No. 31 Tahun 1999 dimana dinyatakan bahwa dalam hal 

ditemukan tindak pidana yang suiit pembuktiannya dapat 

dibentuk tim gabungan dibawah koordina.si Jaksa Agung. Dalam 

Penjela.san pasal 27 dikatakan bahwa yang dimakaud dengan 

perkara korupsi yang sullt pambuktiannya, antara lain korupsi di 

bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan 

industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan 

keuangan yang bersifat lintas sektoral yang menggunaksn 

teknologi tinggi atau dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai 

penyelenggara negara. 

1.3.3. Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 
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Meskipun aturan dalam UU No. 30 tahun 2002 mengatur juga 

kewenangan khusus yang dilakukan Kornisi Pemberantasan 

Korupsi terkait penyidikan dan penuntutan perkara korupsi 

namun UU ini tidak: menghapus ketentuan mengenai kewenangan 

pejabat penyidik dari pegawai negeri sipil untuk melakuk:an 

penyidikan perkara korupsi. Ketentuan mengenai hal tersebut 

tertuang dalam Pasal 6 huruf a dan pasal 7 huruf (a) yang diurai 

sebagai berikut: 

Pasal 6 huruf (a) 
11 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi 

dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi" 

Pasal 7 huruf (a) 
11 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan tindak pidana korupsi11
• 

Prinsip koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi ini 

salah satunya dengan instansi Kejaksaan sehingga dengan 

demikian tercipta sinergi antara Kejaksaan dan KPK.. Koordinasi 

itu di aktualisasikan melalui Peraturan Bersama Jaksa Agung 

Republik Indonesia Nomor : KEP-347/NJNl2/12/2005 dan 

Ketua Konrisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 

11/KPK-KEJAGUNG/ XII/1212005 tentang "Kerjasama Antara 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan 

Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi11
• Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan 

dan penuntutan perkara korupsi maka -aJ._'\. batasan dimana KPK 

melakukan penyidikan perkara korupsi yang menyangkut 

kerugian negara paling sedikit satu milyar (Rp. 1.000.000.000,00) 

hal ini berbeda dengan kewenangan penyidik kejaksaan yang 
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tidak mengenal minimal atau batas kerugian negara dalanl 

melakukan penanganan peyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

perkara-perkara k:orupsi. Dengan demilcian kbusus untuk nilai 

kerugian keuangan negara dapat dikatakan babwa fungsi 

penanganan perkara korupsi )'IUlg dilakukan oleh Kejaksaan Jebih 

luas jika dibandingkan dengan KPK-

13.4. MenurutUUNo. 8tabun 1981rentangKUHAP 

Pasal 1 angka I KUHAP menyebutkan babwa "Penyidik adalab 

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat peguwai 

negeri sipil tertentu )'IUlg diberi wewenang kbusus oleh undang

undang untuk melakukan penyidikan". Disamping itu pengaturan 

yang sama ditekanken kembali pada pasal6 ayat (I) hurufb yang 

menyebutkan babwa "penyidik adalab pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu )'IUlg diberi wewenang kbusus olen Undang

undang". Dengan demikian mudab dipabami babwa pengertian 

wewenang kbusus yang ditru!ksud oleh KUHAP itu adalab 

wewenang kb.usus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 

huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

Dalam bal ini kedudukan Jaksa selaku penyidik adalab 

independen tidak dibawah penyidik Kepolisian. meskipun 

demikian prinsip konrdinasi antara instansi kejaksaan dan 

kepolisian dalam penanganan perkara korapsi tetap 

diselenggarakan. Koordinasi ini diaktualisasikan melalui 

Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 

KBP- 019/AJJA/0312006 dan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor POL. : 2 Tabun 2006 tentang "Optimulisasi 

Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." 

1.3.5. Pasal 17 Peraturan Pemerinlab No. 27 tahun 1983 tentang 

Peraturan Pelaksamam KUHAP. 

Pasal 17 menyatakan sebagai berikut : 
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"Penyidik menurul kstentuan khusus acara pidana sebagaimana 

tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud 

da/am Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan o/eh penyidik, 

jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkan 

peratutan penmdangan ". 

1.3 .6. Menurut lru!truksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi 

Dalam ketentuan INPRES Nomor 5 tahun 2004 ini salab satu 

lru!truksi kbusus yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia 

kepada Jaksa Agung Republik Indonesia adalah untuk 

mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi untuk menghnknm pelaku dan 

menyelamalkan uang negara. Instruksi ini mempunyai legitimasi 

birokratis yang kuat bagi Kejaksaan sebagai apsrat pemerintah 

untuk menjalankan kebijakan atau instruksi Presiden sebagai 

Kepala Negara. Oleh kerena itu ketentuan pembarantasan korupsi 

yang diatur dalam INPRES ini diturunkan kedalam berbagai 

tugas-tugas teknis Kejaksasan diantaranya terkait dengan 

ketjasama dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang 

melibatkan llllSur penegak hnknm lainnya. 

2. Tinjawm Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

2.1. Sejarab pemberantasan korupsi di Indon .. ia 

2.1.1. Orde Lama 

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibeotuk badan 

peoaberantasan korupsi. Yang pertsma, dengan perangkat aturan 

Undang-undang Keadaan Bahaya, lembega ini disebut Pani!ia 

Retooling Apsratur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. 

Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota., yekni Prof. M. 

Yamin dan Roeslan Ahdoel Gani. Kepada Paran inilah semua 

pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut 
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dalam bentuk isian fonnulir yang disediakan. Mudah ditebak, 

model pedawanan pam 1'<1iabat yang korup pada saat itu adalab 

bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin 

pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir 

itu tidak disetahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. 

Diimbuhi dengan keka= politik. Pru:an berakhir tragis, 

deadlock, dan akhimya menyetahkan kembali pelaksanaan 

tugasnya kepada Kahinet Djuanda. 

Pada 1963, me1alui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, 

pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, dibantu o1eh Wiljono 

Prodjodilrusumo dengan lembega bam yang lebih dikena1 dengan 

Operasi Budhi. KJili ini dengan tugas yang lebih beta!, yakni 

menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama 

perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara 

1aJnnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kelusi. 

Lagi-lagi alaaan politis menyebabkan kemandekan, seperti 

Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi 

laJnnya menolak karena be1um ada surat tugas dati atasan, 

menjadi pengbalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga 

berakhir, meaki berbasil menyelarnatkan kenangan negam kerang 

1ebih Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah). Operasi Budbi 

ini dihentiken dengan pengumurnan pembubamnnya oleh 

Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi 

Retooling Apa:ra! Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekamo 

menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Leljen. 

Atunad Y ani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring 

dengan labimya 1embaga ini, pemberantasan kerupsi di masa 

Orde Lama pun kern bali masuk ke jalur lambat, bahkan macet 

2.1.2. Orde Barn 

Pada masa awal Orde Barn, me1alui pidato kenega:raan pada 16 

Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama. 

Universitas Indonesia Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH UI, 2009



42 

yang tidak mampu memberanllls korupsi dalam hubungan dengan 

demokrasi yang terpusat ke islam!. Pidato itu seakan memberi 

harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemherantasan 

Korupsi (fPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, lernyata 

ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada 

kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat 

beranggotukan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan 

herwibaWl\, sepertl Prof Johannes, l.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan 

A. Tjokroaminoto, dengan tuga.• utama membersihkan 

Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, 

Pertamina, dan Jain.lain. 

Effipat tokoh bersih ini jadi lanpa fl\ji ketika basil temwm atas 

kasus korupsi di Pertamina, misainya, sama sekali tidak digubris 

oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan 

u1Jlma. Kemadiao, ketika Sudomo diangkat seba;¢ 

Pangkopkamtib, dibentuldab Opernsi Tertib (Qpstih) dengan 

tugas an tara lain juga memberanllls korupsi. Perselisiban pendapat 

mengenai metude pemherantasan korupsi yang bottom up atau top 

down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung 

semak.in melemabkan pemherantasan korupsi, sebingga Opstib 

pun hilang seiring dengan mak.in mengoatnya kedudokan para 

koruptor di singgasana Orde Baru. 

2.1.3.Era Refurmasi 

Di em reformasi, usahn pembemntasan korupsi dimulai oleh B.J. 

Habibie dengan m.engeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentaog 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme herikot pembentukan berba;¢ komisi alml 

badan bam, sepertikomisi Pengawas Kekayaan Pej ... ~ Negara 

(KPKPN), KPPU, alan Lembege Ombudsman Presiden 

berikulnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gahungan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TOPTPK) melalui 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah 

semangat menggebu-gebu untuk memberanlas lrnrupsi dari 

anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, 

TGPTPK akhimya dlbubarkan dengan logika membenturkannya 

ke UUNomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tuk samadialami 

oleh KPKPN, dengan dlbentuknya Komisi Pemberantasan 

Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga 

KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-Iah lembaga 

pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. Dalam Era 

Refonnasi dengan isu utamanya Pemberantasan Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN) maka dalam bidang hukum salah satunya 

ditandsi dengan mengganti Undang-Undang No.3 tahun 1971 

dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 bahkan kemudian 

diubah kembali deogan Undaug-undang No 20 tahun 2001. 

Kesemuauya adalah dalam rangka pemberautasan korupsi.21 

Pada kenyall!anya korupsi yang teJjadi di Indonesia semaldn 

mealngka~ balk dari jumlah tindak pidaua korupsi yang dilakukan rnauptm 

dari sisi kerugian yang ditimbulkau semakin besar. Malah keterlibatan pelaku 

semakin bertmnbah dan semakin meluas. Hal ini mengindikasikan tidak 

efektif dan efisiennya penegakau hukum pemberantasan korupsi yang salama 

ini Ielah dilakukan. 

Pembentukan KPK yang berlandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidaua Koropsi merupakan titik 

kulminasi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tiodak pidana korupsi 

yang selaroa ini Ielah sangat meresahkan dan menghambat pencapeian 

kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang le!jadi di Indonesia juga Ielah 

membuat posisi Indonesia semaldn terpuruk dalam linglruogan pergaulan 

masyaralrur inremasional sebagai salah satu negara yang pemerlntahannya 

terbesar melakukan praldik korupsi. Penyet,.,':>. mandeknya pemberantasan 

korupsi di selnruh sektur kehidupan masyarakat dan di kelembagaan 

pemerintah dan non pemarintah disebabkan retah luntumya wawasan 

21 Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor Kiprah Komisi Pembertmtasan Koropsi Dalam 
Membetangus Korupsi (Yogyakarta: Pu3taka TimW', 2008), idm. 20. 
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kebangsaan dan semakin meningkatnya krisis inte(!ritas rakyat Indonesia 

sebagai suatu bangsa yang besar dengan luas wilayim dan jumlah penduduk 

yang besar. 

Em reformasi yang seharusnya lebih memberikao peluaug dan 

harapan untuk mengembalikan berbegai penyimpangan dan penyelewengan 

yang selama ini terjadi, dalam kenyataanya Ielah semakin memperluas praktik 

korupsi tidak saja peda lembega Eksekntif namun jnga peda lembaga 

Legislatif dan Yudikatif Demikian juga pelakaanaan otonoroi daerah yang 

Ielah semakin menyahurkan praktik korupsi yang melibatkan tidak saja aparat 

pemerintah daerah tetapi jugalembega legislatif daerah. 

Walaupuu tidak mudah untuk dengan cepat memberantas praktik 

korupsi, akan tetapi upaya memperknat pemberautasan korupsi barns 

dilanjutkan. Untuk itu diperlukan dukungan masyarakat dalam bentuk 

pengawasan dan keterlibatan ma.")'arakat yang lebih besar terhadap 

penyelenggara negara; keteladanan dan siksp tiudak yang konsisten dan sosok 

yang bersih dari para panyelenggam negara (ekseknlif, legislatif dan 

yudikatil'); seru dukungan koroitmen politik: (political will) Pemimpin 

tertiuggi negara. 

2,2, Tugas dan weweoang KPK 

Koroisi Pemberantasan Korupsi mempunyai togas: 

l. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaknkan 

pemberantasan tiudak pidana korupsi; 

Kegiatan koordinasi dilakaanakan dalam bentuk rapat koordinasi 

dengan instansi Kejakaaan dan kepolisian untuk mernbabas 

penanganao perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan koordinasi 

tersebut antara lain : 

a. Koordinasi penyelidikan, panyidikan dan penuntutan 1iudak 

pidana korupsi; 

b. Menetapkan sistem pelnporan dalam kegiatan pemberantasan 

1iudak pidana korupsi; 

c. Merninta informasi tentang kegiatan pernberautasan tindak 

pidana korupsi kepada instansi terkait; 
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d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi 

yang berwenang melakukan pemmberantasan tindak pidana 

korupsi; dan 

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak. 

pidana korupsi. 

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak. pidana korupsi; 

Supervisi dilakukan dalaro bentuk penelitian dan penelaahan serta 

gelar perkara basil penyelidikan atau penuntutan perkara tindak 

pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan 

kejaksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). 

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi; 

Dalaro melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini, 

KPK berwenang : 

3.1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan 

Kewenangan untuk melakukan penyadapan dan mcrekam 

pembicaraan merupakan kewenangan penyidikan yang 

dilakukan oleh KPK. Dalarn hal ini KPK akan 

bekerjasama dengan Telkom (Perusahaan Telekomunikasi 

Indonesia) untuk. menyadap berbagai identitas dan alamat 

para pelanggan telepon dari si tersangka yang dicurigai 

melakukan korupsi ataupun. berupaya untuk 

meoghilangkan pembicaraan rabasia yang dimilikinya 

Contoh baru-baru ini penyadapan aotara Jarnpidsus Kemas 

Y ahya dengan Artalyta dalaro kasus BLBI yang diungkap 

media 

KPK dalarn melakukan kewenangan penyidikannya dapat 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi baik dari saksi, 
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pelapor maupun terdakwa itu sendiri 

3.2. Memerintahkan kepada inatansi yang terkait untuk 

melarang seseorang bepergiao keluar negeri 

Is1ilah pelarangan seseorang untuk bepergiao ke luar 

negeri lebih dikenal dengan istilah "cekal ( cegah 

tangkal)", dimana pihak imigrasi bekerjasama dengan 

KPK untuk melarang si tersangka koruptor untuk lari Ire 

luar negeri. Hal ini merupekan suatu keberusan bagi KPK 

dalam me!lialankan fungsinya dikarenakan di negara ini, 

hampir selnrub koruptor yang ada lari ke luar nogari dan 

tidak dapat dlpeoses huknm. Para tersangka biasanya 1nri 

ke negara yang tidak mempunyai perjaojian ekstrndisi 

antara negara Indonesia dan negara tersebut sehingga sulit 

untuk diproses hukumnya. Salah satu contob. kasus Hendra 

Rahardja yang melarikan diri ke Auslralia meskipun telah 

dibukum selama 15 tahun oleh Pengadilan secara "in 

absentia" hingga saar menjelang akhlr kematiannya ia 

tidak dapat dijemput dan ditangkap oleh Kejaksaao. 

3.3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan 

lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau 

terdakwa yang sadang diperiksa 

Dahun Pasal 64 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 

tentang Bauk Indonesia (Bauk Senlral) dinyatakan dalarn 

Tugas Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan sebogal 

beriknt-: 

1. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana <li 

bidang perbankan yang <liator dalam Undang-Undang 

tentang Perbankan dan terhadap tindak pidana yang 

menyangkut tmn.saksi lembega pembiayaao hanya 

dapat ditakukan oleh Bauk Indonesia. 

2. Penyelidikan dan penyidikan sebagahnana dimaksud 

dalam ayat (!) dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu 
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dari Bank Indonesia. 

3. Pejabat-pejabat tertento dari Bank Indonesia yang 

ditnnjuk untuk melaksanakan penyelidikan dan 

penyidikan sebagannana dimaksud dalam ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan Keputosan Dewan Gubernur 

Bank Indonesia. 

4. Pejabat dari Bank Indonesia sebagannana dimaksudkan 

daJam ayat (3) adalah penyidik sebagallnana diml!ksad 

dalam Pa.sal6 ayat (1) huruf (b) Kitab Uodang-Undang 

Hukmn Acara Pidana yang togasnya tidak hanya 

terbatas kepada melakukan tindakan penyidikan saja 

tetapi sekaligns juga melakukan penyidikan. 

5. Menyirnpang dari ketentuan pasal 7 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukmn Acara Pidana (KUHAP), 

penyidik sebag!Umana dimaksud dalam ayat (3) berdiri 

sendiri dalarn melaksanakan tugasnya dan tidak beleh 

dicampuri atau dipengarubi oleh pihalc kepelisian dan 

pihak Kejaksaaan Republik Indonesia. 

Apabila mengacu pada pasal ini, maka KPK tidak dapat 

mentinta keterangan dengan melakukan penyidikan 

langsung ke Bank Indonesia (bal ini apabila kasusnya 

adalab seorang Pejabat Tinggi negara) untuk meminla 

keterangan mengenal keadaan keuangan tersangka. 

Penyidikan ini hanya dapat dilakukan apabila Bank 

Indonesia sendiri telah melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap keuangan pejabat Negara tersebut 

Hal ini selalu dikaitkan dengan "kerabasiaan bank", 

yang menyulitkan team penyidik dari KPK untuk 

melakukan penyelidikan dan penti~ikan terhadep 

lllporan keuangan yang diterima. 

Berkaitan dengan rabasia bank menunjakkan ada dua 

pendapat. Yang Portama teori rabasia bank yang 
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bersifat mutlak yaitu bahwa bank berkewajiban 

menyimpan rahasia nasabah yang dikerahui oleb bank 

karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa 

atau dalam keadaan luar biasa. Teeri yang kedua adalah 

rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bebwa bank 

diperbolebkan membuka rahasia nasabebnya. bila 

untuk kepentingan mendesak, misalnya demi 

kepentingan Negara. 

Perbankan Indonesia sendiri berkaitan dengan aturan 

kerahasiaan bank berdasarkan pasal 40 Undang-undang 

No. 10 taban 1998 yang dikeeualikan banyalab 

dinyatakan dalam Pasal41, Pasal 41 A, Pasal42 , Pasal 

43, Pasal44 dan Pasal44A. 

Pasal 41 menyatakan : 

untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank 
lndunesia atas permintaan Menteri Keuangan 
berwenang mengeluarkan perintab tertulis kepada bank 
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan 
bukti-bukti tertulis serta surat-smat mengenai keadaan 
keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada 
pejabat pajak. 
Pasal 41 A menyatakan : 

(I) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudeb 
diserahken kepeda Badan urusan Piutang dan 
Lelang Negara Panitia Urusan Piutang negara, 
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada 
Pejabat Badan Urusan Piutang Negara untnk 
memperoleb keterangan deri bank mengenai 
simpanan nasabah debit. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan secara tertulis atas pemtintaan tertulis 
deri Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. 

Akan tetapi apabila kita mengacu pada Undang-

Undang No. 10 rahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No. 7 rahun 1992 tentang Perbankan 

dimungkiukan peoyidik KPK untuk bukan banya 

mentinta ketenmgan tetapi juga melalrukan penyidiken 
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terhadap laporan lreuangan y.ang diduga basil korupsi. 

Hal ini dapst diperhatikan dalam Pasal 42 yang 

roeny.atakan : 

(1) Untuk kepentingan peradilan datam perkara 
pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat 
memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau 
Hakim untuk memperoleh keterangan dari 
bank mengen.U simpanan tersangka atau 
terdakwa pada bank. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) 
diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis 
dari Kepala Kepolisian Rl, Jaksa Agung dan Ketua 
Mabkamab Aguug. 

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
hams menyebut nama dan jabatan PoJis~ Jaksa 
atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan 
diperlukan keterangan dan hubuugan perkara 
pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang 
diperlukarL 

Permasalahannya adalah Undaog-undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan ini hanya memberi 

lrewenangan kepada Polisi, Jaksa atau Hakim yang 

bemaung dalam institusi Kepala Kepolisian Rl, J aksa 

Aguug dan Ketua Mabkamah Agung. Apakah pimpinan 

KPK dapat syah dan diterima sebagai penyidik? 

Apabila KPK tidak mempunyai lrewenangan dalam 

penyidikan terbadap perbankan apakah KPK dalam 

kasus-kasus perbankan dibatasi hany.a punya 

kewenangan Supervisi? Ini akan kembal! pada 

kewenangan KPK dimana dalam Pasal 8 ayat (!) 

dinyatakan: 

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagamimana 

dimaksud dalam Pasal 6 buruf b, KPK berwenang 

melakaksn peugawasan, penelitian atau penelaahan 

terhadap instansi yang menjalankan tugas dan 

wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan 

tindak pidana lrerupsi dan instansi yang dalam 

melaksanakan kewenangan publik. 
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Dalam hal ini KPK tidak dapat melaksanakan 

kewenangan dalam penyelidikan dan penyidkan dengan 

merninta keterangan kepada bank atau lembaga 

keuangan lairmya tentang keadaan keuangan tersangka 

atan terdakwa yang sedang diperiksa, KPK hanya 

mempunyai kewenangan supervisi. 

3.4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan 

lairmya untuk meblokir rekening yang diduga basil 

korupsi milik si tersangke, terdakwa atau pihak lain yang 

terkait 

Dalam hal pemblokiran rekeaing bank, KPK dapat 

memblokir rekerdag seseorang yang dlindikasi terlibat 

korupsi. Hal ini terlepas rekerdag itu millk siapapun. 

Pemblokiran rekening ini dilakukan dengan cma 

memherhenrikan seluruh transaksi keuangan terdakwa 

balk untuk sementara ataupun hingga penutupan rekening 

sampai ada kejelasan terhadap status keuangan 

pembukuan tersebut. Jika terdapat indlkasi korupsi maka 

KPK dapat meminta bank untuk membekekan keuangan 

dari nomor rekening tersebut da.1: mengembalika.n dana 

keuangantersebutkepadanegonL 

3.5. Memerlntahken kepada pimpinan atau atasan tersangka 

untuk memberhentikan sementara tersangka dari 

jabatannya. 

Apabila dlkaitkan dengan kasus Abdullah Puteh pada saat 

diparikaa oleh Kondsi Pemherantasan Korupsi (KPK) 

sehubungan. terhadap permintaan KPK kepada Presiden 

unrek melakukan panonaktifan terhadap Puteh sebagai 

Gubemur Nangroe Aceh Darussalam setelah statusnya 

ditetapkan. sehagai tersangka Pennintaan Penonaktifan 

Puteh merupakan salah satu kewenangan yang dimilild 

oleh KPK yang diatur pasal 12 butir e UU No. 30 tahun . 
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2002. 

KPK sela.in memiliiki kewenangan Wlluk memerintahkan 

kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhenlikan sementara tersangka dari jabatannya juga 

memik:i barbagai kewerumgan !ainnya yang diatur dah1m 

UU No. 30 talmn 2002. Pada pokoknya kewenangan yang 

dimilik:i KPK diatur dalam Pasal 6 yang nantinya 

dijabarkan dalam pasal-pasal tersendiri dalam UU No. 30 

talmn 2002. Kewenangan tersebut yaim kewenangan 

koordioasi antar instansi (yang dijabarkan pasal 1), 

kewenangan tugas supervisi (yang dijabarkan dalam pasal 

8) kewenangan dalam ponyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan (yang .dijabarkan dalam pasal 12), 

kowenangan dalam melaknkan pencegahan (yang 

dijabarkan dalam pasal 13) dan kewenangan dalam 

monitor terbadap aparat penyelenggara negara (yang 

dijabarkJm dalarn pasal 14). 

Ketika Abdullah Puteh dimintak<m penonaktifan oleh KPK 

kepada Presiden, hal ini sebenamya sebagai pelak:sanaau 

kewenangan KPK dalarn melaksanakan tugas 

penyelidikan, ponyidikJm dan penuntutan. Upaya ini juga 

agar tiilak tetjadinya barrier (pengbalang) dan benturan 

bagi KPK dalam melaknkan penyidikan terhadap aparat 

penyelenggara nega:ra yang sedang dilakukan penyidikan 

dangan tujuan untuk menemukan bukti-bukti untuk 

melakukan penuntutan nantinya di persidangan. Hal ini 

sehenamya bukan hanya untuk aparat penyelenggara 

oega:ra saja tetapi juga untuk aparat penegak hukum dan 

siapa saja yang tengah diperikaa oleh KPK. lni men•"-"g 

menjadi dilcmatis ~ak semula, bagi KPK dalam 

melak:sanakan kewenangaunya, karena KPK mempunyai 

kewenangan untuk memerintabkan atasan si pejabat untuk 
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diberbentikan sementam akan tetapi tidak mempunyai 

kewenangan eksek:usi langsung untuk membeihentikan si 

pejabat, !anpa izin darl atasannya. 

Tujuan lain untuk menonaktifkan ini juga terkait dengan 

prosedur penuntutan perksea korupsi yang memiliki 

huk:usn acara terseruiiri. Di pengadilan nantinya, berkas 

darl penyidik KPK setelah proses penyidikannya dianggap 

selesai., maksimal 14 harl kerja harus segera dilimpehkan 

ke Pengadilan untuk diperiksa dan maksimal 30 harl masa 

persidangan telah diputus oleh Pengadilan Tiugkat 

Pertama. Kemudian apahila dimohonkan bandiog harus 

diputus maksimal 60 harl ketja dalam memarlksa dan 

memutus perkara di Pengadilan Tinggi dan ditingkat 

Kesasi k:usus korupsi sudah diputus maksimal 90 harl 

kerja' lnilah yang menyebabkan KPK harus menemukan 

bukti-bukti selengkap mungkin untuk mengajukan kasus 

ini ke pengadilan. Hal ini juga terkait dengan tidnk 

berwenangnya KPK untuk mengeluarkan surat Perinlah 

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) terhadap 

seluruh perksea tindnk pidana korupsi yang ada, sehingga 

KPK harus mengumpulkan bukti-bukti selengkap 

mungkin untuk dibawa ke pengadilan. Penonaktiilin yang 

dimintakan KPK tersebut bnkan berarti !anlakwa yang 

juga Penyelenggara Negara telah dianggap bersalah 

keberadaannya tetapi semata-mata untuk mempercepat 

proses penyidikan, sebingga masalah "guilty or not guilty" 

itu adalah kewenangan hakim di Pengadilan untuk 

memutuskannya. 

3.6. Menrinu>.(lata kekayaan dan data perpajakan rersangka 

atau terdnkwa 

Dalam hal meminta data kekayaan dan data perpajakan 

rersangka atau terdnkwa kepada instansi yang terkait 
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diperlukan suatu sistem pelaporan yang efektif. Sistem 

pelaporan yang ditetapkan merupakan upaya pencegahan 

(preventif) yang dilakukan oleh KPK. Apabila kita kaitkan 

dengan Pasal 16 mengenai Tata Cara Pelaporan dan 

Penentuan Status Gratifikiasi, hal ini merupakan salah satu 

kewenangan KPK terhadap sistem pelaporan tersebut 

Pasal 16 UU No. 30 tabun 2002 menyatakan : Setiap 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dengan lata cara 

sebagai berikut : 

a Laporan yang disampaikan secara tertulis dengan 

mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK 

dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan 

gratifikasi. 

b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a 

sekurang-kurangnya memuat : 

1) Nama atau alamat penerima dan pemberi 

gratifikasi 

2) Jabatan pegaw!ll negen atau penyelenggara 

negara 

3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi 

4) Uraianjenis gratifikasi yang diterima 

5) Ni lai gratifikasi yang diterima 

3.7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, 

transaksi perdagangan dan peijanjian lainnya atau 

pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang 

dilakukan atan dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang 

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 

hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang 

diperiksa 
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3.8. Meminta bantuan interpol Indonesia alan instansi penegak 

hukwn negara lain untuk mclakukan pencarian, 

penangkapen dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 

3.9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait 

untuk melakakan penangkapan, penahanan, 

pengge!edahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana 

lrorupsi yang sedang ditangani.22 

4. Melakakan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 

korupsi. 

Wewenang KPK dalam langkah alan npaya pencegahan tindak 

pidana korupsi : 

4. L Melakakan pendafiaran dan pemeriksaan terhadap 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggam Negara 

(LHKPN). 

Menumt pesa1 5 angka 2 dan 3 UU No. 28 tabun 1999 

menyeblrtkan bahwa setiap Penyelenggara Negara (PN) 

mewajibkan laporan dan mengummnkan harta kekayaan 

sebelum, selama dan sesudab menjabat. Laporan itu 

berupa LHKPN. Pengelolaan LHKPN yang dilakakan 

olehKPK. 

4.2. Menerima laporan danmenetapkanstatus gnrtifikasL 

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 

terkait dengan gmtilikasi antara lain : 

a. Penetitian laporan atau pengadnan masyamkat, lembaga 

swadaya masyarakat atau instansi pemetintab tentang 

dug•an penerimaan gnrtifikasi dan sejenlsuya kepeda 

pegawai nageti. 

b. Identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenlsnya oleh 

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. 
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c. Pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan 

Penye!enggara Negara atau Pegawai Negeri yang 

diduga menerima gratifikasi dan sejerrisnya. 

d. Pemeriksaan terhadap laporan penerimW!Il gratifikasi 

dan sejenisnya_ 

e. Penyeraban gratifikasi yang menjadi milik negara 

kepada Menteri Keuangan. 

4.3. Menye!enggarakan program pendidikan anti lmrupsi pada 

setiap je!liang pendidikan. 

Menciptukan gener:asi baru yang anti korupsi merupalmn 

sasaran utama KPK. Salah satu langkab konkrit yang 

dilaksanakan adalab dengan melaksanakan program 

Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mabasiswa. 

KPK dalam melaksanakan program Train for Trainers 

(f01) yang diikoti oleh para mabasiswa selurub Indonesia 

dari 37 universitas. Kegiatan ini juga dilalrukan di 

heherapa sekolab SMA dan SMP di bebernpa kota di 

Indonesia. Materi pendidikan ini terdiri dari Pengenalan 

Korupai, Dampak Korupsi, Upaya Perlawanan Terbadap 

Korupsi, Warung Kejujuran dan pemiliban pelajar 

panutan/unggulan. 

Proram pendidikan anti korupsi ini juga dikembangkan 

terbadap Sektor Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

para Penyelenggara Negara, salah satunya adalab program 

pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

yang bertujuan untuk meoingkatkan kapasitas peran dan 

fungsi DPRD. 

4.4. Merancang dan mendornng terlaksananya program 

sosialisasi pemberantasan tindak pidana lmrupsi. 

Untuk menggalang peran serta masyarakat yang lebih 

besar dalam perlawanan terhadap korupsi telah 

dilaksanakan behernpa kegiatan yang melibatkan 
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masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut 

dilak.<anakan dalam bentuk bernpa pameran., dislrusi dan 

inetraksi, menerima saran dan pengaduan serta dilengkapi 

dengan pembagian buku dan materi sosialisasi anti 

korupsi. 

4.5. Melakukan. kampanye anti lrorupsi kepada masyarakat 

wnum. 

Dalam melakukan. kampanye ini Komisi Pemberantasan 

Korupsi memanfaatkan media luar ruang sepeti Bus Ad di 

Jakarta dan billboard untuk kampanye anti lrorupsi di kota 

besar dan poster di tempat-tempat sttategis lermasuk 

kantor-kantor keluraban. Seluruh lrogiatao ditunjang 

dengan publikasi melalui media cetak dan elaktronik, 

termasuk program Talkshow TV dan radio, dengan 

demikian rangkaian kegiatao kampanye dan sosialisasi 

Pencegaban dan Pemberantasan Korupsi serta iofonnasi 

aktivitas KPK di tingkat lokal, nasional maupun 

intemasional dnpat senantiasa diilruti oleh masyarak.at 

4.6. Melakukan. kOJjasama bilateral atau multilateral dalam 

pemberantasan tindak pidana koropsi.23 

5. Melakukan. monitor terbadap panyelenggaraan pemerintaban 

negara. 

KPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan 

tugas monitor, dengan kewenangan : 

5.1. melakukan pengkajian terbadap sistem pengelolaan 

administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. 

5 .2. memberikan saran kepada lembaga negara dan pemerintab 

untuk melakukan perubahan jika berdasarkan basil 

pengkajian, sistem P"Jll!elolaan admlnistrasi tersebut 

berpotensi korupsi. 
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5.3. melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengei:tai 

pembahan tersebut tidak diindahkan 

2.3. Struktur Organisasi KPK 

Salah sstu modal utama agar kineJja KPK bisa efisien dan efektif adalah 

melali pembangnuan organisasi yang profesional. Ini bisa tercapai 

deagan opt!malisasi seluruh elemen dalam organisasi tersebul. 

K.arerumya KPK ...,antiasa melakukan perbaikan-perbaikan agar teroipta 

sebuah lembaga yang kompeten. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang 

No. 30 tahun 2002 yang dilaksanakan melalui Smat Keputusan Pimpinan 

Komisi Nomor 7 tahun 2004, organisasi Komisi Pembernntusan Korupsi 

terdirl dari : 

a. Pimpinan KPK yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota 

dan empat orang Anggota. 

b. Wskil Ketua merangkap Anggota. 

c. Tim Pen.asihat yang terdiri dari empat orang anggota. 

d. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. 

e. Deputy Bidang Pencegahan. 

f. Deputy Bidang Penindakan. 

g. Deputi Bidang lnformasi dan Data. 

b. Deputy Bidang Pengawsan Internal dan Pengaduan Masyarakat. 

i. Sekretriat Jenderal. 

l. Depoty Bidang Pencegaban terdiri dari : 

a.S~atDeputyhldangP~cegahan; 

b. Direktnrat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara ; 

e. Direkrorat Gratifikasi ; 

d. DireiU<>'JI! Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ; dan 

e. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 

2. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari: 

a. Sekretriat Deputy Bidang Penindakan ; 
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b. Direktmli! Penyelidlkan ; 

c. Direktorat Penyidlkan ; dan 

d. Direktorat Penuntutan. 

3. Deputy Bidang lnformasi dan Data terdiri dari : 

a. Sekretariat Deputy Bidang Infurmasi dan Data ; 

b. Direktomt Pengolahan lnformasi dan Data ; 

c. Direktorat Pembinaan Joringan Keija Antara Komisi dan 

Instansi; dan 

d. Direktorat Monitoring. 

4. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan roasyarakat 

terdiri dari : 

a. Sekretariat Deputy Bidang Pengawsan Internal dan 

Pengaduan Masyarakat ; 

b. Direktoral Bidang Pengawasan Internal ; dan 

c. Direktorat Bidang Pengadnan Masyarakat 

5. Sekretariat Jendemi terrliri dari: 

a. Biro Perencanaan dan Keuangan ; 

b. Biro Umum ; 

c. Biro Sumber Daya Manusia. 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2004 ta.qggal 

27 Mei 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan 

Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan 

Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan T'mdak Pidana 

Korupsi, Struktur Organisasi Komisi disempumakan dengan 

menambahkan Sekretarial Jendemi KPKPN malalui Keputusan 

Pirnpirum Nomor Kep 37/K KPK/Vlf 2004 tanggal 16 Juni 2004. 

Sekretariat Jenderal KPKPN terdlri dari : 

a. Biro Perencanaan 

b. Biro Administrasi LKPN 

c. Biro Data dan lnformasi 

d. Biro Hukum dan Humas 
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Komisi hams belre!jasama dengan berhagai Penyelenggara 

Negara yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, antara 

lain dengan cam : 

a. Penindakan. Komisi mengkoordinasikao den mensupervisi 

berbagai lembaga, baik insitusi penegak hokum (kejaksaan dan 

Kepolisan) dan lnstansi Pengawas Fungsional Pemerinlah 

(lnspektomt Jendenll, BPKP, dan Bawasda) dengan 

mengoptimalkan perannya dalam pemberantasan korupsi di 

Indonesia. Dalam aspek penindakan. Komisi dapat melakukan 

penyelidikan, penyidikan den penuntutan. Keberhasilan K.omisi 

dalam pemberantasan korupsi amat berganhmg pada Pengadilan 

Khu.slU; Korupsi yang mengadilinya mulai dad Pengadilan 

tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung. Pengadilan dan 

para Hakim merupakan benteng terakhir yang menentukan 

keberbasilan dalam menindak den memasukkan para koruptor 

yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ke dalam 

pen jam. 

b. Pencegahan, pencegaben teljadinyakorupsi di berbagai lembaga 

pemrintah merupakan tugas manajemen intei!Ull, oleh karcna itu 

Komisi mendorong masing-masing instansi Pemerintah untuk 

mernperbeild sistem. mekaaisme kelja, dan pengendalian 

intemal yang berlalru di seliap instansi. Diharapkan dengan 

memperbaiki sendiri berbagai sistem pengendalian, maka 

instansi tersebut dapat lebih berperan aktif mewujudkan 

pernberantasan korupsi di instansinya. Dalam aspek pencegaben 

korups~ K.omisi dapat berperan dalam mengksji dan. menilai 

petaturan penmdang-undangan yang berkaitan dengan sistem 

dan prosedur penyelanggaraan pemerintahan dan mengusulkan 

perbaikannya. Namun, tindakan perbaik=~tu amat bergantung 

pada komitmen pimpinanan negara baik eksekutif maupuri 

legislatif serta teladan mereka dalam melakukan perubahan. 

Peran pimpinan eksekutif (Presiden serta pembantu-
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pembantunya), !egislatil; dan yudikatif sangat penting sebagai 

penggerak utama (prime mover) perubahan dalam upaya 

pencegahan korupsi. 

Peran masyarakat sangatlah penting selain memulai untuk 

mengatakan "Tidak Untuk Korupsi", juga secam konsisten 

melakukan desakan kepada pam pimpinan eksek!if, legislatlf dan 

yudikatifuntuk bersama-sama memberantas korupsL 

Berkaitan dengan pencegahan juga, KPK berlrewajiban untuk 

meroberitahu dan menghilangkan berbagai peluang korupsi dalam 

sejumlah sistem dan prosedur admlnistrasi, memberi saran kepada 

sejumlah departernen pemerintah dan institusi mengeaai cara 

mengurangi praktek korupsi dan menyediakan sarnn peneegahan 

korupsi kepada siapa saja atau organisasi manapun yang 

memerlukannya. Selain itu, KPK wajib untuk menindaklanjuti 

berbagai rekemendasinya agar betul-betul dilaksanakan dan beJjalan 

sebagaimana seharusnya. 

Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari : 

a. Sekretariat Deputy bidang Pencegahan 

b. Di.rektorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara 

c. Direktorat Gratifikasi 

d. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ; dan 

e. Direktorat Penelitian dan Pengembangan 

Terhadap penyidikan kasus korupsi, KPK sendiri juga harus 

mentilild akuntahilitas dan transpru1msi dalam meqjalankan 

kewenangannya. Ada hal-bel yang mernang tidak perlu dibulrakan 

dan direhasiakan kepada publik untuk kepentingan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan, akan tetapi ada juga hal-hal yang harus 

disampaikan dan diketat;::i oleh pub!ik, karena basil keJja dan 

pertanggungjawaban KPK adalah kepada publik (l'asal 20). Masalah 

akuntabi!itas dan transparansi ini tidak dapat dikaitkan dengan 

independensi lembega KPK yang dinyetakan bebas dari pengaruh 
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manapun (Pasal 3), karena independensi adalah dalam rangka 

menjalankan tugasnya dan independensi bukan berarti tidak ada 

transparansi serta akuntabilitas didalamnya. Tujuannya adalah agar 

publikmengetabui secarajelashasil ke~ja KPK dan tumt mendukung 

KPK dalam meflialankan keweoangannya serta secara lidak langsung 

sebagai lrekuatan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya. 

2.4. FllilgSi dan Efektifitas Komisi (Departemen) KPK 

3.1. Divisi Bidang Pencegahan 

Knmisi Bidang Pencegaban, pada dasamya merupakan divisi 

yang melakukan pencegaban di negara ini sebagaimana yang 

dimaksud dalam UU No. 30 lahun 2002. Bidang Pencegaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawabkan : 

(a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeriksan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara 

(b) Sub Bidang Gralifikasi ; 

(c) Sub Bidang Pendidikao dan Pelayanan Masyarakat; dan 

(d) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Kegiatan yang terkai.t dengan strategi pencegahan 

korupsi: 

1. Pengembangan mekanisme kerjasama antar institusi. 

KPK menyelenggsraksn lokakarya dan diskusi panel 

dalam nmgka membangun komitmen dan kebersamaan 

dalam pemberantasan kompsi, diawali dengun diskusi 

pertama bersama jajaran eselon departemen/LPND, dan 

diskusi panel dengan para Direktur Utama dan Komisaris 

UtamaBUMN. 

Disamping itu telah ditandatangani Nota Kesepahaman 

sebagai berikut : 

a. Nota Kesepahaman bersama dengan Pusat Pencatatan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK}. 

b. Piagam Kerjasama dengan Kementrian Komunikasi 
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dan Informasi. 

c. Nota Kesepahaman dengan Federasi Serikat PckeJja 

BUMN. 

d. Kesepakatan Bersama dengan Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

e. Law Summit m.24 

3. Penccgahan dengan penyelamatan terl!adap aset 

negara. 

Masalah Pengembalian Aset Kelcayaan negara yang 

dikorupsi (Assets Recovery) dapat dilibat dari .pengalaman 

Filipina dahnn mengusut aset kekayaan mantan Presiden 

Filipina Ferdinan Mareos. Pemerintaban· Filipina 

melakukan upaya penyelidikan dan peayidikan terhadap 

kekayaan tersebut dahnn upaya untuk memperhaiki 

kondisi ekonomi negaranya. 

Dalam hal ini. apabila kita perhatikan dasar hulcum 

pengembalian aset kekayaan negara tersebult pada 

Peraturan Pemerintah No. 71 lllhliD 2002. Satu hal yang 

terpenting dalam pengembalian aset kelcayaan negara yang 

rukorupsi dinyataksn akses untuk mcmperoleh informasi. 

Pasal 4 PP No. 71 tahun 2002 : 

Setiap orang, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat 

dan Penegak Hulcum berhak memperoleh jawaban dari 

penegak hulcum atau Komisi atas informasi, saran atau 

pendapet yang disampaikan kepada penegak hukum. 

Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional Anti 

Korupsi yang menyataksn perlunya identtiikasi haik itu 

terhadap lransfer basil kejahatan yang te~adi antar negara. 

3. Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara 

Dengan dileburnya KPKPN ke komisi, maka pelak:sanaan 

kegiatan ini rulakukan dengan berbagai penyempurnaan 

24 Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemberdayoan Penegakan Hukum : Laparan Tahunan KPK 
tahun 2007 (Jakarta : Komisi Pemberantasan Knrupsi. 2007), hlnL 134. 
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sistem dan prosedur pelaporan guna meningkntkan 

efektlfitas pemeriksaan serta pengawasan kekayaan 

penyelenggam negara 

Pada dasmnya Unit Pencegahan ini merupakan tugasnya 

sarna seperti Unit Pencegahan yang dilakukan oleh 

KPKI'N, dimana serelah KPKPN disubordinansi Ire KPK 

maka KPKPN sebagai unit pencegahan di Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Berdasarkan ketenruan pasal 50 ayat (I) Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2002 Kepelisan dan Kejaksruln wajib 

memberitahukan kepada KPK tentang telah dimulainya 

penyidikan kasus perkara TPK 

4. Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat 

Untuk meningkatkan peran serta masyamkat dalam 

gerekan pemberantasan korupsi, beberapa kegiatan yang 

telah dilaksanekan oleh Komisi Pemberantasao Korupsi 

antam lain: 

(a) Keijasama dan peningkatan partisipasi media massa. 

Keljasama dengan modia· massa dirnaksudkan untuk 

meningkatkan peran serta pers/media massa dalam 

gerekan pemberantasan korupsL Melalui pertemuan 

pimpinan komi.si dengao pam pemimpin redaksi 

media massa diharapkan modia massa membantu 

geraksn pemberantasan korupsi di indonesia 

(b) PenyusUllllll mekunisme pengaduan masyamkat 

Meningkatkan peran serta masyatakat merupakan 

salah satu upaya meningkatkan efektivitas 

pemberantasan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 

71 tahun 2000 telah mengatur tentaog iA!~ ca.ra 

pelekaanaan peran serta masyatakat dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Dalam pemturan pemetintah tersebut telah diatur 
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mekanisme hak dan kewajiban IDllSyarakat dalam 

memberikan IDllSukan maupun pengaduan tentang 

terjadinya suatu kasus korupsi. Selain itu juga telah 

diatur kewajiban dari komisi untuk memberi.kan 

jawaban ata.s pengaduan tersebut. Terlmit dengan 

ketenntan tersebut, komisi telah menerbitkan dua 

padoman yaitu Pedoman Penyampaian Pengaduan 

Kasus TPK dan Pedoman Penanganan Pengaduan 

Masyarakat. 

Pedoman penyampaian pengaduan kasus TPK 

dimaksudkan untuk mempen::epat proses penanganan 

pengaduan lll!.l!lyamkat sebingga dapat diwujudkan 

suatu kebersamaan antma komisi dan masyamkat 

sehingga dapat diwujudkon dalam gerakan massal 

yaitu gerakan pemberantasan (anti) korupsi. Dalam 

pedoman ini disajL'<an pengertian tentang tindak 

pidana korupsi. bukti dan alat bukti yang diperlukan 

untuk dapat mengungkep tindak pidana korupsi, filkta 

yang petlu disampaikan dalam pengaduan yang 

mencakup penjelasan tentang apa, siapa, dimana, 

bilamana dan begaimana atas kasus yang diadukan 

serta lata cara penyampaiannya Dengan pedoman ini 

dlharapkan masyamkat dapat lebih teifokus pada 

permasalaban tindak pidana korupsi peda saat 

menyampaikan pengaduannya 

Maksud ditertibkan pedoman penanganan pengaduan 

lll!.l!lyarakat dan infonnasi awal ini adalah untuk 

mengarahken bagaimana suatu pengaduan dan 

infonnasi dapat digunaka;: sebagai dasar penerbitan 

surat tugas audit investigatif yang ada akhimya dapat 

membersu terbongkemya suatu kasus korupsi 

tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 
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pedoman ini adalah : 

a. Meningkatkan efisiensi tenaga, wak!u dan biaya 

b. Mengarah.kan proses penyetidikan dan penyidikan 

lebih lanjut 

Hasil yang diharapkan melaiui penyusunan pedoman 

ini yaitu: 

a Adanya keseraga:man dalam pola penelaahan 

pengednan masyarakat dan informasi awal 

b. Meminimal.kan kemungkinan kegagalan dalam 

pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat . 

c. Dapat mendukung proses hukum 

Dengan landasan pemikiran bahwa peran serta 

masyarakat dalam pemberantasan kompsi meropsken 

faktor utama yang paling berperan maka knmisi sken 

lebih berusaha untuk menggugah masyarakat agar 

mampu berkata tidnk untuk korupsi. Agar dapat 

mewujudkan keinginan tersebut maka selain 

meningkatkan efektivitas kegiatan yang telah 

dilaksanakaa pada tabun 2008 berupa kegiatan 

sepe:rti: 

1) Pendidikan anti korupsi, dengan berbagai macam 

kegiatan dan program sepe:rti menyeberlnaskan 

knnsep warung kejujuran, membangun kader

kader anti korupsi begi mahasiswa di selurub 

universitas di Indonesia, pendidikan anti kourpsi 

begi siswa SL TP dan SL TA selurub Indonesia. 

2) Melaknkan kampenye dan sosialisasi yang 

melibetkeo masyarakat umum., mahasiswa, 

pelajar termasuk Penyelenggara Negara misalnya 

pembagian stiker anti korupsi, bukn salru nati 

korupsi, talk show di radio/TV dengan Pimpinan 

KPK, memasang iklan layanan anti korupsi di TV 
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Bandara sebanyak 900 spot dll. 

3) Hubungan dengan masyarakat dimana KPK 

menekankan optimalisasi pelayanan publik 

sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi, 

memberikan informasi yang akurat dan tepat, 

sambil berusaba menimbulkan citra positif KPK 

di mata masyarakat, diiringi promosi sikap dan 

kcsadman arrtikorupsi. 

4) Program peningkatan kapesitas peran dan fungsi 

DPRD.25 

Menarik untuk diperllatikan lagi adalab perlindungan 

bagi pemberi informasi yang mcnyatakan kebenaran 

tentang adanya perbuatan korupsi. Dalam hal i.ni 

masih kurang ketentuan perlindnngan perundang

undangan nntuk para pelapor atau si pemberi 

informasi tenrebut. Karena itn perlu disusun sebuab 

undang-Ulldang yang melindungi para pemberi 

informasi) yang dapat disebut sebagai wist/eblower. 

Ketentuan keMjjiban perlindungan kepada pelapor 

hanya ada dinyatakan dalam Pasal 6 PP No. 71 tabun 

2000 yang menyatakan : 

(I) Penegak hakum alau komisi wajib nntuk 

merabasiakan untuk dapat diketabninya identitas 

pelapor atau isi informasi, saran atau pendapat 

yang disampaikan. 

(2) Apabila diperlukan,atas permintaan pelapor, 

penegak hakum atau Komisi dapat memberikan 

pengsmanan fisik lerhadap pelapor dan 

keluarganya. 

Laporan masyarakat yang masuk sejak tabun 2004 

sampai dengan tabun 2008 berjumiab 31.404 berkas 
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pengaduan yang telah teradminisb:asikan dalam 

database pengaduan masyarakat. Dari jumlah ini, 

sebanyak 31.096 (99,02%) pengaduan sudah 

dilakukan telaab, 4.078 (12,99%) telah ditindaklanjuti 

baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK., 

sedangkan 22,02% (70,12%) pengaduan tldak dapet 

ditindaklanjuti karena benlasarlmn penelaaban bukan 

merupakan tindak pidana korupsi, kurangnya 

informasi dan bukti atau petunjok awal, serta identltas 

dan alamat pelapor yang tidak jelas. Tindak lanjut 

penanganan pengaduan masyarakat oleh internal KPK 

adalab: 

I. 600 (68,89%) diteruskan ke Penindakan, 

2. 200 (22,96%) diteruskan k:e Pencegahan, 

3. 71 (8,15%) diteruskan ke bidang lain. 

Sadangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat ke 

instansi lain adalah : 

I. 1.613 (39,55%) diteruskan ke Kejakaaan 

2. 969 (23, 76%) ke Kepolisian. 

3. 526 (12,90"/i) ke lnspektorat Jendral, 

4. 264 (6,47%) ke BPK., 268 (6,57%) ke Bawasda, 

5. 356 (8,73%)ke BPKP, 

6. 82(2,0!%)keMA. 26 

Dah!m hal penghargaan yang diberikan sebagai usaha 

pencegah!m dan pengembalian aset kekayaan negam 

dinyatakan dalam pasal 7 dan 9 PP No. 71 tahun 2002 

sebagai berikut : 

(1) Setiap orang, organisasi dan masyarakat, 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah 

beljasa dalam usaha membantn upaya 

26 :Komisi Pemberantasan Korupsi, Optimallsasi Pelayanan Publfk : Loporan Tahunan KPK 
Tahun 2008 (Jakarta: Komisi Pemberant:asan Korupsi, 2007), hlm. 75. 
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pemberantasan tindak 

berhak mendapat 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1) dapat berupa piagam a tau premi. 

Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang 

No.3! tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sudah ditegaskan bahwa 

"pengemhalicm kerugian negara alau perelronomian", 

bukan merupskan alasan untuk menghentikan 

penuntutan. Hal ini berarti bahwa pemiliran dan 

pendapat tentang "pemutihan uang basil korupsi" 

justru bertentangan dan tidak dapat diterima dengan 

tujuan ditetapkannya ketentuan yang dimaksud. 

Disamping itu ketentuan "pembuktian terbalik" dalam 

UU No.3! tahun 1999 menjadi kurang berarti dengan 

adanya gagasan rentang pemutiban uang. Kerentuan 

tersebut antara lain adalah pemberlalruan sistem 

pembuktian rerbalik terhadap seseorang yang relah 

dijadikan terdakwa kbusus dalam kasus gratifikasi 

(Pasal 12B). Apabila terdakwa tidak. berbasil 

membuktikan dengan alat bukti yang diperbolehkan 

menurut undang-undang1 maka ia segera dinyatakan 

terbukti bersalah dan dijatubi hukuman. 

Tujuan utamanya melakukan pembuktian rerbalik 

tersebot untuk mengoptimaikan upaya penyelamatan 

kerugian keuangan nega:ra akibat tindak pidana 

korupsi. 

Dalam bal ini penulis beranggapan :0!\hwa upaya 

pemutiban uang balk dengan pemberian Release and 

Discharge dengan mengahaikan proses hukum 

yang·herlaku atas tindak pidana korupsi yang 
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dilakukan adalah langkah yang kellru dan tidak se.<uai 

dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Prosesnya 

seharusnya diserahkan kepada mekanisme hnkum, 

dan orang yang melaknkan tindak pidana tersehnt 

bnkan hanya wajib unluk mengembalikan lrerogian 

negara tetapi juga hants mendapat ganjaran yang 

setimpal aldbat lindakan lrejahatarm:ya tersebut. 

Pada tahun 2008 KPK juga telah melaknkan penyelidikan awal 

terhadap 70 kasus dimana dari 70 kasus tersebut telah 

dilingkatlwn menjadi penyidik sehanyak 53 perkara yang 

berindikasikan TPK yang terdi.ri dari perkara sisa tahun 2007 

sebnayak 7 perka:ca dan perka:ca tahun 2008 sebanyak 46 

perkara. 

Kasus-kasus tersebut antara lain : 

I. Perkara tindak pidana kerupsi dalam proyek pengadaan 

mobil pernadam kebakanm merk Tnbatsu tipe V 80 ASM 

dan merk Tohatsu tipe V &0 ASM di Pemerintah 

Provinsi/Kota!Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, 

Benglrulu, Madan dan Makassar yang menggunakan 

APBN dan APBD tahun 2003 s/d tahun 2005. 

2. Perkara lindak pidana kerupsi dalam penggunaan dana 

Bank Indonesia yang dikelola oleh YPPI untuk 

kepentingan BI dengan tidak melalui rnekanisme 

penganggaran dan pertanggnngjawaban sesuai dengan 

ketentuan BI yang leljadi pada tahun 2003. 

3. Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bnkan Pajak 

(PNBP) terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di 

KBRI Kuala Lumpur tahun 2004 s.d. 2005. 

4 . ..,;renyimpangan dana APBD Garut T A. 2004-2007.27 

~1 Komisi Pembenintasan Korupsi. Pemberdayaan Penegakon Hukum : Lo:poran Tahwum KPK 
tahun 2007 (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), blm. 29-31. 
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3.2. Tabap Penyidjkan 

Kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan 

penuntumn Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 menyatakan 

sebagai berikut dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimakand dalam dasaJ 6 huruf c Komisi Pemberantasan 

Korupsi, berwenang melalrukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan tindak Pidana Korupsi yang : 

a. Melibatkan aperat penegak hulrum, penyelenggara negara 

dan orang lain yang ada kaiiannya dengan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 

penyelenggara negara. 

Pasal ini dapat disebut pasal yang merupakan "jab 

description" dari KPK. Apabila diperhatikan rnaka tugas 

yang dimaksud dari Pasal ll adalah kewenangan KPK 

dalam rnelakakan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ( pasal 6 huruf 

c) yang merupakan kewenangan pokok dari KPK 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan 

anti korupsi yang dibentuk dengan UU No. 30 tahun 2002, 

yang dikatakan mempunyai kewenangan yang luar biasa 

sebagai ins1ituai yang mempunyai kewenangan yang luar 

biasa dalam memberantas korupsi namun KPK temyata 

Juga rnempunyai banyak peraaasalahan dalarn 

kewerumgannya Disarnping itu, sasaran dan tujuan di 

bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: 

1) Agar korupai dikurangi secara nasional agar tidak lagi 

meoggangu pembangunan ekonomi, sosial dan politik 

di Indonesia untuk itu diperlukan konsensus nasional 

mengenai pentingnya menumpas korupsi serta 

memperbaiki persepsi intemasional mengenai insiden 

tegadinya korupsi. Dalam hal ini diperlukan suatu 
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tindakan hukum yang bemni dalam menyelesaikan 

lrorupsi di negam ini. 

2) Diperlukan upaya mobilitas masyatakat untuk 

memerangi korupsi di semua sektor. Tindakao. untuk 

mengikut sertakan masyarakat berupa dukungan aktif 

baik dari pomuka masyarakat pomimpin agama, 

parpol roaupun tokoh masyarakat sangat diperlukan 

untuk melalrokan perubaban terhadap keadaan 

masyarakat 

3) Melalrokan kampanye anti korupsi nasional meliputi 

berbagai penyidikan berjalan dan memfungsikan 

Sistem PeJ'llliilan Pidana dan Sistern Hukum yang ada. 

Dalam bal ini diperlukan dulrungan dari berbagai 

pimpinan depanemen dan bedan-badan publik. 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga 

barn di bidang penegakan hukum. Dengan 

kewenangan untuk melalrokan penyidikan. 

penyelidikan den penuntutan keberndaan KPK diatur 

dalam UU No. 30 tahun 2002, yang mempakun suatu 

lembaga Superbedy yang mengambil alih 

Kewenangan Kepolisian dan Kejaksnan dalam 

Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan. 

Komisi Pemberantasan Kompsi dalam kerangka kerja 

Logik Penyidikan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penyidikan yaitn : 

a) Penyidikan yang efektif menunjang penegakan 

hukum di Indonesia dan menjadik:an korupsi 

sebagai kejahatan yang beresilro tinggi dalam 

sektor publik dan sektor pemerintah. Juga dalam 

bal ini menumbuhkembangkan kesadaran publik 

alas korupsi sebagai k«iabatan yang beresilro 

tinggi 
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b) Maksud dan tujuan tersebut adalah menyidik 

semua tuduhan korupsi secam efek:tif dengan 

mempertimbangkan penuntutan. Semua 

penyidikan akan didasarkan dengan Hukum 

Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan 

integritas moral yang tinggi dari Penyidiknya. 

c) Berbagai penyidikan dilaksanakan, dituntaskan 

atau ditutup secara efektif dan dil.impahkan pada 

bidang Penunlutan yang ada dan KPK juga ba.ms 

menumbuhkan keseriusan dalam menuntaskan 

kasus yang tengah disidik sebingga tidak 

mengambang dan segera dilimpahkan ke 

Pengadilan Tindak Pidana korupsi yang ada. 

d) Mengembangkan kapasitas inlelegensia dan 

menyelenggaral<an pelatihan kepada selurub staf 

penyidik dalam nmgka untuk meningkatkan 

Sumber Daya Manusia 'yang ada di KPK 

disamping juga meningkatkan integritas moral 

bagi selurub staf dan. pimpinan serta pegawai 

KPK. 

b. Terhadap kasus yang meresahkan masyarukat. 

Detinsi kasus yang meresahkan masyarukat ini sangat 

ab-": sekali, karena hampir keseluruhan kasus korupsi 

sebenamya meresahkan masyarukat. Kasus korupsi Nurdin 

Halid dengan Pembobolan Bank BNI yang melibatkan 

Andrian Worowuntu dan Maria Lumowa, sarna-sana 

meresahkan masyarukat. Meskipun tidak berimpltkani 

langsuog pada masyarukat. akan tetapi Ielah meruauk 

sistem perekonomian pemerintah dan masyarukai. 

Sebarusnya subsidi bidang pendidikan diberikan kepada 

rukyat kecil. tetapi ukibat dikorupsi maka subaidi itu tidak 

dapat dibarikan yang berimplikasi sulitnya rukyat kecil 
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untuk menyekolabkan anak-anaknya ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

c. Kasus korupsi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah). 

Dalam hal ini timbul pcrtanyaan. apckab polisi dan jaksa 

tidak dapat lagi memeriksa kasus korupsi diatas Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas? dan apakah 

banya KPK saja yang mempnnyai kewenangan tetbadap 

seluruh kasus korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah) keatas tersebut. 

Beberapa contoh penyelidikan kasus dlatas Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas yang telah 

dapat dlringkatkan ke penyidikan yang saat ini 

pcnyidlkaonya sedang berlangsung yaitu : 

a. Dugaan adanya penyuapan untuk proyek 

pengembangan pelabuhan dan bandara di Indonesia 

bagian timur dengan tersangka AHD 

b. Afuan dana Bl ke sejwnlah anggota DPR yang 

dilakukan oleh AP, dkk. 

c. Dugaan adanya korupsi dalam proyek pcngadaan 

mobil pcmadam kebakaran merk Tohatsu dl 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh 

tersangka!R. 28 

Apakah terdapst kasus yang bemilai Rp. 1.000.000.000,

(satu milyar rupiah) keatas polisi dan kejaksan tidak dapat 

melakukan pcnyetidikan, pcnyidikan dan penuntutan 

terhadap rindak pidana korupsi tersebut 7 Menurilt penulis 

tentang hal ini polisi dan jaksa temp punya kewenangan 

untuk =!a!rukan penyelidikan, penyidikan dan 
' 

penuntutan, banya Sllia pasal ini mempakan aturan khusus 

untuk KPK apabila hendak melakukan penyelidikan, 

211 K.omisi Pemberantasan Kompsi, optimaliaasi PeifJ)It:fn(Irl Publik: Laporan Tahunan KPK tahun 
2008 (Jakarta : Komiti Pemberantasan Korups~ 2008}, blrn. 28. 
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penyidikan dan penuntutan hanyalah terhadap kasus 

korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu ritilyar rupiah) 

keatas saja. 

3. Konsep Penegakan Hulrum dalam Sish>m Peradilan Pidana 

Pada bakekatnya I!lliilosia membutuhkan keteratunm baik dalam 

menjalankan kehidupan sebari-bari, maupun dalam ak:tivttas sosial 

kemaayarakalan, demilian juga halnya dalam penyelesaiao setiap sengkefa, 

hukum terutama menyanglrut masalah pidana Tidak dapat dibayangkao 

bagaimana, manusia hidup dalam kondisi ketidakteraturan dii!lliila, akan 

berlaku istilah "h(1111() homini lupus" atau yang kuat yang berlruasa atau 

dikenal dengan hukum rimba, dimana yang berkuasa itu adalah yang punya 

kekuatan sedangkan yang lemah merupakan makanan ataujadi bulan-bulanan 

yang kuat. Maka timbullah ketidakseimbangan hidup dalam masyarakat, 

dimana nilai berbarga at3U tidak tergantuug pada yang paling kuat temtama 

bak-bak yang paling bakiki yang dimi!iki oleh setiap individu akan 

dikendalikan oleh yang kuat, maka pembunuban, penganiayaan, 

pemerkosaan, pencurian dan lain-lain tindak kejahatan akan sangat mudah 

disaksikan dimana-mana. Sebah yang kuat akan selalu main hakim sendiri 

dalarn menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi terutama menyaogkut 

dengan dirinya atau krnninya. 

Oleh karena itu sangat dibutuhkao sekali adanya keteraturan prosedur 

dalam penyelesaian perJ<:ara,.perkera yang terjadi di masyarakeL Hal inilah 

yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. 

Sistern pemdilan pidana merupakan rangkaian antara satu lembaga 

dengan lernbaga lain yang saling berkaitan satu sama lainnya, !embaga

lembaga tersebut terdiri dari masyarakat, kepelisian, ~aksaan, pengadilan 

dan lembega pernasyarakatan. 

Dat; owal dikenalnya tindak pidana korupsi, sistem peratlilan pidana 

meogalami perkemhangan pandangan dan perlakuan yang terns diperbaharul. 

Ketika semula lcita belum mem.iliki hukum yang secara khusus untuk 

menanganinya hingga akhimya lcita mem.iliki aturan yang khusus untuk 
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memberantas tindak pidana korupsi. Demikian halnya dengan penegakoo 

huk:umnya sejak ·awal, sekitar tahun 50-an, tetah disada:ri perlunya dibentuk 

beberapa tim uotuk membantu aparat penegak hukum. Hingga pada tahun 

2003 ini dengan sebuah landasan UU No. 30 tahun 2003 tentang Komisi 

Pemberentasl!ll Tindak Pidana Korupsi. Ua:riang-undl!llg ini membetikan 

perubahllll yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana korupsi, jika 

semula tim-tim, komisi atau badan-badan lain yang dibentuk untuk membantu 

penegak hulrum dalam pemberentasl!ll korups~ namun KPK malah berposisi 

diatas aparat penegak hulrum lainnya seperti polisi dl!l1 jaksn 

Wujud optimalisasi hulrum dalam Undl!llg-undl!llg No. 30 tainm 2002 

adalah dengan pembentukan Komisi Pembenmtasan Korupsi, sementara 

kendala yang selama ini leijadi dalam membanguo keterpaduan sistem 

peradilan pidl!lla pada penanganan perkam tindak pidana korupsi oleh polisi 

dl!l1 jaksa sebagaimana penelitian paxa pakar, temyata belum teroptimalisasi. 

Sebagai bukti belum adanya optimalisasi tersebut terlihat dad tidak 

terpeeahkannya masalah hulrum kewenangan jaksa dalam peny;dikan tindak 

pidana korupsi yang dalam beberapa penelitian terbukti menimbulkan 

persaingan yang cenderung merusak keterpaduan sistem peradilan pidana. 

Dengan kala lain ketumpangtindihan wewenang penyidikan tindak pidana 

korupsi antara polisi dl!l1 jaksa yang selama ini leijadi terjadi dalam undang

undl!llg ini tidak terpeeahkan, karenn lahimya UU KPK ini memfokuskan 

penegakan pemberantasan korupsi kepada Komisi Pernberentasl!ll Korupsi. 

Bahkan dalam UU No. 20 tahun 2003 ter:sebut merniliki banyak ketentuan 

hulrum yang menuojukkan adanya : 

I. Ketidakseswlian dl!l1 ketidaksinkronan dl!llgan sistem hnkwn Indonesia 

khususnya dengan semangat hulrum aeara pidana pada KUHAP dan 

ketentuan hulrum tentang Kejaksaan, 

2. Diskriminasi perlakukan hulrum dan ketidakpastian hulrum bagi 

tersangka terhadap proses peradilan pidana korupsi 

3. Mekanisme peningkatan efektifitas sistem peradilan pidana hanya terjadi 

pada perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberentasan Korupsi 
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sementara yang ditangani polisi dan jaksa tidak ada mekanisme 

penivgkatan efektifitas. 

Sejak kelahirannya, Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menjadi 

trigger mechanism institusi iodependen yang dapa1 memperdaya atas 

akeptisme publik terlladap lemal:mya penegakan bnkum. KPK memiliki 

sarana dan pi:OS1Inl!la hulrum dengan tingkat kewenangan amat luar biasa 

(extra ordinary power) yang tidak dimiliki institusi lain. 

KPK bisa meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan 

tersangka (tanpa izin Bank Indonesia), menyadap/merekam pembicaraan, 

tidak memerlukan izin untnk memeriksa pejabat negara, dan labaoya. 

Dengan extra ordiom:y power yang dimiliki KPK, diharapkan segala 

bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapa1 dijadikan bagian tatanan 

pemberantasan korupsi. lni penting mengingat lembaga penegak hulrum ini 

memiliki hubnngan esensial dengan penegak hulrum lain dari sistem peradilan 

pi dana. 

Korupsi ke!embagaan selalu merusak sistem ketatanegaman dan 

perelronomian negara. Maka, diperlukan beberapa hal, pertama, melakukan 

tiodakan tetiotegrasi lembaga penegak hulrum melalui integrated criminal 

justice system. Artinya, di antara penegak hulrum barns memiliki suatu 

balanced and equal of power, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di 

antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi 

kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum 

terhadap korupsi. 

Selain itu. diskriminasi kewenangan juga akan menimbulkan 

disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem poradilan pidaua, tingkat 

keberbasilan pencegal:mn dan pemberantasan korupsi harus dilandasi 

integrated criminal justice system, bukan mencip!akan sistem diskriminasi 

kewenangan. Hal ini dimaksud.kan agar tidak teljadi penegakan hukum 

terpilah. Anekdot yang sering muncul, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan 

Agung daripada KPK. 
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Tujuan penegakan hukum bu.kan menimbulkan disintegrasi di antara 

lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan 

hukum yang r.ondiskriminatif. 

Kedua, selain itu independensi proses penegakan hukum merupekan 

wacana yang bersilat imperatif. Akan menjadi sulit bagi Kejaksaan Agung 

untuk memakaimalkan pemberantasan korupsi, selama independensi dalam 

konteks limitatif masih dJjlam SllltuS subnrdinasi kelmasaan eksekutif 

tertinggi. Hal ini memunculkan kesan, ada kekoasaan otoriter yang permisif. 

Dari kajian sosiologis yuridis, gangguan optimal independensi penegak 

hukum justru dari lingkaran internal keknasaan Dengan demikian. selama 

masih ada hubungan subnrdinasi penegak hukum dan kekoasaan tertinggi 

eksekutif, kehendak menegakkanhukum korupsi akan selalu gamang dan 

minim hasilnya. Gang~ serangan, dan intervensi terhadap institusi 

penegak hukum hadir hegitu kuat Pola intervensi pun dikemas dalam henlu.k 

independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang 

menjadi subardinasi kekoasaan, penegak hukum hadir rutin dalam rapat 

kabinet sehingga Kejaksaan Agung jamng terlihat memeciksa pejabat negara 

dalam pemherantasan korupsi. Semua ini memberi arab, seolab ada juslifikasi 

yang herlindung di balik prinsip legalitas snbnrdinasi. 

Sikap nonsinergis, diskriminatif kewenangan di antara lembaga 

penegak hukum seperli Kejaksaan Agung, dan KPK dalam membarantas 

korupsi justru melemabkan penegakan hukum. Balanced and eqrml of power 

adalab kebangkitan penegak hukum Kejaksaan Agung, dan KPK sehegai 

voorportaa/ (gerbang terdepan) membuka tabir kornpsi kelembagaan dalam 

konteks due process oflaw yang prospeklif. 

Kesemua bal tersebut menunjukkan upaya optimalisasi hukum 

sebagaimana UU No.20 tahun 2003 dalam pemherantasan korupsi helum 

sepenuhnya optimal. 

Tampakoya parlu diingatkan kembali ~wa sistem ini memiliki tujuan 

sama dalam menanggulangi kejabaJ.an. jadi persoalan yang ada perlu segera 

dipeeabkan agar tujuan ini tidal<: semakin menjauh. Keberhasilan sistem ini, 
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dengan berhasil ditekannya korupsi, pada gilirannya dapat mengurangi 

korupsi di masa mendatang. 

Dati gambaran diatas da(>at ditarik suatu kesimpulan babwa sistem 

saogat diperlnkan agar masyarakat hidup dalam keteraturan, terutama dalam 

menyelesaikan kasus kejabatan yang teijadi di masyarakat Masyarakat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan. dan lembaga pemasyarakatan merupakan 

sub-sub sistem dati sistem peradilan pidana secara keseluruban, untuk 

mencapai keteraturan sistem itu sebagaimana mestinya ada tiga faktor pentiag 

yang barus beljalan bersama secara berkesinambungan yaitu materi hukum, 

aparat penegak hukwn dan. kesadaran hukwn masyarakat Dengan 

beljalannya ketiga hal itu maka keteraturan difengah masyarakat akan 

teljamin, maka masyarakat madani yang dicita-citakan akan terwujud. 
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BASIL PENELITIAN 

1. Penanganan penyelidikan, penyidikan dan penunmlan yang dilalrnkan 

oleb Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

tindak pidana korupsL 

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini 

mengindikasikan keadann yang sudah luar biasa (t!Xtra ordinary crime), 

sebingga menyebabkan model yang dipakai adalah Crime Control Model 

(CCM). Sebagai pe~udan model CCM yang mengutamakan keeepetan dan 

efisiensi tersebut, make kewenangan peuyidikan dan peuuntullm digabung 

dalam satu tangan (Kejaksaan!KPK) dengan maksud mempercepat proses 

penanganannya !<arena tindak pidana korupsi termasuk sulit dalam 

pembuktiannya. 

Akan tetapi menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, tindnk pidana 

korupsi merupekan kejahatan yang biasa saja, banya penangalian terhadap 

tindak korupsi tersebut yang dikatakeu luar biasa karena adauya 

peuggabungan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan 

(Kejaksaan!KPK)I 

Pendapat ini juga serupa dengan mantan Ketua Mahkatnah Agung 

Bagir Manan yang menyetakeu bahwa korupsi merupekan kejahatan yang 

sndah ada sejak zaman dahulu jadi baken lagi merupekan kejahatan yang luar 

biasa, apalagi laudasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 

menggunakan pasal·pasal dalam tu1daug-undang tindnk pidana korupsi 

banyak mengadopsi dari pasal-pasal KUHP. Sehingga tidnk ada yang luar 

biasa kanana sifat darl kejahatan itu sendiri sodah ada sejak dulu kala. 2 

Meskipun demikian para abli sepakai bahwa korupsi memang harus 

diberantas dengan cam yang peuanganan yang lain darl penanganan kejahatan 

lainnya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan ke,;·enangan yang 

1 Penjelasan Prof! Dr. Jur. Andi Hamzah pada tanggal 11 April 2009, pukul 17 30 WIB, di 
rnmah belian. Lebak Bulus. Jakarta. 

2 B~ Manan,. "Korupsi Buktm Kejahatan Luar Biasa. "(httQ://www~'luarapembaruan.com), 2 
Febuari 2009. 
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lebih besar terbadap lembaga KPK diban<ting dengan kewenangan dari 

inslllnsi sebelumnya (Kepolisian dan k~aksaan). 

Kewenangan menyidik dan menunlut adalah kewenangan yang sangat 

berbeda Masalahnya adalah bagahnana bila kedua kewenangan tersebut 

terdapet dalam satu tangan (KomisifBadan). Dua kewenangan dalam satu 

tangan akan memberikan kewenangan yang luar biasa Dengan penyatuan 

fungsi penyidikan dan penuntutan maka kontrol (Due Procces of Law I Check 

and Balance) terhadap proses penyidikan menjadi kurang (sedang kontrol 

pada proses penuntutan masih dapat dilakukan oleh pengadilan). 

Di Indanesia penggsbungan kewenangan menyidik dan menunlut iru 

terdapat peda Knmisi Pemberantas Tindak Pidana Knrupsi (KPK) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Serupa deogan KPK, 

~aksaan juga telah lebih dahulu melakukan penggahungan penyidikan dan 

penunrutan ( dalam kasus pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pi dana 

Korupsi). 

Peran kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan 

keknasaan negara terutama di bidang penuntutan. Dalam mengemban 

kedudukan dan peranan tersebut, kejaksaan diberi tugos dan wewenang untuk 

menegakken haknm serta tugas dan wewenang lain berdasru:kan peraturan 

perundang-undangan dami terwujudaya ketertiban dan kepastian haknm yang 

berintikan kcadilan dan kebenaran. Peranan jaksa dalam penanganan tindak 

pidana korupsi sangat berpcran terutama dalam penyelidikan, pcnyidikan dan 

penuntutan di persidangan~ karena dalam persidangan seorang jaksa harus 

benar·benar dapat membuktikan kesalahan dari para pelako tindak pidana 

korupsi dengan berdasarkan alat-alat bukti yang ada termasuk keterangan· 

keterangan dari pelako dan saksL 

Menyangknt masalah penyidikan, seperti diketahui bahwa dalam 

KUHAP yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan utama adalah 

polisi dan koordinator penyidik tludak pidana inatansi lain, Namun apobila 

melihat ketenruan pasal 184 ayat (2) KUHAP, jaksa tetap dlberi wewenang 

melakukan penyidikan beberapo tindak pidana kbusus dalam berbagai 

undang-undang seperti tindak pidana korupsi. Undaag-Undaag Nomor 20 
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tllhun 2001 tentang Perubahan Alllll Undang-Undang Nomor 31 tllhun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <li1engkapi dengan hukum 

acara pidana khusus yang merupakan pengecualian daripada yang diatur 

dalam KUHAP. Kewenangan jaksa melakukan penyidikan dan penuntutan 

tindak pidana korupsi didasarkan pada undang-undang No. 8 tllhun 1981 

tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintllh No. 27 tllhun 1983 tentang 

Peraturan Pelaksanaan KUHAP. 

Pasal 17 ruenyatakan sebagai berikut : 

"Penyidik menurut ketentuan Jd?.usus acara pidana sebagaimana tersebut 
pat/a Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud da/am Pasa/ 284 
ayat (2) KIJHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik 
yang berwtmang lain berdasarkan peraturan perundangan ". 

Juga diatur da\am pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 tentang 

Kejaksaan yang berbunyi 

«(I) Di bidangpidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
d. me/akakan penyidikan terhadap tindak pidana lerlentu berdasarkan 

undang-undang;" 

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat babwa tngas dan 

wewenang yang dimilki kejaks!lllll dalaru melakukan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntntan peda kasus lrorupsi terikat pada ketentuan hukum 

acara yang telab diatur di dalam KUHAP, KUHP dan UU No. 20 tllhun 2001 

tentang Perubeban terhadap UU No. 31 tllhun 1999 tentang Pembernntasan 

Korupsi serta undang-undang laiunya yang berkaitan dengan pemberantasan 

Korupsi. 

Kewenangan yang dimiliki ~aksaan ini juga dimiliki oleh lembaga 

KPK hanya saja KPK dalaru melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan tidak banya terikat pada hukum acara dalam UU No. 8 tahun 1981 

(KUHAP), KUHP dan UU No. 20 tllhun 2001 tentang Perubahan terhadap 

UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi serta undang-undang 

laiunya yang betkaitan dengan pemberantasan lrorupsi tetapi juga dapat 

melakukan rerobosan di luar KUHAP sesuai dengan ketentuan di dalam UU 

No. 30 tllhun 2002 tentang Komisi Pernberantasan Korupsi. 

UniVersitas Indonesia Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH UI, 2009



83 

Hal ini dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga 

Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat 

independen dan babas dan pe11garuh kekuasaan manapun (pasal 3 UU No. 30 

tahun 2002) sehingga pembantukan Komisi ini bertujuan meningkatkan deya 

guna dan basil guna terbedep upaya pembernntasan tindek pidena korupsi. 

Meogenai keweoangan yang dimiliki dalarn satu baden oleh kejaksaan 

dan KPK ini akan kittt babes sam persatu. Peoyidikan secara etimologjs 

merupakan pedanan kala babas belande "opsporin!f', dar babasa lnggris 

"investigation" atau dan bebasa Latin "irwestigatio". Apabila ditinjau dan 

aspek penabepennya, sebelum mel.akuken suatu pe11yidiken diperlukan 

adenya gradasi tertentu, lazim disebut dengan penyelidiken. Jadi konkretnya 

berbicara visi pe11yidiken tidek akan menjadi lengkap dan mendapatkan 

deskripsi memadei apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan. 

1.1. Pony•lidikan. 

Berdasarkan keteotuan pesal 1 angka 5 KUHAP, pe!lyelidiken 

adalab serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidena guna menentukan 

dapet atau tideknya dilakuken pe11yidikan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang. 

Penyelidik menurut pasal 4 KUHAP adalab setiap pejabat poli.si 

negara Republik Indonesia, sedangkan menurut UU No. 30 tahun 2002 

Penyelidik KPK ialab penyelidik pada KPK yang diangkat dan 

diberhentikan oleh KPK (pasal 43 UU No. 30 tabun 2002). 

Tala cara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang 

dilakuken oleh Kmnisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada umurnnya 

dapat dirangkum sebagai berikut : 

Terbedap adenya dugaan babwa telab terjadi tindek pidana 

korupsi, ma.syarak:at depet melaporkannya secara langaung kepade 

penyelidik Komisi Penaberantasan Korup.si. Akses pe11gaduan ini depat 

disampaikan secara luas melalui berbagai media yaitu, penyampaian 

secara langsung ke kantor KPK, melalui tdepen, pos, surat elektr<mik (e-
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mail), dan faksimili (fax). 

Selanjutnya setelah menerima adanya laporan dugaan tindak 

pidana korupsi maka penyalidik akan melaknkan penyelidikan yang 

dilaknkan oleh penyelidik pada KPK, penuntut nmOill pada KPK akan 

melakukan supervisi atau pengawasan terhadap penyelidikan tersebut. 

Hal ini dilakukan karena apubila perkara tersebut dilanjutkan ke tahap 

penyidikan maka wajib hukOillnya agar perkara telllCbut dilanjutkan ke 

tahap penuntutan, hal ini dikarenakan KPK. tidak berwenang 

mengeluarkan SP3. Mengenai SP3 ini akan dibahas lebih lanjut pada 

bagian selanjutnya. Di sinitah diperlukan keeermatan dan ketelitian suatu 

profesionalitas dari penyidik dan penuntui nmOill dalam melak:;anakan 

tugasnya. Apabila dari basil penyelidikan diperoleh dugaan yang kuat 

leljadinya tindak pidana, kemudian penyelidikan yang telah dilakukan 

akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik 

akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuat ternng 

tindak pidana yang le!jadi dan untuk menentukan siapa yang menjadi 

tersangkanya. 

Pada penyidikan yang dilakukan olah Komisi Pomberantasan 

Tindak Pidana K.ompsi, penuntut umum mulai dilibalkan dalam 

penyidikan sebagai .peugawas. Penyidik akan berkonsultasi pada 

penuntut umum secara berkala. walaupun penyidiken belnm selesai. 

Disini penuntut umum barus cermat dan teliti, karana keberbasilan 

penuntutan juga dipengaruhi dari basil penyidikan. Apabila dalnm berkes 

perkara yang disemhkan oleh penyidik dianggap belum lengkap, 

penuntut umum pada KPK akan momberiken petunjuk langsung, manpun 

dengan menggunakan e-mail pada penyidik untuk melengkapi 

kekunmgan dalnm berkes perkara. Setelah penyidikan diauggap cukup 

maka penyidik akan menyerabkan berkes perkara tersebut ke penuntut 

umum untuk ditingkatkan ke tahap selanjutnya yaitu peu~!Jieran. 

Penuntut umnm pada KPK akan melimpabkan perkara tersebut ke 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (fipikor) untuk dilakukan 

penuutntan. 
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Pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menentukan 

apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak. Sumt dakwaan 

mempunya.i kedudukan yang sangat penting di dalam pemeriksaan 

perkaxa tindak pidana korupsi. Sum! dakwaan menjadi dasar pemeriksaan 

perkara dalam persidangan. Surat dakwaan akan menentukan arah 

pemeriksatm, dan disinilah terletak salah satu kelrualan jaksa penuntut 

umum dalam KUHAP. Dalam sunrt dakwaan, syamt formil yang 

menyangkut identitaa terdakwa dan syamt materiil yakni uraian seeara 

cetmat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 

baros dill.tllikan, dengan menyebutk.an waktu dan tempat tindak pidana 

dilakukan. Di dalam persidangan proses pembuktiao mempunya.i peran 

yaog saogat penting. 

Pada tahap ini, penuntut umum dan terdakwa yang diwakili oleh 

penasehat hukwnnya akan berupaya semaksimal mungkiu untuk 

mengajukao bukti·bukti yang dapat meyakiukao hakim. Apalagi dalam 

perkara korupsi, terdakwa sebagian besar •dalah pejabatlpegawai, atau 

orang-orang yang memilild kedudukan atau status sosial ekonomi yang 

relatif mapan, sehingga sebagian besar mampu mencari penasehat hokum 

untuk mendampingi serta memperjuanglrnn hak atau kepentingan 

terdakwa dalam persidangan. 

Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi aturan kelja 

yang dipergunaksn hampir sarna dengan atumn kelja yang dipergunakan 

oleh Kejaksaan yang disebut Staudar Operasional Prosedur (SOP}. 

Tata cara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang 

di!akukan oleh Kejaksaan pada umumnya dapat dirangklU11 sebagai 

beriknt: 

a. Hasil penyelidikan dan/atau basil audit BPK!BPKP ditindaklanjuti 

dengan menerbitk.an Sural Perintah Penyidikan. 

b. Berdasarkan sura! perintah tersebut, •im penyidik melakukan 

pemeriksaan saksi dan pengnmpulan barang bukti; 

c. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik membuat laporan 

perkembangan penyidikan yang mengnsulkan nama tersangka; 
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d. Selanjtnya dilakukan ekspose dan basil ekspose ditetapkan 

tersangkanya; 

e. Hasil pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan tersangka serta penyitaan 

barang bukti yang Ielah dilakukan lalu dibuatkan berkss dan 

diserahkan ke penuntutan. 

1.2. Penyldikan. 

Mengenai pengertian penyidikan atau "opsporinft' itu menurut 

ketentuan pasal angka 2 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cam yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat rerang tentang tindak pidana yang terjadi guna 

menemukan tersangkanya. Penyidik menurut pasal 6 ayat (I) KUHAP 

odalah Pejabat Po!isi Negara Republik Jndoensia dan Pejabat pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang kburrus oleh undang-undang, 

sedangkan menurut UU No. 30 tabun 2002 tentang KPK penyidik adalah 

penyidik poda KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. 

Adapun bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara 

pidana menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. adalah: 

I. Ketentuan-ketentuan tentang alat penyidikan. 

2. Ketentuan-ketentuan tentang diketabuinya teljodinya delik. 

3. Pemeriksaan di tempa! kejadian. 

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa 

5. Penahanan sementara. 

6. Penggeledahan. 

7. Berita Acara (penggelednhan, interogasi dan perneriksaan di tempat). 

8. Penyitaan. 

9. Pengeyampingan perkara. 

·,10. Pelbupahan perkara kepoda penuntut umurn dan pengembaliannya 

kepoda penyidik untu.k disempumakan.31 

Dalam melakukllll taktik penyelidikan, diperlukan adanya sistem 

Andi Hamzab. Pengt:na(V Hukum Acara Pidana (Jakarta : Penerbit GaJia Indonesia, 19841 
hlm.l22. 
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yang bersifat baku dan konsisten. Walaupun modus operandi kejabatan 

lebih vatiatif dan canggih, tetapi menurut pandangan para doktrina ilmu 

hukum pidna dalam melakukan penyid.ikan perkara secara unniversal 

dikenal adanya sistem "7 -kah", yaitu : 

a. Apakab yang terjadi? (persoalan macam peristiwa). 

b. Dlmanakab perbuatan itu dilakukan? {tmpatuya). 

c. Kapankab perbuatan itu dilakukan? (waktunya). 

d. Dengan apakab perbuatan itu dilakukan? (alatuya). 

e. Bagaimanakab perbuatan itu dilakukan ? ( caranya). 

f. Mengapakab perbuatan itu dilakukan ? (motifuya). 

g. Siapakab yang melakukannya ? (pelakunya) 

Pada bagian taktik penyid.ikan (opsporingstactiek) atau bagian 

hukum pidana, pada umumnya keterangan saksi, alai bukti lain, 

keterangan terdakwa memegang peranan penting sehingga diperlukan 

adanya cara dan taktik agar para saksi mau dan dapat memberi 

keterangan yang benar dan jujur sehingga kesaksian tersebut merupakan 

salab sam bukti menentukan di persidangan. 

Sedangkan mengenai tehnik penyid.ikan pada dasamya suatu 

pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis dan bekas-bekas 

materiel dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya sehingga dengan 

mengetahui siapa pelaku dari tindak: pidana tersebut. 

Dati bagian taktik dan teknik penyid.ikan ini pada dasarnya 

bermanfaat dalarn mela.k-ula:n suam penyidikan pelaku tindak pidana 

korupsi. Sebagaimana diketahui bahwasanya modllo;; operandi, subjek 

pelaku dati tindak pidana korupsi ini lazimnya dilakukan oleh orang

orang yang mempunyai pengetahuan dan jabatan tertentu dan hal ini 

menurut pandangan doktrina d.inarnakan dengan kejabatan kerab putih 

(white collar crime). 

Pada prakteknya dalam menyid.ik pelaku tindak pidana korupsi 

selain dipergunakan taktik dan teknik penyid.ikan pada umumnya seperti 

diuraikan di alas, diperlukan juga pengetahuan, modus operandi yang 

vatiatif serta kejelian, ketepatan dan kecepatan uomk mengungkapkan 
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alat-alat bukti lain yang dapat berupa surat-sw:at, baik asli maupun fiktif, 

neraca dan jumal-jurual pembukuan dan lain-lain yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian nega:ra secara melawan hukum 

sebagaimana elemen terpenting dari tindak pidana korupsi. Jadi, 

konkretnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana kornpsi ddak 

terlepas dengan sarana taktik dan teknik penyidikan pada umumnya. 

Tabap selanjutnya setelah penyidikan adalah penuntutan. 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkam 

ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Hukum Acara pidana dcngan pennintaan supaya diperiksa 

dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. (pasal I angka 7 KUHAP). 

Penuntut umum adalob jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 

ini untuk melakukan permntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

Sedangkan penuntut menurnt UU No. 30 tahun 2002 adalah penuntut 

umum KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. 

Kewenangan dari KPK mengenai penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan terletak di pasal 1 I Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang 

menjadi dtik sen1rnl dari pelaksanaan kewenangan KPK terse but. 

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Korupsi menyataksn sebagai berikut : 

" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
hunif c Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang melakukan 
penyelidikan. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana !Wrupsi 
yang: 
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 

negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana 
karupsi yang di/alrukan oleh aparat penegak hulrum a/au 
penyelenggara Negara; 

b. Terhadap kasus yang meresahkan masyarakat; dan atau 
c. Kasus Korupsi diatas Rp. 1.000.()00.000,- (1 milyar ropiah) keatas. 

Pasal ini dapat disebut pesal yang merupakan ''job description" 

dari KPK. Apabila diperhatikan maka tugas yang dimaksud dari Pasal ll 

adalah kewenangan KPK. dalam melakukan penyelidikan, penyidikan 

dan penuntutan terbadap tindak pidana korupei ( pasal 6 huruf c) yang 

merupakan kewenangan pokok dari KPK. 
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Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang dimi!ki oleh KPK 

yaitu sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut dalaro Tindak Pidane 

Khusus, dalam hal ini termasuk korupsi. 

Pasal284 KUHAP menyatakan sebagai berilrut : 

Dalam waklU dua U!hun setelah undang-undang ini diundangkan maka 
terhadap semua perkara diberlakakan ketentuan Wldang-undang ini 
dangan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara 
pidane sebagaimana tersebnt pada undang-undang tertentu, sampai ada 
pernbaban dan alllu dinyatakan tidak berlalru lagi. 

Hal ini dipeljelas dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) ketentuan b 

KUHAP yang menyatakan sebagai berilrut : 

"Yang dimaksud dengan ketentuan ldw.sus acaro pidana sebagaimana 
tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara 
pidana sebagalmana tersebut yaitu antara lain: 

1. Undang-Undang tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradi/an 
tindak pi dana elwnomi (Undang-undang Nomor 7 talnm 1 955) 

2. Undang..Undang tentang Pemberantasan Tindalc Pidana Korupsi 
(Undang-Undang Nomor 3 talnm 1971)." 

Dalam hal ini dipertegas dalam Undang-undang No.16 U!hun 

2004 tenteng Kejaksaan Pasal 30 (huruf d) yang menyatakan sehagai 

berikut: 

" (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempanyai tugas dan wewenang 
sebagai berikut : 
d. melalrukan penyidikan terhadap tindak pidana terteniU 

berdasarkan undang-undang; " 

Maka akan sangat dikhawatirkan ketika tirnbul kerancuan 

kewenangan antara Kejaksaan dan KPK dirnasa datang akan teljadi 

persaingan. Kejaksaan akan menganggap KPK sebagai kompetitor dan 

begitu juga sebaliknya KPK menganggap Kejaksaan sebagai kompetitor, 

misalnya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Babkan 

apebila kewenangan dan koordinasi ini tidak dikelola bati-hati maka akan 

tirnbul kelak masalab klasik antara polisi dan jaksa. Dirr>aua peda suatu 
' 

kasus polis! menangkap anggota kejaksaan yang diduga terlibat 

kejabatan, kejaksaan menangkap anggota kepolisan yang diduga hal yang 

~ padahal m.asalah yang sebenarnya adalah adanya "esprit de corps", 

dan ego masing-masing instansi untuk mennnjukkan kewenangan intansi 
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manakah yang paling dominan satu dengan yang lainnya. 

Untuk mengtrindari hal seperti itu maka di dalam Penjelasan UU 

No. 30 tahun 2002 telah digarisbesarkan antam lain bahwa Komisi 

Pemberantasan Korupsi: 

l. Dapat menyusun jaringan kega (networking) yang kuat dan 

memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" 

yang kondusif sehingga pemberanll!sao korupsi dapat dilaksanakao 

secara. efisien dan efektif; 

2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidika:n, penyidikan dan 

penuntuta.n; 

3. Berfungsi sebngai pemicu dan pemberdayaan institusi yang te!ah ada 

dalam pembernntasan koropsi (trigger mechanism); 

4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang 

telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengsmbil alih tugas dan 

wewenangpenyelidika:n, penyidikan dan penuntutan (superbod:y) yang 

sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. 

Dengan demikian dapatlah disimpulkan kewenangan KPK dalam 

pasal ll ayat a UU No. 30 tahun 2002 hanyalah mempertegas 

kewenangan yang juga dimllild oleh Kejaksaan dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan panuntutan tindak pidana korupsi, hanya 

saja lebih dispesifikasi "job description" nya bahwa KPK memillki 

kewenangan melakukan penyelidika:n, penyidikan dan penuntutan 

terhadap aparat penegak hukum dan aparat penyeleoggara negara yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi. 

Berkenaan dangan pelaksanaan tugas dan wewenangayo. yaitu 

melakukan penyelidika:n, penyidikan dan penuntutan maka KPK dapat 

melakukan terobosan keluar seperti yang telah diatur daiam KUHAP. Hal 

ini sesuai dengan azas 11lex specialis derogat lex generalis" dalam 

Hukum Aca.'l\ Pidaruo, dimana UU yang kbuaus mengesampingkan UU 

yang umum. Misainya dalam melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 

47 UU No. 30 tahun 2002, KPK dapat melakukan penyilllan tanpa 

memerlukan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negari setempat, 
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dimana hal ini bertentangan dengan pasal38 ayat (!) KUHAP. 

Perbedaan selanjutnya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan yang dilakukan KPK dibanding dengan instansi kejaksaan 

yaitu: 

I. Adanya "prosedur kbusus" pasa146 ayat (I) UU No. 30 tabun 2002. 

KPK dapat melakukan prosedur khusus sesuai dengan bWlyi 

Penjelasan pasal 46 ayat (!) UU No. 30 tabun 2002, yaitu prosedur 

khusus untuk tidak melakukan kewajiban memperoleh ijin bagi 

tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan 

pemeriksaan. Menurut naraswnber di kejaksaan prosedur khusus ini 

seharusnya juga dimiliki oleh kejaksaan karena selama ini hambatan 

yang selalu ter:jadi dalam penanganan perkara korupsi selalu 

terbentur dengan pennasalahan ijin dari atasan yang diperiksa. 

Keluamya ijin disini kadang memerlukan waktu yang cukup lama 

dalam prosesnya sehingga menghambat proses pemeriksaan terhadap 

pejabat yang diperiksa. Menurut nara sumber karni di kejaksaan 

keluamya surat ijin pemeriksaan ini bahkan kadang sarnpai 

memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan 

program percepatan penanganan perkara korupsi yang didengungkan 

Pemerintah. 

Berikut beberapa rekap data untuk ijin pemeriksaan32 

a. Tabel 3.1. Rekap data para pejabat yang bel urn mendapat ij in 

pemeriksaan dari Presiden Rl sebagai tersangka atau saksi 

periode tahun 2005-2008. 

Data dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 
RT, Jakarta 

Universitas Indonesia 
Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH UI, 2009



92 

No Jabatan Tersangka Saksi Jumlah 

1 Anggota ! 4 5 
MPR!DPR 

2 Gubemur!Waki! 2 4 6 
Gubemur 

3 Bupati!Wakil 19 23 42 
Bupati 

4 Wa!ikota!Wakil 6 6 12 
Walikcrta 

Jurolah 28 37 65 

b. Tabel3.2. 

No 

1 

2 

3 

Rekap data para pejabat yang sudab mendapat ijin pcmeriksaan 

dari Preslden Rl scbagai tersangka atau saksi periode tahun 

2005-2oog. 

--
Jabatan Tersangka Saksi Jumlah 

Gubemur!Wakll 6 ! 7 
Gubernur 

Bupati!Waki1 6 13 19 
Bupati 

Walikota/Wakil 2 3 5 
Wa1ikota 

Jumlah 14 17 31 

c. Tabel3,3. 

No 

I 

2 

Jmlb 

Rckap data anggota DPRD Tk. I y.mg dimintakan pemeriksaan 

kepada Mendagri sebagai tersangk:a atau saksi periode lahun 

2005-2000. 

Jabatan Tersangka/surat Saksi/surat Jml Koc 
permohonao permohonan 

ijio ijin 
oemeriksaan oemeriksaan 

OPRDI 20 26 46 Sudah 
mendapat 
kan ijin 

DPRDI 3 6 9 Belum 
mendapat 
kan tiin 

23 32 55 
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Untuk mengantisipasi belum keluarnya surnt ijin pemeriksaan ini 

maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2009 

tenlang Petunjuk Ijin Penyidikan Terhadap Kopala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dan anggota DPRD tmggal 30 April 2009, 

Mahkamah Agung memberi petunjuk: 

I) Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pomerintahan 

Daerah bunyi pasal tersebut harus ditafsirkan dan perlu 

diperbatikan adalah ada/tidakaya permintaan persetujuan yang 

dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada surat penndntaan dan 

telah lewat waktu 60 hari, maka ijin persetujuan penyelidikan 

alan penyidikan dari Presiden menjadi tidak relevan lagi. 

2) Pasal 106 UU No. 2212003 tenlang Uudang-undang Susunan 

dan Kedudukan. Pena!Siran pasal 106 ayat (4) Mahkamah 

Agung berpendapat terbadap anggota MPR/DPR, DPD, DPRD 

Provinsi dan DPRDKahupateo/Walikota yang diduga 

melakukan tindak pidana korupsi terorisme dan tindak pidana 

lain (selain korupsl dan terorisrne). tertangkap tangan maka 

penyidikan maka penyidikan tidak perlu meminta 

ijin/persetujuan tertu[is. 

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini maka segala permasalahan 

yang menjadi kendala bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan 

da\a:m perkara korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara 

Ielah diakomodir. 

2. Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan 

(SP3). 

Dala:m hal pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan 

Penuntulan (SP3), Pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 

menyatakan dengan jelas bahwa : KPK tidak berwenang 

mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan panuntutan 

dala:m perkara tindak pidana kurupsi. Hal ini berbeda dengan inslansi 

kejakaaan yang berwenang mengeluarkan SP3. 
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Mengerurl penghentian penyidlkan. UU No.8 Wtnn 1981 Pasal 140 

(2) dengan jelas menyatakan bahwa: 

a Dalam hal penuntut umum memutuskan nntuk menghentikan 

penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkern ditutup 

demi hukum penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam 

Surat Ketetapan. 

b. lsi sural ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan 

bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan 

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampa.ikan kepada si 

tersangka dan keluarga atan penasihat hukum, pejabat rumab 

Wtanan Negara, penyidik dan bakim. 

d. Apabila kemudian teruyata ada alasan barn, penuntut umum 

dapat melakukan penuntutan terbadap tersangka. 

Dalam bab ini sural ketetapan inilab yang disebut Sural Periutah 

Penghentian Penyidlkan dan Penuntutan. (SP3). 

Dalam SP3 ini ada beberapa alasan dilakakanldlkeluarkan SP3 oleb 

penyidlkyaitu: 

2.l.Perkern yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang 

cukup, sebingga jika parkarenya diajukan ke pemeriksaan 

sidang pengadilun, diduga kerns terdakwa akan dibebaskan· 

hakim, atas kesalaban yang didakwakan tidak rerbukti. Untuk 

menghindari keputusan pambebasan yang demikian lebih 

bijaksana pennntut umnm menghentikan penuntutan. 

2.2.Apn yang ditudubkan kepada terdakwa bukan mempakan tindak 

pidana kejahatan atau pelanggaran. 

Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkern basil 

pameriksaan penyidikan. dan berkesimpulan bahwa apa yang 

disangkakan pa>l.}'\dlk terhadap terdakwa bukan merupakan 

tindak pidana k<tiahatan atau pelanggaran penuntut umum lebih 

baik menghentikan penuntutan sebab bagaimanapun dakwaan 

yang bukan mempakan tindak pidana kejebatan atau 
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pelanggaran yang <liajukan keprula sidang penga<lilan prula 

dasamya haldm aksn melepesksn terdakwa dari segala ltmtulan 

bukum. 

2.3. Pengbentian penuntulan alas dasar per:kara ditutup demi bukum 

atau set aside. 

Pengbentian penuntutsn alas dasar perkara <litutup demi huk:um 

ialah tindak pidana yang terdakwanya oleh huk:um sendiri telah 

<libebasksn dari ltmtnlan atau dakwaaan perkara itu sendiri telah 

<litutup oleh hukum luu:us ditutup atau dihentiksn 

pemeriksaannya pada semua tiugkat pemeriksaan. A!llSl!ll 

huk:um yang menyebabksn suatu per:kara ditutup demi huk:um 

bisa didasarksn .antara lain : 

2.3.1. Karena tersangka I terdakwa meninggal dtmia. 

Hal ini sesuai dengan asas huk:um yang dianut bahwa 

suatu perbualan tindak pidana hanya dapat 

diperlanggungjawabkan kepada orang yang melakoksn 

sendiri tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pasal 77 KUHP yang menyatakan pertsnggungjawaban 

tidak dapat dipiindahksn 

2.3.2. Karena alasan nebis in idem. 

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan 

mengbuk:um seseorang dua kali atas pelanggaran tindak 

pidana yang sama. Seseorang banya boleh dihukum satu 

kali saja atas suaiu kejabaltm atau pelanggaran tindak 

pidana yang sama. 

Meskipun demikian, penul.is berpendapat bahwa hal ini 

banya dapat dilakoksn pada tindak pidana yang bersifat 

subject ataupun perseorangan dan tiodak pidana umum 

saja, apabila telah menyangkut kejabatan terorganisir 

(organized crime) seperti narkotika, terorisme, pencucian 

uang (money laundering) termasuk korupsi, maka 

perlanggungjawaban ini dapat dilakukan dengao 
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tanggung jawab kotporasi dimana bukan hanya yang 

melakukan tindak pidana saja yang bertanggungjawab, 

akan tetapi juga kelompoknya termasuk otuk perencaoa 

lrejahatan yang membiayai dari sebuah jaringun yang 

terllbat k~ahatan tersebut daput dituntut dengan tuntutan 

pidana. 

2.3.3. Karena alasao kadaluarsa. 

Terbadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut 

umum, ternyata telah kadaluwarsa sebagahuana yang 

diatur dalam Pasal 78-80 KUHP. 

2.3.4. Alasan pendeponiran perkara karena asas opportunitas. 

Perkara si tersaogka memaog cuknp alasao dan bukti 

uotuk diajukan dan diperiksa dimulre sidang pengadilan 

dari fakta yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat 

dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang euknp lhlcta 

dan bukti ini, "sengaja dikesampingkan untuk 

dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum atas 

alasan : "demi kepentingan umu.m11 menwut pasal 35 

huruf c UU No.l6 talmn 2004 yang dimaksud dengan 

kepentingan umum adalah "kepentingan hangaa dan 

negara dan atau kepentingan masyarakat luas". Dalam 

pengenyampingan perkara, hukum dan penegakan 

hukum dikorbankan demi kepeutingan umum. 

Terbadap keseluruhan alasan ini, KPK tetap tidak dapat melalrukan 

panghentian penyidikan dan penuntutannya terhadap perkara yang 

ditanganinya sarnpai perkara tersebut dilimpahkao ke Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Maka timbul pertanyaan, apelreh selnruh kasus yang sekareng 

sedang ditangani oleh KPK balk yang sadang dalam penyelidikan, 

penyidikan hams dilanjutkao penyidikan dan penunlutannya ? 

Setiap perkara yang ditangani olah KPK selalu bermuara pada 

pengadilan yaitn Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi 
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(Tipikor) kareru!. KPK selain tidak berweuang menge!Ul!!kan SP3 

juga terkait dengan prinsip kehati-hatian bagi KPK ketika nendak 

melakukan kewenangan pengambilalihan perkara maupun 

kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkem. 33 

Disini penyelidik di KPK benar-benar harus menggali setiap dugaan 

perkara korupsi sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, hal ini 

dimaksudkan apabila memang tidak cukup adanya alat bukti maka 

KPK dapat menghentikan penyelidikan tersebut tanpa perlu adanya 

SP3. 

Sadangkan di instansi kejaksaan setiap perkara yang dipatiksa dan 

disidik oleh penyidik kejaksaan tidak selalu bermUl!!a ke pengadi1an. 

Billa saja dihentikan penyidikan dan penuntutannya korena mernang 

te1ah diatur dalarn tmdang-undang yaitu pasal 35 huruf c UU No. 16 

tahun 2004 jo pasal 140 ayat (2} UU No. 8 tahun 1981, berdasarkan 

alasan-alasan yang disebutkan di atas. Meskipun demikian alasan 

pengeluaran SP3 ini depot dibuka kembali oleh penyidik apabila di 

kemudian bari terdepat/ditemukan alasan baru (pasal 140 ayat (2) 

huruf d UU No. 8 tah!lll 1981 tentang KUHAP). 

Perbedaan kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan {SP3) inilab yang 

menyebabkan teljadinya perbedean dalarn jumlah perkara yang 

dihentikan penyidikan dan penuntutannya antara instansi kejaksaan 

dan KPK pade setiap perkara yang masuk dan ditangani oleh 

rnasing-masing instansi ter.>ebut. 

Akan tetapi publik dapat menilai dari kinerja KPK., apakab telab 

sungguh-sungguh melakukan tugas dan kewenangannya atau tidak. 

Dalam hal ini dapat juga timbul permasalaban: bagaimana terhadep 

kasus-kasus yang sedang dilakukan penyelidikan dau penyidikannya 

saat ini oleb KPK? Apakab harus segera diajukan ke pengadilan 

meskipuu aduan tersebut hanya fitnah belake? 

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 tahuu 

:u Yahya Harahap, Pembalwsan Permt:l$a/ahun da/om Penerapan KUHAP: Penyidikun dan 
Pemmtutan (Jakarta: SinarGrafika, Edis! kedua, Cetakan ke-5, 2003), hlm. 436437. 
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2002 yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Komisi Pemberantasan Koropsi berasaskan pada: 

a Kepastian hukum 

b. Keterbukaan 

c. Akuntabilitas 

d. Kepanllngan umum; dan 

e. Proporsionalitas 

Dalam hal i.n.i sellrin melakukan prinsip-prinsip Tata Kelola yang 

Baik (Good Governance) yaitu Prinsip kehati-hatian, KPK. juga 

barns melaksonakan ke-5 asas yang dinyatakan dalam pasal 5 

tersebut. Apabila kasus-kasus tersebut masih dalam tahap 

peoyelidikan make KPK harus sungguh-sunggnh mencari bukti yang 

kuat tu1tuk billa ditingketkan ke tahap penyelidikan. Apabila temyata 

itu hanya fitnah dan tidak benar, maka KPK barns melaporkan 

dengan terbuka kepada publik dengan menyatakan bahwa kasus ini 

tidak mempunyai bukti yang kuat untuk dilanjutken ketahap 

penyidikan begitu seterosnya sehingga nama baik yang dicemarkan 

dapat direhahilitasi kembali. Begitu juga sebaliknya apabila perkara 

tersebut benar dan bukti yang kua~ maka KPK harus 

melanjutkennya ke Pengadilan Tiodak Pidana K.orupsi. 

3. Masalah peoyitaan tanpa i.zin dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal 

47) 

Pasal 47UU No. 30 tabun 2002 menyatakan: 

1) Alas dugaan yang kuat adanya bukti pemulaan yang cukup 

penyidik depat melakukan penyitaan tanpa i.zin Ketua 

Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. 

2) Ketentuan peraturan penmdang-udengan yang berlaku yang 

mengatur mengenai tin<la:ki;.."'\_ penyitaan tidak berlaku 

berdasarkan undang-undang ini. 

Dari ketentuan ini. timbul pertanyaan apakeb : apakah ketentuan 

penyitaan i.n.i dapat dllakukan oleh KPK? 
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Apabila diperhai:ikan sepintas. maka mungkin tidal< ada 

permasalaban dalam masalab ini apalagi dinyatakan dalam ayat 2 

babwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang belake dalam 

hal penyitann dinyatakan batol demi huknm. Aken tetapi kalau 

diperhatiken lebih seksama., make aken timbul pertanyaan tersebut di 

alas. Hal ini dikarenaken dalam proses penyitaan, make sebelum 

adanya penyitann biOBanya aken dilakukan upaya penggeledaban 

oleh pihak Penyidik KPK untuk menemuken bukti-bukti lcbih lanjut 

dari tindak pidana kerupsi yang dilakukan oleh si tersangka 

Dalam hal penggeledaban KUHAP mengatur pasal 125 s/d 127. 

Pada sctiap tindakan penggeledaban, penyidik "wajib" memerluken 

izin, bentuan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam 

prakteknya., hantuan itu berupa keharusan, apabila dikailkan dengan 

jaminan "hak asasi;' dan untuk membatasi penggeladahan yang 

knrang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal ini apabila penyidik KPK hendak melakukan pemeriksaan 

penggeledahan dan hendak mencari bukti-bukti didalam rurnah 

sebelum menyita rumab tersebut, maka KPK tidak dapat langsung 

menyita rwnah tersebut lalau menggeledabnya, karena itu akan 

melanggar ketentuan KUHAP, dan kewenangan pasal 47 ini tidal< 

dapat dilakukan oleh KPK karena terbentur dengan ketenl:ulm pasal 

125 s/d 127 KUHAP. 

Solusi yang dapat diberikan adalab bahwa KPK rnelakekan 

koordinasi dan bertindak Supervisi deogan melakukan pengawasan 

terhadap perkara tersebut dan menyerahkan kepada Kepolisan dan 

Kcjaksaan lliltuk: sementara melakukan penyidikan tersebut, dan 

apabila KPK mengangggp penting kesus tersebut maka KPK dapat 

berkoordinasi dengan insitusi Kepolisian dan Kejaksaan untuk 

melakukan pengo.'1lbilalihan porkers terbadap kasus tersebut. 

1.2.1. Penangkapan 

Para penyidik KPK memiliki kekuasaan untuk melakukan 
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penangkapl!ll tanpa surat penangkllpan bila orang tersebut 

tertangkllp basah dalam melalrukan tinrlakan korupsi. Dalam situasi 

lain surat penangkllpen harus disampaikan kepada orang yang kuat 

diduga telah melakukan pelanggaran berdasarl<an bukti yang ada. 

Salinan swat penangkapan barus segera diberikan kepada keluarga 

dari orang yang ditangkllp tersebut setelah penangkapan 

dilakeanakl!ll. 

Tersangkll yang ditangkap oleh penyidik KPK, haik'dengan 

maupun tanpa surat penangkapan, dapat rutahan paling lama 24 

jam. 

Cara penanganan Penangkllpen diatur dalam Pasal 18 KUliAP 

yang menentuken: 

Pelakeanaan penangkllpan dilalrukan petugas kepelisan Negara 

Republik Indonesia dari ketentuan ini, sudah jellls petugas mana 

yang boleh melakukan penangkllpan kecuali dalam kedudukannya 

sebagai Penyidik berdasarkan pasal 284 ayat (2). Satpam atau 

Hansip tidak berwenang melalrukan penangkllpan, kecuaii dalam 

baJ tertangkllp Iangan. Dalam baJ tertangkap tangan "setiap orang 

berhak" melakakan penangkllpan dan bagi orang yang mempnnyai 

wewenang dalam tugas ketertiban, ketentranlan dan keamar.an 

wajib menangkap tersangka dalam baJ tertangkap Iangan (Pasal 1 II 

KilliAP). 

Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus 

memhawa "sural tugas penangkapan". Bagaimana jika sural tugas 

tidak ada? Kalau tidak ada, tersangkll boleb menolak untuk 

mematuhi perintah penangkllpan, karena surat tugas itu merupakan 

syarat formal yang bersifat "imperative"'. Juga agar jangan teljadi 

penangkapan yang dilakakan oleb oknurn yang tidak 

bertanggungjawab. 

Batas waktu panangkllpan menurut KilliAP berdasarkan ketentuan 

Pasal 19 ayat (1) telah ditentuken batas waktu penangkllpan, tidak 

bnleh lebih dari "satu" hari. Lewat dari satu hari, berarti telah 
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tetjadi pelangganm hukum dan dengan sendirinya penangkapan 

dianggap mtidak sah". Konsekuensinya, tersangka harus 

"dlbebaskan demi hukum". Atau jika batas waktu itu dllanggar 

tersangka ataupun penasihat hukumnya atau keluarganya dapat 

menainta pemeriksaan kepada Pra Peradilan tentang sah atau 

tidaknya penangkapan dan sekaligus menuntut ganti. rugi. 

l.Z.2. Penabanau 

Para peuyidlk KPK memiliki keknasaan untuk menaban Ol'llllg yang 

ditangkap hingga 20 bari, dlmana orang tersebut diduga kuat telab 

melakukan ti.udak petanggaran herdasarkan bukti yang ada, dan 

situasinya menlmbulkan keyakinan babwa orang tersebut akan 

melariksu diri, merusak atau mengbilangkan bukti fisik dan atau 

mengulangi tindak pelanggaran. Surat peuabanan akan 

disompeikan kepeda tersangka (a tau dalam keadaan tertentu kepada 

tertuduh), yang menenangkan identitas tersangka (atau tertudub) 

dan menyatakan alasan un~tik penabanannya dan secara singkat 

menjelaskan kasus kriminal yang disangkakan (ditudubkan) serta 

tempat penabanan orang tersebut. Salman dari surat penabanan 

dibarikan kepada keluarga orang yang din1aksud. 

Bila penyidik memerlukan waktu !ebih lama dalam keadaan seperti 

diuraikan di atas, dia dapat mengajukannya kepada penuntut umum 

untuk memperpanjang waktu penabanan sampai dengan 40 hari 

Jagi. Setelab 60 hari masa penabanan, teJ:llangka (atau tertudub) 

harus dilepaskan. 

Jika beralasan, sural pennohonan kepada Kepala Pengadilan Negeri 

dapet disampaikan untuk meminta perpanjangan 2 X 30 bari 

dimana pada akhir jangka waktu tCJ:llebut, teJ:llangka (atau tertudub) 

hams dihebaskan. 

Bilamana alasan-alasan peuabanan atau perpanjangannya tidak lagi 

berlaku atau penyidikan selesai dan tidak diperkukan tindakau 

Janjul terhadap orang yang ditahan sebelum jangka waktu 20 atau 
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60 atau 120 hari berakhir, orang yang ditaban itu hams dibebaskan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahw.t 

kewenangan yang diroilki KPK merupakan kewenangan yang biasa 

dikarenakan institusi kejaksaan juga memilikinya Bahkan ada 

kewenangannya yang khusus diberikan undang-undang untuk itu, 

hanya saja mungkin tugas dari KPK yang dapat dikatakan luar 

biasa. Tugas KPK terutama yang dinyatakan dalam pasal6 UU No. 

30 tabun 2002 yaitu koordinator dengan instansi yang berwenang, 

snpervisi, penyelidikan, penyidikan den penuntutan serta 

monitoring. Dalarn masalah penangkapan wewenang yang 

diharikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber 

ataa wewenang yang diharikan Undeng-nndang tersebu~ penyidik 

berbak mengurangi kebebasan dan bak asasi seoserang, asal hak itu 

masih berpijak pada landasan bukum. Mengenai alasan 

pen!Ulgkapan Pasal 17 KUHAP menyatakan 

(a) seseorang tersangka didnga kerns melaknkan tindakan pi dana 

(h) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bnkti permulaan yang 

cukup. 

Yang dimaksud bnkti permulaan yang cukup menurut Penjelasan 

pasal 17 ialah bnkti permulaan "untuk menduga" adanya tindak 

pidana sesnai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan 

Pasal 17 menyatakan : "Pasal ini menunjukkan bahwa perintah 

panangkapan tidak dapat dilaknkan dengan "sewenang-wenang 

tetapi ditunjukkan lrepade meraka yang betnl-betul melaknkan 

tindak pidana I!. 

Pengertian "bnkti permulaan yang cukup" dari pendekatan leori 

den pmktek masih dapet diperdebalkan. Sekelipun pengertian 

permulaan bukti yang cukup dicoba dikeilkan dengan bunyi' pasal 

17 mapun pengertian yang dibubungkan dengru:;:,lfetentuan Pasal I 

butir 14, banya berupa ulangan dari penjeinsan pasal 17. Petugas 

Penyidik KPK diberdayakan untuk metakukan penangkapan den 

menahan para tersangka. Prosedur ini dinraikan dalam KUHAP 
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yang mana ketetapan berikut telah dikembangkan. 

Tindakan penangkapan baru dapat diakukan oleh Penyidik KPK 

apabila seseorang itu "dlduga keras" melakukan tindak pidana dan 

dugaan itu didukung olah permulaan bukti yang cukup. Mengenai 

apa yang dlmaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat 

uudang-undang menyerahkan sepenulmya kepada penyidlk KPK. 

Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa 

menimbulkan "kekurangposdan" dalam praktek hukum serta 

sekaligus membawa kesulitan bagi Pra Perndilan untuk menilai 

tentang ada atau tidak permulaan bukti " yang cukup. 

Munculnya KPK merupakan wujud secara sadar bahwa proses 

berdasarkan hukum (KUHAP) kita telah dlsimpangi (telah menyatukan 

penyidlkan dan penuntutan dalam satu tangan). Bisa dlkatakan adanya KPK 

merupakan lompetan yang cukup jauh dan perubahan yang meudasa:r, karena 

KPK merupakan penggabungan dan wewenang pelisi dan jaksa dalam satu 

irutansi. 

Yang dipermasalahkan sekarang adalah jangan sampai teijadi 

duplikasi penanganan tindak pidaua korupsi. Penulis berpendapat bahwa 

duplikasi kewenaugan penyidikan tindak pidana korupsi itu perlu untuk 

memberikan keleluasaan kepada masymakat dalam mencari keadilan. Tapi 

yang barus dihiudarl<an adalah duplikesi penanganan. Untuk itu perlu diat.rr 

hukum acara/sistemnya 

Sehubungan untuk menghindari duplikasi penanganan perkara ini 

Prof. Dr. Jur. Andi Hamwh, SH. menyatakan sebaiknya apabila pananganan 

korupsi yang dllakukan oleh Komisi Pembenmtasan Tindak Pidana Korupsi 

dilakukan bila kerugian negara di alas Rp. I 0 milyar, sadangkan hila kerugian 

negara dibawah Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 1 milyar meka 

penanganannya berada dalarn kewenangan kejaksaan sedangkan untuk 

minimal kerugian negara di bawah Rp 1 milyar berada da1am kewenangan 

kepolisian. Sebingga dengan dernikian tidak ada lagi duplikasi pananganan 

kasus kompsi yang terjadi. 

Jalan keluar agar tidak teijadl duplikesi penanganan peikera tindak 
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pidana korupsi adalab dengan cara setiap panyidik dari KPK dan Kejaksaan 

dalam melaknkan panyidikan membuat SUra! Pemberitahuan Dimuloinya 

Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum sesuai dengan Hnknm Acara 

Pidana, karena SPDP juga merupakan salah satu syarat salmya penyidikan, 

setelab itu baru ia dianggap berwenang melaknkan penyidikan. 

Tujuan penyampaian SPDP kepada Pennntut Umwn : 

I. Penuntut Umum memberitahulcan kepada penyidik loin yang akan 

menangani kasu.s yang sama, agar 1idak le!jadi dupllkasi pananganan. 

2. Supaya ada kontrol dari masyarekm terhadap pauyidikan mengenai 

sejaub m.ana basil panyidikan, membuat lapot1lll kepada penuntut umum 

sudah sejaub mana panyidikan, akuntahilitas publik terhadap penyidikan 

dapat terbuka. Jadi yang mengontrol disini adalah sisrem ito sendiri. 

3. Manfaat SPDP (Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP), adalah 

pemberitahuan dini kepada penuntut umum dan membulca paluang 

kepada penyidik untuk memanfa.alkan petunjuk dari penuntut umum 

yang ditunjuk, sebingga dibarapkan penerapan pasal peratoran 

panmdang-undangan yang akan disangkakan lebih temrah, kekeliruan 

penerapan atot1lll hnknm dapat dihindari dan dapat mempercepat proses 

pen~idikan. Di loin pihak bagi penuntot umum sendiri secara dini telab 

dapat memparsiapkan ketentuan undang-undang mengenai pasal-pasal 

yang akan dldakwalcan dl persidangan. 

4. Tujuan penyampaian tembusan SPDP kepada penyidik lah!nya adalab 

untuk memberitahu kepada penyidik lain yang akan melaknkan 

penyidikan lerhadap kasus yang sama, agar tidak terjadi dupllkasi 

pananganan. 

1.3. Penontutan 

Penuntutun yang dllaknkan KPK dan Kejaksaan pada dasamya 

mempunyai prinsip yang sama yaitu mengacu kepada Undang-undang 

No. 8 tahun 1981 lentung KUHAP. Tugas penuntot disini seropa dlmulai 

dari tahap acara pemeriksaan di sidang pengadilan sampai kepada tahap 

melaksanakan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hnknm 
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!etap. 

Dalam upaya lebih memacu lrine!ja kejaksaan berkaltan dengan 

penuntutan dalam pemberantasan korupsi, Jaksa Agung telah 

mengeluarkan Su.rat Edaran No. : SE-007/NJ.Ail!/2004 tanggal 26 

Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perk:ara-perkara 

Tindak Pidana K.orupai Se-lndonesia, yang pada pokoknya 

menginstruksikan : 

l. Semua penyidikan perk:ara knrupai yang masih ada di seluruh kejati 

dan Kejari agar dlnmtaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan; 

2. Untuk perlwa kornpai yang pentinglmenarik perbatian masyarakat 

(menyangkut pejabat negara, legislatif, eksekotif atau tokoh 

masyarakatlbisuls) agar diotamakan penyelesaiarmya. 

3. Terhadap sesrorang yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam 

perk:ara tindak pidana korupsi, sesegera mungkin dilekokan 

pencekalan, agar tidak dapat melarikan diri ke luar nageri; 

4. Untuk memberikan efek jera (deterrent effect) dan daya tangkal 

(prevency effect) Ielah dtinslruksikon kepada Kejati dan Kejeri agar 

tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukoman yang tinggi 

kepada pelaku korupsi bahkan bila perlu secara kssulstis dituntut 

hukuman mali. 

Dari Surat Edaran Jaksa Agung ini nampak sekali bahwa fungsi K.omisi 

Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism bagi lembaga 

kejaksaan dalam penegaksn hukom tindak pidana kornpai telah berhasil. 

Hal ini terlibat dari !abel berikot ini 34 

M Kejaksaan Agung Rl, Profil Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung R1 {Jakarta : Keja.tsaan 
Agung RI, tanggall3 Januari 2008), blm. 25. 
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Tabel3.4. : Tahap penuntutart/dilimpahkan ke pengadilan. 

Tabun Penyidtkao Penuntutan Prosentase (%) 

KPK Kejaksaan KPK Kejaksaan KPK Kej:aksaau 

2004 2 523 2 460 3,32 74,31 

2005 12 546 17 542 3,28 72,65 

2006 26 588 23 515 2,82 63,04 

2007 23 636 27 512 3,65 69,28 

2008 47 8>0 38 849 3,63 IH,09 

Jnmlab 110 3.143 107 2.878 2,10 72,53 

Sedangkan lreuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan 

R1 dari tahun 2004 s/d 2008 berjumlah Rp. 4.927.277.318.110,39 dan 

US $ 18,000,000.- sedangkan KPK pada periode yang sama telah 

menyelamatkan uang negara sejumlah Rp. 476.456.872.901,-

Dengan berbagai kebijakan Kejaksaan tersebut perlrera-perkara tindak 

pidann korupsi yang digulirkan lre Pengadilan memang meningkat tajarn. 

Meskipun demikian, narnpaknya upaya tersebut masih belum juga 

mampu menekan laju peningkatan kasus-kasus korupsi, selain itu masih 

saja ada tersangka atau terdakwa tiudak pidann korupsi yang berhasil 

melarikan diri keluar negeri. 

1.4. Pengadilan 

Salah satu indikator bahwa korupsi Ielah merajalela dalam suatu negara 

adalah sistem pengadilan yang tiak beJjalan. Karena itu, kedaulatan 

hukum mut!ak diperlukan. Di berbngai negara, survey, menunjakan 

hahwa masyaralret menilai peradilan sangat korup. Di Ukraina, misalnya, 

tujuh puluh persen dari semua putusan pengadilan tidak dilaksanakan." 

Setiap negara memiliki prosedur-prosedur tersendiri dalarn ''ilal 

mengangkat hakim. Bahkan di negara Amerika Serikat, di bebernpa 

a.s Jeremy Pope. Strategi Memberan/(1$ KoropsL Elemen Sistem lniegritas Nast'ona{ (C(lrfj'Onting 
Corrupti011 : The Elemeni of Notional Integrity System), dimjemahkan oleh Masri Maris 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 123. 
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negara bagiannya haltim dipilih melalui pemilihan umum.36 

Tugas haltiin adalah menafsirkan hnkum dan prinsip-prinsip dasar dan 

asumsi-asumsi yang meJandasi hukum bersangkutan. Karena itu hak:im 

hams indpenden, tetapi tidak berarti ia dapat bertindak sewenang

wenang. Hak mendapat pemeriksaan yang adil dalam pemgadilan 

!ei!ll3Suk hak asasi manusia. Begitu juga dengan haltim-haltim yang 

diangkat pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Hakim-hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi 

tindak pidana pidana korupsi dan Mahkamah Agung terdiri atas haltim 

karier, Ketua Mahkamah Agung sedangkan haltim ad hoc diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua 

Mahkamal1 Agung. Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara tindak 

pidana korupsi dilakukan oleb Majelis haltim be~umlah 5 (lima) orang 

yang terdiri 2 (dua) orang haltim pada pengadilan negeri yang 

bersangkutan dan 3 (tiga) orang haltim ad hoc. 

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan 

tindak pidana korupsi dalam waktu 90 hari ke~a, sejak perkara 

dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi dimohonkan banding 

ke pengadilan tinggi, perkara tersebut dperiksa dan diputus dalam jangka 

waktu paling lama 60 hari kelja, terhitung sejak tanggal berkas perkara 

diterima oleh pengadilan tinggi, sedangkan dalam hal putusan pengadilan 

tinggi tindak pidana korupsi dimohoukan kasasi kepada Mahkamah 

Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 90 

hari kerja. 

Dari penjelasan tersebut di atas maka ketentuan tentang hukum acru:a 

dalara penanganan tindak pidana korupsi dapa1 dilihat pada ketentuan Pasal 

26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (hampir pardant redaksdonal 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 

Pasal3 UndangUndang No.3 Tebun 1971) disebu:kan bahwa: 

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadi/an 
terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasar/can hUkum acara 
pidana yang berlaku~ kecuali ditentukan lain dalam undang-undang in.i". 

39 fbid., hlm. 29. 
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Dari konteks ketentuan Posal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 sebagahnana tersebut di alas dapat dikonklusikan bahwa Hukum 

Acara Pidana yang berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan 

serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana 

yang berlaku pada saat itu (Hukum Positif I Ius Constitulum) lrecuali 

jika undang-undang menentukan lain. Apahila dengan bertitik tolak dari 

visi, perumusan dan pengesahan eksistensi Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387), jelaslah sudah bahwosanya 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana/KUHAP selaku Hukum Positif (Ius Constitutum I 

lw; Operatum) metnpakan Hukum Acara yang dipergunakan secara 

teoretis dan praktik pada semua tingkat peradilan dalam menangani 

Tindak Pidana Korupsi. Untak itu, dapat dikatakan bahwa adanya 

ketentuan hukum acara bcrsifut ganda bagi penyidikan, penuntutan dan 

peradilan pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Di satu sisi 

sebagai bagian Hukum Pidana Khusus (/u.s Singalorellus 

Speciale/Bijzonder strafrecht), Tindak Pidana Korupsi mempunyai 

hukum acara khusus yang menyimpang darl ketentuan hukum acara 

pada umumnya. Untak aspek ini, Hukum Acara Pidana yang ditcrapkan 

bersifat "lex specia/isf'. Konkretnya, adanya penyimpangan

penyimpanan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan 

mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemarlksaan di sidang 

dalam mendapatkan bukti-bukti snatu perkara pidana korupsi dan 

penyimpangan tersebut dilakukan bukan bcrarti bahwa hak asasi 

tersangks I terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi tidak dijamin atau 

dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan

penyimpangun itu bukan merupakan penghapusan seluruimya yang 

terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak osasi tersebut dari bahaya 

yang ~\timbutkan korupsi. Sedangkan di pihak lain. sebagai ketentuan 

umum atau "lex germralis" dalam artian bagaimana melakukan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam 

perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam 
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Undang-Undang No. 31 TahW11999, prosesnya identik dengan perkara 

pidana wnumnya yang mengacu KUHAP. Melihat sifat demikian, 

berdasarkan ketentuan teoretik dan praktik, hukum acara Tindak Pidana 

Korupsi bersifat ganda. Karena di samping mengacu kepada ketentuan 

acara pada UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagai "lex specialis ", 

juga berorentasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai "lex 

generalist,'. Adapun ketentu.an-ketentuan khusus atau "lex specialist" 

yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai 

dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi adaiah sebagai berikut: 

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sldang pengadilan 

daiam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain 

guna penyelesaikan secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999). Terhadap aspek lni, apabila terdapat 2 (dua) atau 

lebih psrkaru yang oleh undang-undang direntukan untuk 

didahulukan, mengenai penentuan prioritas perkara tersebut 

diserahkan pada tlnp lembaga yang betwenang di setiop proses 

peradilan; 

2. Dalam menentukm Tindak Pidana Korupsi yang sulit 

pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan dl bawah koordlnasi 

Jaksa Agung (Pasal 27 Undaog-Undaog No. 31 Tahun !999). 

Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan Tlndak Pldana Korupsi 

yang sulit pembuktiannya, antara lain Tindak Pidaoa Korupsi di 

bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan 

lndustri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan 

yang: 

2.1. bersifat llntas sektoral; 

2.2. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; alan 

2.3. dilakukan oleh rersangkalterdakwa yang berstatus sebagai 

penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan daiam Undang

Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
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3. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi 

keterangan tentang seiuruh haria bendanya dan haria benda istri 

atau suami, dan harta banda setiap orang atau korpnrasi yang 

diketahui dan atau diduga mempunyai bubungan dengan Tindak 

Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang

UndangNo. 31 Tahun 1999). 

4. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepen!ingan 

penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan 

berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan 

keuangan tersangka atau terdakwa menurut ketentuan perundang

undangan yang berlaku dan Gubemur Bank Indonesia 

berkewajiban memeouhi permintaan itu dalam waktu selambat

lambatuya 3 (tigs) hari terbitung sejak permintaan diterima secara 

lengkap, kemudian dapat dilaknkan pemblokiran dan bila kemu

dian basil pemeriksaan terbadap tersangka!terdakwa tidak 

diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut 

umum atau baldm, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran 

(Pasal 29 ayat (!), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999); 

5. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita sural kiriman 

melalui pos, telekomunikasi, ntau alat lainnya yang dicurigai 

memptmyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang 

sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). 

Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi 

kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempereepat proses 

penyidilcan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana untuk membnka, memeriksa atau menyita 

sural barns mempernleh izin terlebih dahulu dari Kelua Pengadilan 

Negeri; 

6. Dalam penyidilcan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan 

oraug lain yaug bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi 

dilarang menyebul nama atau alamal pelapor, atau hal-hal lain 
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yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas 

pelapor (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). 

Adapun yang di:maksud dengau Pelapor dalam ketentuan Pasal 31 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah orang yaog memberi 

infurmasi kepada penegak hukum mengenai suatu tlndak pidana 

dan bukan pelapor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal I angka 

24 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pi dana; 

7. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu 

atau 1ebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukop bukti, 

sedangkan secara nyata telall ada kerugian keoaogan negara, 

penyidik segera menyerallkan berkas perkara basil penyidikan 

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan 

perdata atau diserahkan kepada iostansi yang dirugikan untuk 

mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara Tindak 

Pidana Korupsi tidak mengbapuskan hak untuk menuntut kerugian 

terhadap keuangan negara (Pasal 32 Undang-Undang No. 31 

Tahuri 1999). Adapun yang rumaksud deogan secara nyata telah ada 

l:eruglan l:euangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat 

dihitung jumlalmya berdasarkan basil temuan instansi yang 

berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pulusan bebas adalah putusan pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (I) dan ayat (2) 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana; 

8. Dalam hal tersangkalterdakwa menioggal dunia pada saat 

dilakukan penyidikanlpemeriksaan ru sidang pengadilan sedangkan 

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, 

penyidik/penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara/ 

salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengac..-~ Negara 

atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan 

gugatan perdata terbadap abli wurisnya (Pasal 33 dan Pasal 34 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999); 
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9. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, 

kecuali ayah ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, 

anak dan cucu dati terdakwa. Orang yang dibebaskan scbagai saksi 

ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila mercka menghendaki dan 

disetujui secara tegas oleh terdakwa kemudian apabila tanpa 

persetujuan iui, mereka dapat memberikan keterangan sebagai 

saksi tanpa sumpab. Selain itu, kewajiban memberi kesaksian 

berlaku juga terhadap jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, 

kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya berus 

menyimpan rehasia (Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang No. 31 

Tahun 1999). Apabila dijaberkan lebih jauh, yang dimaksud 

dengan petugas agama ini adalah banya petugas Agama Katolik yang 

dimintakao bantnan kejiwaan, yang dipercaya menyimpanan 

rahasia; 

10. Dimungkiokan hak terdakwa mcmhuktikan bahwa ia tidak 

melakukan Tindak Pidana Korupsi dan adanya kewajiban penuntut 

mnum untuk membuktikan dakwaannya (Pasal37 Undaog-Undang 

No. 31 Tahun 1999). Aspek ini merupakan pembuktian terbalik 

yang bersifat terbatas atao berimbang, yakui terdakwa mempunyai 

hak untuk membuktikan bahwa la tldak melakukan Tindak Pidana 

Korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang selurub harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda 

setiap orang atau korporasi yang diduga mempuuyai hubungan 

dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut ummn tetap 

berkewajiban membuktikan dakwaanya. Pada asasnya, ketentuan 

ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan K.itab Undang

Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jakaa yang 

wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. 

Menurut ket.,.:!:(lall iui, terdakwn dapat membuktikan bahwa ia 

tidak melakokan Tindak Pidana Knrupsi. Apahila terdakwa dapat 

membuktikan hal tersebut, bukan berarti ia tidak terbukti 

melakukan knrupsi, sebab penuntut umum masih tetap 
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berkewajiban untuk membuktikan Tmdak Pidana Korupsi menurut 

ketentuan Posal 37 Undang-Undang No. 31 Tabun 1999 disebut 

sebagai pembuktian terbalik yang terbalas sebab jaksa masih tetap 

wajlb membuktikan dakwaannya. 

1 I. Peradiian in absentia dapat diterapkan Hakim (Pasal 38 Undang

Undang No. 31 Tabun 1999). Peradiian in absentia ini dapat 

diterapkan dalam bal terdakwa telab ilipanggil secara sab, dan tldak 

hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sab, perkara dapat 

diperikss dan diputus tanpa kehadirannya. Adapun· maksud 

diterapkan peradilan in absentia ini adalab untuk menyelamatkan 

kekayaan negara sebingga tanpa kehaditan terdakwa pun. perkara 

dapat diperikss dan diputus oleh Hakim. Apabila sebelum putusan 

dijatubkan terdakwa hadir, terdakwa wajib diperiksa dan segala 

ketetangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang yang 

sekarang. Kemudian, putusan yang dijatubkan tanpa kehadiran 

terdakwa oleh penuntut umum ditempel pada papan pengumunan 

pengadilan, kantor Pemerintab Daerah atau diberitabnkan kepada 

kuasanya dan untuk peradilan in absentia ini terdakwa meninggal 

dunia sebelum putusan dijatubkan dan terdapat cukup bukti kuat 

babwa yang bersangkutan telah melaknkan tlndak pidana korupsi, 

hakiro. atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan 

barang-barang yang telab disita dao untuk itu tldak dapat dilakukan 

upaya hnkum banding dao bagi setiap orang yang berkepentingan 

dapat mengajnkan keberatan kepada pengadilan yang Ielah 

menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (riga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal pengumuman; dan 

12. Jaksa Agung mengkoordinasikao dan mengendalikan penyelidikan 

penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan 

bersama-sama oleh orang yang tundnk pada Peradilan Umum dan 

Peradilan Militer (Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tabun 1999). 

AdapW1 yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah 

kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
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dimat.sud dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan dan ketentuan Pasal 39 ayat (I) Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2002 .. 

Dari sini terlibat bahwa tugas yang dimiliki KPK memsng sangat besar sekali 

diboodingkan dengan instansi kejaksaan tempi hal in! memang mempaksn 

suatu konsekuensi dari KPK sendiri sebagsi suatu lembaga anti korupsi yang 

kimsns dibentuk untuk mememngi korupsi. 

Meskipun KPK mempunyai tugas dan kewenangan yang lebih dalam 

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutlm akan tempi bal ini tidak 

oleh menynrutkan pemn kejaksaan sendiri dalam mememngi tindak pidana 

korupsi. Diharapkan KPK dapat menynsun jaringan keJja (networking) yang 

kuat dan memperlakukan institusi ysng Ielah ada sebagai "counter partner' 

yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara 

efisien dan efektif. 

2. Eksistensi kewenangan KPK (Komisl Pemberantasan Tirulak Pldana 

Korupat) mengambil a1ih pemeriksaan suatn perkara brupai dari pibak 

lain (kejaksaan). 

Dari segi kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, penegakan hukum represif terbadap para pelaku tindak pidana 

korupsi di Indoensia selama in! dilaksanakan oleh aperat penegak hukum 

seperti kepolisian dan kejaksaan. Kemudian, karena tindak pidana korupsi 

dianggap sebagai indak pidana luar biasa (extra ordinary crime) dan karena 

selama ini penindakan hukum terbadap para pelaku korupsi dinilai =ih 

belum optimal, maka berdasarkan W No. 30 tahun 2002 telah dibeutuk 

lembaga bara bernama Komisi Pembemntasan Korupsi (KPK). 

Kebndiran KPK lidak menghapuskan atau mengelimineer tugas dan 

wewenang aperat hukum yang ada (kepolisian dan k~aksaan) dalam 

menangan kasuo--keans korupsi tetapi justru untuk mendorong kinerja apru:at 

penegak hukum (trigger mechanism) dalam meningkutkan penanganan 

perkara-perkara korupsi. 

KPK hanya akan bertindak untuk rnengarabil alih penanganan 
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perkara-perkara korupsi dari kepolisian atau kejaksaan apabila ada indikasi 

kelam.banan atau terjadi kolusi dalam penanganan kasus korupsi tersebut. 

Tindakso pengambilalihan inilab yang disebut supervisi yang merupakan 

salab satu tugas dari KPK yang membedakan dari instansi lainnya dalarn 

penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 6 

huruf b UU No. 30 tahun 2002 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi 

mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Apabila suatu kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisan dan 

kejaksaan misalnya kasus BNI cabang Kebayoran baru tidak punya bukti 

yang kuat maka KPK harus memperkuat fungsi koordinasi antar instansi dan 

Supervisi antar instansi. Mengapa kasus ini selalu ditolak oleh Kejaksaan 

Tinggi DKI? ataupun apa masalab pembuktian yang kurang dimiliki oleh 

polisi dalarn perkara ini? . 

Dan apabila KPK menganggap bahwa ada permasalahan lain sesuai 

dengan pasal 9 UU No. 30 tahun 2002 maka KPK dapat mengarnbil alih 

penyidikan dan penuntutan dan harus mengajukan ke Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Wltuk diputus, meskipun dianggap perkara tersebut 

kemungkinan memiliki peluang untuk dibebaskan. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 menyatakan: 

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi teijadi dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi belwn melakukan penyidikan, sedangk:an perkara tersebut telah 

dilakukan penyidikan oleh Kepolisan atau kejaks~ instansi tersebut 

wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling 

lam bat 14 (em pat bel as hari) terhitung sejak tanggal dimulainya 

penyidikan. 

2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisan atau kejaksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) wajib dilakukan secara terus menerus dengan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan. 

penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kepolisan atau 

kejaksaan tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan. 
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Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepollsian dan 

atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi penyidikan yang 

dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut barus segera dihentikan. 

Bunyi pasal 8 Undang-Undang No. 30 tabun 2002 rentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi : 

(1) Dalam me/abanakan tugas supervlsi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6 hu111[ b, Kbmisi Pemberantasan Kbrupsi berwenang melakulwn 
pengawasan, penelitian atau penelaahtm terhadap instansi yang 
menja/an/wn tugas dan wewenangnya yang herlwltan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang da/am 
melaksanakan pelayanan puh/ik; 

(2) Da/am melaksanakan wewenang sehagaimana tlimaksud pada ayat (l), 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan terhndap pela/w tindak pidana lwl'llpsi yang 
sedang dila/cu/cun a/eh kepolisian atau kejaksaan 

(3) Da/am hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidi/cun 
atau penuntutan. kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan 
tersanglw dan seluruh berkas per/cura besrta a/at bukti dan do/cumen lain 
yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat be/as) hari kerja, 
terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

(4) Penyerahan sebagaimana dimakksud pada <zyat (3) dilalcukan dengan 
membuat dan menondatangani berita acara penyerahan sehingga segala 
tugas dan kewenangan kepo/isian atau kejaksaan pada saat penyerahan 
tersebut beralih kepada Komlsi Pemberanlasan Korupsi. 

Jika dikailklln dengan pasal 8 rernebnt di atas maka pengamhilaliban 

penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksnd, dilakukan oleh Komlsi 

Pemberantasan Korupei dengan alasan : 

a. Laporan masyarakat mcngenai tindak pidana korupsi tidak 

ditindaklanjuti; 

b. Proses pellllllganan tindak pidana korupsi seeara berlarot-larut atau 

tertunda-tandn tmpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelako 

tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 

d. Penanganan tindak piUi!')ll korupsi mengandung unsur korupsi; 

hambotan penanganan tindak pidana korupsi karena oampur tangan 

darl ekankotif, yudikalif atau legislalif atan; 

e. Keadean lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, 
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penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan 

daj)Jit dipertanggungjawabkan. (pasal 9 UU No. 30 tahun 2002 

tentaug Komisi Pembeilllltasan Korupsi) 

Lingk:up perkara tindak pidana korupsi yang dapat ditaugani oleh 

Komisi Pembeilllltasan Korupsi meliputi sebagai berilrut : 

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang 

lain yang ada kail:rulnya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 

b. Mendaj)Jit perbatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah). (pasal 11 UU No. 30 tahun 2002). 

Menurut Zet Tedung Allo penyidik di KPK, unsur ded pasalll ini 

merupakan altematif piliben ~a, dan untuk huruf b ini dikatakan 

tidal< ada ukoran tertentu yang dapat dikatakan rneresahkan 

masyarakat karena sulit sekaii menentukannya karena hersifat 

subjektif sehingga apabila unsur ded huruf a dan huruf c terpenuhi 

maka dianggap sudah termasuk cukup mendapat perhatian yang 

meresahkan masyarakat. 37 

Perkara-perkara yang telah dilakukan supervisi oleh KPK terbadap 

instansi kejakaaan sebanyak 35 perkara dengan perincian sebagai berilrut: 

Kejakaaan Tinggi Sulawesi Selatau sebanyak I perkara. 

- Kejakaaan Tinggi Jawa Bara1 sebanyak 1 perkara. 

- Kejakaaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4 perkara. 

- Kejakaaan Tinggi DKl Jaya sebanyak 5 perkara. 

- Kejakaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak 2 perkara. 

Kejakaaan Tinggikalimantan Barat sebanyak 1 perkara. 

K«iaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 2 perkara. 

- K~aksaan Tinggi Bengkulu sebanyak 1 perkara. 

- Kej.:.:'lllll Tinggi Gorontalo sebanyak 4 perkara. 

Kejakaaan Tinggi Sulawesi Utara sebanyak 2 perkara. 

Kejakaaan Tinggi Kalimantau Timur sebanyak 3 perkara. 

31 Wawancara dengan Zet Tadung Allo sebagai penyidik: dan penuntut umum KPK pada tanggal 
l April2009 pukul14.00 WID di Gedung KPK, Jakarta. 
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Salah satu conroh kasus pcrkara yang disupcrvisi oleh KPK yaitu 

kasus mark up pcngsdaan gednng kedubes RI di Singapura. Kllsus ini 

ditangani oleh Timta<J Tipikor yang bermula saat keduta<Jn mengajukan 

dana renovasi sebesar US$1,9 juta atau sek:itar Rpl7 miliar, Departemen 

Keuangan kemudian mengucnrkan dana Rpl6,4 miliar. Renovasi 

dilaksan.akan kontraktor Ben Soon Heng Engineering Enterprise, 

pcrusahsan milik Joim Lee Ah Kuang, wargs Singapura Joim menagih 

pembayaran setelah renovasi beraklllr pada November 2003, dan 

pembayaran dilakukan pada 31 Desember 2003. Dalam lembar tagihan, 

John rnenulis jumlah 3,38 juta dolar Singapura dan diiYayarkan Kedutaan 

sebesar 3,284 juta dolar Singapura, sisanya, 96.164 dolar Singapura atau 

sekitar Rp570 juta, dinyatakan sebagai utang Keduta<Jn. 

Kasus ini kernudian diperiksa oleh Timtas Tipikor yang mennrut 

penyelidikan Timtas Tipikor, uang yang diterima John cnrna 1,68 juta 

dolar Singapura yang dicicil 10 kali, sisanya sebesar I ,697 juta dolar 

Singapura atau sekitar Rp. 10,1 rniliar, dikan!ongi pejabet KBRI, lalu 

dibagikan kepada beberapa orang. Namnn tak lama kernudian pada tahun 

2006 Timtas tipikor lalu dibubarkan sehingga KPK pwt kemudian 

mengambil alih peny:idikan kasus tersebut Pengambilalihan inl selain 

karena timtas tipikor sudah dinonaktifken juga dimaksudkan agar 

penanganan perkara tersebut tidak berlarut-larut dalarn pcnyelesaiannya 

sehingga program pereepatan penanganan kasus korupsi terealisasikan. 30 

Kegiatau supervisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, pcnyldikan 

dan panuntutan sebagairnana dimakeud dalam pasal 6 Jruruf c, Komisi 

Pernberantasan Kerupai berwenang : 

a. Melakukan penyadapan dan nrerekam pernbicaraan; 

33 Komisi Pemhemntasan Kornps~ Laporan Talnman KPK Tahun 2008, {Jakarta : Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2008). hal. 25~26. 

:~9 frttp:l/medfabolon.com/index.pmt/OPtion=com oontc:nt&view=article&i~893:pempan 
pengadilan..terhadap-penegakan~ham-dalam-kubap&ca~54:hukum&Ttemid=l52 
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b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 

seseonmg bepergian ke luar negeri; 

c. Meminta keterangan kepada bank alan lembaga keuangao laiuuya 

tentaog keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 

diperiksa 

d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan laiuuya untuk 

memblokir rekening yang diduga basil dari korupsi milik tersangka, 

terdakwa atau pihak lain yaag terkait; 

e. Mernerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberbenlikan sementara tersangka dari jabatannya; 

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 

kepada instansi yang terkait; 

g. Menghenlikan sementara sernua tmnsaksi keuangan, transaksi 

perdagangan dan pe!jalan lainnya atau peneabutan sementara 

perijinan, lisensi serta konsensi yaag dilkokan atau dimiliki oleb 

tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yaag 

cukop ada hubungannya dengan tindak pidaaa korupsi yang sedang 

diperiksa; 

h. Mcminta bantuan interpol Indonesia atau instansi pencgak hukum 

negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan 

baranghakti di luar negeri; 

i. Meminta bantuan kepnlisian atau instansi lain yang terkait untuk 

melakokan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

dalam perkara tindak pidaaa korupsi yang sedang ditaogani. (pasal 

12) 

Selain tugas dan wewenang dan kewajiban Kornisi Pernbe.rantasan 

Korupsi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keteotuan pasal 38 s/d 

pasal 52 UU No. 30 tahun 2002 juga ditentukan tentaog penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang merupakan proses 

adjudikasi. Pada dasarnya proses adjudikasi merupakan tahapan prnsesual 

yang dipunyai oleh Kornisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan UU 

No. 30 tahun 2002 adanya beberapa asas yang menjadi landasan yuridis 
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tentang eksistensi Komisi Pemberantasan l<:orupsi (KPK) dalam tahap pra

adjudikasi yang meliputi tabap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, 

yaitu: 

I. Ketentuan pasal 39 UU No. 30 tab.un 2002 adanya asas Non-Struktural 

dari Pimpinan atau pegawai KPK yang berasal adari Kepolisiau dan 

Kejaksaan yang diberhentikau sementara dari instansinya selama menjadi 

Pegawai atau Pimpinan KPK sebingga diharapkan tidak ada kererkaitan 

secara struktural dengan instansi/nstitusi awal. 

2. Keb>ntuan pasal 4Q UU No. 30 tab.un 2002 adanya asas Ekelrutabelitas, 

yaitu lanmgan begi KPK untuk menerbitkan perintab pengbentian 

penyidikan dan penuntutan sehingga seiap perksra l<:orupsi yang 

ditangani KPK wajib dilimpsbkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, 

keeuali saat penyelidikan. 

3. Ketentuan pasal39 UU No. 46 tahun 2002 adanya asas Prosedur Kbnsus 

Penyidikan, bahwa KPK berwenaog dan mempwyai prosedur kbnsus 

untuk tidak psrlu adanya ijin kbnsus ketika melalrukao penyidikao 

kepada pejabet negara tertentu sebagaimana yang dikenal dalam 

ketentuan KUHAP dan Undang-undaog yang lainnya. 

4. Ketentuan pasal 47 UU No. 30 tahW12002 adanya asas prosedur Kbusus 

Penyiinan bahwa tidak perlunya KPK melakukan penyiinan meminnta 

ijin Ketua Pengadilan Negeri setelah dipsroleb dugaan kuat adanya 

tindak pi dana. 

5. Kerentuan pasal 50 UU No. 30 tahun 2002 adanya asas prioritas yaitu 

kewenangan KPK melalrukao penyidikan yang dilakukan secara 

bersamaan antara kepolisian dan kejaksaan. Dimensi ini merupaksn 

pelimpsban keweoangan kepada KPK. berarti penyidikan yang dilakukan 

kepolisan dan ~aksaan berus segera dibentikau (tidak berwenang 

melakukan penyidikan) untuk diserabkan kewenangan penyidikan itu 

kepsdaKPK. ·, 

UU No. 30 tahWl 2002, penyelidik KPK diangkat dan diberhentikau 

oleh KPK. sadangkan psnyidik KPK memiliki kewenangan sesnai asas Non

Struktural, asas Eksekntabelitas, asas Prosedur Kbnsus dan asas Prioritas, 
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lronsekuensi logisnya bahwa pemeriksaan yang tidak diatur dalam nndang

undang lni berlaku lrotentuan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 

2001 dan UU No. 8 tahun 1981. Kemudian penuutut umum KPK yang 

melaksan.aklm fungsi penuntutan adalab Jalroa Penuntut Umum, tetapi 

berdasarlron ketentunn pasal 39 UU No. 30 tahun 2002 mempunyai asas non 

struktural sehingga independensi KPK diharaplron tidak menjadi kendala 

dalarn proses penuntutannya. 

3. Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia. 

Penanggulangan kejabatan melalui sarnna penal lazimnya dilalrokan 

melalui langkab-langkab : perumusan norma-norma hnkum pidana, yang di 

dalamnya terkandung ndanya unsur substantif, struktural dan kultural 

masyarakat dbnana sistem hnkum pidaaa itu diberlakukan. Sistem hnkum 

pidaaa yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja 

lewat suatu sistem yang dlsebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice 

System). 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan 

yang menggunakan hukum pidana sebagai samna utamanya, baik hukum 

pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Sebagai 

suatu sistem, peradilan pidana mempnnyai perangkat struk:tur atau subsistem 

yang seharusnya beketja secara koheren, koordinat:if dan integrative agar 

dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksbnal. 

Kombinasi antara eftsiensi dan efeklifitas dalam sistem sangat 

penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan 

sendirinya menghasilkan efek:tifitas. Fragmentasi fungsiona! pada subsistem 

akan mengurangi efektifitas sistem tersebut, bablron dapat menjadilrou sistem 

tersebut seeara keselnruhan disfungsional. 

Sistem peradilan ~i~ana yang dilaksanakan oleh aparnt penegak 

hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan 

memerlukan gerak harrnonisasi dan sinkronisasi. Istilah sinkronisasi atau 

penyesuaian perundang-undnagan (harmonization of law) dan sinkronisasi 
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atau penyelarasan perundang-undangan (syncronizalion of law) harus 

dipahami seeara simultan. 

Hannonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator 

dan karakteristik yang sama dalarn perundang-undangan sedangkan 

sinkronisasi perundang-undangan lebih mementingkan bahwa suatu undang

undang idak boleb bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan 

Jlllllg sederajat (ainkronlsasi borisontal) dan tidak boleb bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi (sinkmnisasi vertical). 

Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (lCPK) dalam sistem 

peradilan pidana yang mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntut:an dalam satu tangan memang menjadi dilema tersendiri. Hal ini 

disebabkan kareDa KPK pada awal dibentnknya untuk menangani korupsi 

yang telah dianggap sebagai extra ordinary crime sehingga diperlukan 

penanganan yang extra ordinary enforcement, mengingat banyaknya perkara 

korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani dengan baik. 

Tetapi apabila dikaji dengan seksama sebenarnya kewenangan yang 

dimiliki KPK sebeoarnya sama dengan kewenangan Kejaksaan dalam 

menangani perkara-perkara korupsi, yaitu kewenangan untuk melak:ukan 

penyidikan dan penuntotan dalaro satu tangan. Yang membcdakan disini ialah 

dahun mengaplikasikan kewenangan tersebut, dimana KPK mempunyai 

beberapa kewenangan kbusus berdasarkan undang-undang dibandingkan 

dengan kejaksaan, misalnya adanya posedur kbusus dalam memeriksa 

penyelenggara negara, tidak perlu adanya ijin penyitaan dari Pengadilan. 

Adanya kewenangan khusus lni merupakan konsekuensi dari lembaga 

KPK sebagai iembaga anti korupsi yang mempunyai prinsip sebagai ''trigger 

mechanism" bagi lembaga penegak hukmn lainoya. Dengan adanya 

perbcdaan dalam pelaksanaan wewenang penyidikan dan penuntutan lni 

menimbulkan adanya disparita.s dalaro penegakan hukmn tindak pidana 

korupsi di Indonesia antara yang dilakukan KPK dengan kejaksaan. 

Budaya hokum yang tercipta selama lni di masyarakat adalah bahwa 

lembaga penegak hokum yang selama lni ada (kejaksaan dan kepolisian) 

dalam penegakan hokum terbadap tindak pidana korupsi telah gaga! adanya, 
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hal ini terlibat dalam perkembangannya rerus meningkat dari tahun ke tahun, 

baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara 

maupun dari segi kualitas tindak piduna yang dilakukan semakin sistematis. 

Asumsi demikian memang tidak bisa dipungkiri apalagi hal ini juga 

tennaksud dalam Penjelasan UU No. 30 tahun 2002 yang menyatakan 

"penegakan hukum untuk membarantas tindak pidana korupsi yang di1akukan 

secara konvensional selama ini terbuk:ti men gal ami berbagal hamhatan". 

Namun demikian dibarapkan dengan ada:nya KPK sebagal trigger mechanism 

ini maka kejaksaan akan semakin rnemperbaiki dirinya menuju ke arah yang 

lebih baik dahun penye!esaian perknra knrupsi. 

Dengan persamaan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam 

satu tangan ini sebenarnya lembaga KPK tidak berada di luar sub sistem 

dalam Sistern Peradilan Pidana yang ada, melainkan ia seeara fimgsi dan 

kewenangannya bersda sejajar dengan lembaga lainnya yang mempunyai 

fimgsi dan wewenang yang sama dalarn sub sistem yang ada. Hal ini sejalan 

dengan tugas KPK itu sendiri sesuai dengan pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 

yaitu untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam melakukan 

penanganan perkara korupsi. 

Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang mempunyai 

dimensi ganda, dimana disatu pihak barfungsi primair yaitu sebagal sarana 

masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat 

tertentu (crime contain system), dan di lain pihak sistem peradUan pidana juga 

berfungsi untuk pencegahan sekunder, yakni mencoba mengurangi 

kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan 

mereka yang bennaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, 

pemidanaan dan pelaksanaan pidana. 

Maka fimgsi primair sistern peradilan pidana dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi adalah melalui penanganan korupsi secara 

independen dan bebas dari pengarah manapun (pasal 3 UU No. 30 tahun 

2002), karena korupsi sudah menjalar ke seluruh sendi kehidupan bamegara 

dimana sifat dan akibat dari korupsi yang begitu besar yaitu menggerogoti 

kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat sehingga dapat dikatakan 
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sebagai pelnnggaran HAM yakni hak-bak sosial masyarakl!t.40 Diharapkan 

dengan penangarum perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK mal<a 

kejahatan korupsi dapat dimini.malisasi sekecil munglcin. Sedangkan unruk 

fungsi sekunder yaitu melalui proses deteksi, pemidanaan dan peluksanaan 

pidana telah diakomodir dalam UU No. 30 tahun 2002. Misalnya unruk upaya 

deteksi telah diatur dalam pasal 13 UU No. 30 tahun 2002 yang barbunyi : 

" da/am melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud da/am 
paso/ 6 huruf d, Komlsl Pemberantaslm Korupsi berwenang me/aksanakan 
langkah a/au upaya pencegahan sebagai berikut : 
lt Me/akukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta 

lrekayaan penyelenggara negara; 
b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 
c. Menye/enggarakan program pendidika11 antikarupsi pada setiap 

jenjang pendidikan; 
d. Merancang dan mendonJng terlaksananya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 
e. Me/akakan kampanye antilrorupsi lrepada masyaralrol umum; 
f Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam 

pemberantasan tfndak pidana korupsi ... 

Merdjono Reksodiputro menerjemahkan sistem peredilan pidana 

sebagal suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", 

sebagai salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya 

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat41 

Tambahnya lagi, dari segi kesisteman bahwa sistem penegukun hukum 

pidana termasuk penegekan hukum dalam tindak pidana korupsi identik 

dengan sistem kekuasaan atan kewemmgan menegekan hukum, identik pula 

dengan sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana keterpaduan dimuksud 

meliputi: 

I) Adanya ketjasama dari sejumlah sistem. 

2) Sistem itu seperti bejana yang sating berhubungan (artinya suatu sistem 

yang rusak ekan berakibat rusaknya sistem yang lain). 

3) Adanya pemisahan antam permasalahan juksa di tingkut kelembagaan 

dengan jaksa sebagal penuntut umum. 

40 Chaerudin, et at. StraJegi PencegaJwn & Pene.galcan Hukum 11ndakPidana K.on;~i (Jakarta: 
P'I'Refika Adillllna, ret I, 2008), hlm. 22. 

41 Mardjono Reksodiputro, "Sls.tem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan 
Kejahatan)" Hak Asasi Manusia. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan., Buku 
Kctiga (Jakarta: Universitas Indonesia, Edisi l~ Cet. 3, 1997), blm. 84. 
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4) Adanya keterpaduan fungsi dalam sis tern peradilan pi dana ( dalam hal ini 

demi penegakan hukum pada tingkat fungsi penyidikan, penuntutan, 

eksekusi putusan pengadilan. Artinya tidak boleh parsial, ftagmentaris, 

yang berujung pada kebijakan kriminaldi tingkat pimpinan puncak MA). 

5) Pembaruan barns berupa tindakan nyata (a! am hal ini barus ada 

perumusan aturan yang tidak bersifat mornlistis dan idealistis dalam suatu 

undang-undang, yaitu misalnya pembentukan pengawas independen di 

tingkat pusat maupun pada tingkat daerah)42
. 

Tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang 

menentukan keberbasilan sistem tersebut. Mesing-masing subsistem dalam 

sistem peradilan pidana barns memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan 

tersebuL Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing

masing subsistem barns mengsrah kepada tujuan tersebut. 

Dalam cakupan yang lebih luas, tujuan sistem peradilan pidana adalah 

sebagai berikut" : 

a. Mencegah masyarakat menjadi knrban kejahatan. 

b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi. sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan Ielah ditegakan dan yang salah dipidana, serta 

c. Berusaha o.gar mereka yang pemah bahwa sistem penegakkan hukum 

pidana termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi 

melakkan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. 

Dari uraian di alas yang patut menjadi perhatian bagi kita dalam 

memandang lindale pidana korupsi dalam kerangka sistem peradilan pidana 

(crimina/justice system) adalah: 

I. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi hendakoya tidak 

menjadikan kepotisian dan kejaksaan "enggan" rnelakukan perumgan 

perkara tindak pidana korupsi karena tugas penanganan perkara tersebut 

juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kepolisian dan kejaksaan 

sebagaimana digariskan o!eh undang-"~dang. 

41 Mardjono Rcksodiputro, "Krimnologi dan Sistem Peradilan Pidana, l<umpulnn Karangan. 
Buku KA:dua (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hul:um dlh Lembaga 
KriminoJogi Universitas Indonesia, 1997), hal. l4Q...l47. 

° Kenneth J. Peak, "Jus/ice .Administration Police, Courts, and Ccn-ectians Management" (New 
Jersey: Prentice Hall Inc, Bnglewcod CliffS, 1995), him. 5, 
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2. Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya 

yang lebih luas mencakup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi, termasuk di delamnya bidang pengawasan terhedap lembaga 

penegak hukum dan instansi yang melayani publik. Dengan demikian 

komisi berperan penting dalam upaya menciptakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korups~ kolusi dan nepotisme. 

3. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pembarantasan Korupsi 

dilak:uklut terutama dalam bal perkara yang mendapat perhadan atau 

menimbulkan keresahan masyaxakat, menimbulkan kerugian yang besar 

(sedikitnya I milyar) dan perkara yang melibatkan aparat penegak hukom 

atau penyelenggara negara. 

4. Koordinasi dan ke!jasama merupakan hal yang paling penting dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi agar tidak te!jadi overlapping 

dalarn penanganan tindak pidanan korupsi. Sistem pelaporan dan 

administrasi yang terpadu mendukung koordinasi dalarn kerjasarna yang 

erektif dalam penanganan tindak pi dana korupsi. 

5. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melampaui 

kewenangan Jaksa Agung dalam hal menerbitkan Surat Penghentian 

Penyidikan dan Penuntutan (SP3). 

6. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh Komisi Pemberanlllsan Korupsi dimulai dengan tindakan 

penyelidikan, pen}idlkan dan penuntutan yang sepenuimya dilakukao 

oleh penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pembenmtasan Korupsi. 

7. Pemeriksaan dan pemmtutan perkera tindak pi dana korupsi dilakukan 

pada pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk dalam lingkungan 

peradilan umum. 

8. Hakim pada pengedilan tindak pidana korupsi adalah hakim pengadilan 

negeri dan bakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

RI atas usul Ketua Mabkakah Agm~g. 

Dalarn pemeriksaan di sidang pengadilan maka dengan undang

undang ini dibentuk pengedilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang 
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penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. sebaiknya UU No. 30 

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu direvisi karena 

menurut beliau dangan adanya kewenangan lembaga KPK untuk melakukan 

pemmtutan terbadap perkara-perkara korupsi selain dari lembaga Kejaksaan 

maka menyebabkan adanya 2 ( dua) Jaksa Agung di dalam satu negara.44 

Tetapi meskipun demkian tujuan yang dirumuskan dalam sistem 

tersebut merupakan tujuan bersama seluruh unsur-unsur atau subsistem da.Jam 

sistem peradilan pidana termasnk dari KPK semliri. Keterkaitan keberhasilan 

kerja masing-rnasing subsistem satu dangun lainnya nkan berdampek peda basil 

kerja susbsistem yang lain. Sehlngga dihaapkan nanti penanganan tindak 

pidana korupei nkan sejalan dangan apa yang dicita-eitakan oleh masyarakat 

Indonesia yaitu menuju Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

44 Penje1asan Pro£ Dr. Jur, Andl Hamzah, SH. pada tanggal 18 Maret 2009 pukul i7 .30 WlB di 
Lebak Bulus, Jakarta. 
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1. KESIMPULAN 

BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, d.apat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

I. Dalam penanganan tind.ak pidana koropsi, wewenang penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan d.apat dilalrukan oleh satu lembaga seperti 

pada Kejaksaan dan KPK. Dalam melakukan tugas dan 

kewenangannya d.alam memberanJas korupsi Kejaksaan berpedoman 

pad.a KUHAP, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan 

Undang·undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan T"mdak Pidana 

Korupsi sed.angkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman 

pada UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberanJasan Korupsi. 

Dalam melakukan tugas dan kewenangannya ini terdapat perbedaan 

d.alam melakukan penyidikan dan panuntutan, yajtu KPK tid.ak 

memerlukao ad.anya ijin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan 

penyitaan, KPK tid.ak berwenang mengeluarkan Sura! Perintah 

Pengbentian Penyidikan!Penuntutan (SP3) serta ad.anya prosedur 

kbusus yang dimilild KPK untuk melakukan penyidikan terbad.ap 

pejabat penyelenggara negma. Juga setiap perkara korupsi yang 

ditangairl oleh KPK akan dilimpahkan ke pengadilan kbusus yaitu 

Pengadilan T"tndak Pidana Korupsi yang berad.a di bawah naungan 

Pengaditan Negeri Jakarta Pusat. 

2. KPK d.apat melakukan salah satu kewenangannya yaitu supervisi. 

Maksudnya supervisi yaitu KPK d.apat mengambil alih penyidikan 

atau penuntutan setiap perkara korupsi yang sedang ditangani oleh 

instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Kewenangannya ini 

d.apat dilakukao oleh KPK apabila ada indikasi perkara korupsi yang 

sed.ang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan memakan waktu 
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yang sangat lama. Serta jumlah statistik seluruh perlrnrn korupsi yang 

Ielah berhasil ditanganl oleh kejeksaan ataupun KPK menjadi ehsurd 

kru:ena tidal< ada laporan dari masing-masing inslansi mengenai 

jumleh porkam yang !eleh berbasil ditangani. Hal ini dporlukan unluk 

mengetahui basil kine!ja masing-masing lembaga sebagai acum 

dal= percepatan penanganan perkam korupsi. 

3. Akibat hukum dengan adanya wewenang penyelidikan, penyidikan 

dan penun!Utan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada satu 

lembaga menyebabkan kemungkinan unluk timbulnya sualo 

ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Unluk ilo 

dasar dalam pembetian wewenang-wewenang tersebut beruslah kuat 

dengan menekankan knnsepsi due process of law yang merupekan 

bagian dari Sis!em Peradilan Pidana Terpadu yaitu fungsi pengatumn 

undang-undang. Baik Kejeksaan maupun KPK, wewenang yang 

dimilikinya dalam menangaui porkara kompsi didasari oleh undang

undang. Hal pealing lainnya adalah bahwa wewenang-wewenang 

tersebut berus snting dikoordinasikan sam sama lain antara Kejaksrum 

dan KPK, sahingga terciptanya "balancing of powers". Dengan 

demikian tidak te!jadi tumpang tindih kewenangan dalam 

melaksanakan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 

2. SARAN 
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagal berikut: 

1. Wewenang un1uk melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan dalam salo lembaga porlu didaseri oleh keteutuan 

porundang-undangan yang kuat dan jelas demi te!jaminoya suatu 

kepastian hukum. Kepomilikan wewenang-wewenang tersebut juga 

berus diimbangi dengan suatu sistem pengawasan yang baik yang 

bertujnan unluk mencegeh kesewenang-wenangan. 
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2. Balk Keja.kl!aan Rl maupun KPK, keduanya merupakan tonggak 

utama dalam suatu cita.-cita pemberantasan korupsi di lndonesia. 

Antara instansi pemerintab yang berwenang dalam menangaoi 

perk.ara lrorupsi barns disertai deogan suatu komitmen, kerjasarna dan 

koordinasi yaog kuat. Pemberantasan lrorupsi akan efektif ketika 

seluruh lrompenen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam 

pemberantasan korupsi. 
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